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Kata Pengantar

enduduk suatu wilayah hukum, adalah orang atau warga sua-
tau wilayah yang secara hukum berhak atau pernah tinggal di
wilayah tersebut paling singkat enam bulan terakhir, dan atau
berniat tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Penduduk secara de-
mografi adalah orang yang pernah lahir hidup dan belum meninggal
sampai pencacahan (sensus atau survei) dilakukan, meskipun pernah

melakukan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah sangat tergantung
pada aspek fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Secara teoretis fertilitas
dipengaruhi oleh pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya,

politik, dan keamanan suatu wilayah.

Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris | v



Penduduk yang besar akan membutuhkan banyak pengeluaran
konsumsi. Konsumsi yang besar akan mengahabiskan pendapatan,
dan berdampak pada tidak adanya tabungan, sehingga tidak adanya
sumber investasi untuk pembangunan (Teori Klasik). Namun oleh
Keynes (1936) berpendapat lain, bahwa penduduk yang besar akan
cenderung menghabiskan pendapatan untuk pengeluaran konsumsi,
dan akan mendorong tingginya efek multiplier pendapatan menuju
semakin tingginya permintaan agregat. Tingginya permintaan agregat
akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja (de-

rived demand for labor).

Jadi permintaan tenaga kerja, termasuk sumber daya produk-
tif lainnya, adalah permintaan turunan. Ini berarti bahwa perminta-
an tenaga kerja bergantung pada, atau berasal dari permintaan akan
produk barang atau layanan jasa yang diproduksi atau disediakan. Di
bidang manufaktur misalnya, tenaga kerja dituntut kontribusinya bagi
produksi produk seperti mobil, pesawat televisi, atau roti. Dengan de-
mikian, penurunan permintaan mobil akan mengurangi permintaan
pekerja otomotif. Demikian pula permintaan pekerja di pabrik roti
sangat ditentukan oleh permintaan konsumen roti di pasar roti. Jika
permintaan roti meningkat, maka pengusaha roti berusaha melakukan
ekspansi usaha untuk memenuhi permintaan roti yang semakin me-
ningkat. Oleh sebab itu, pengusaha roti akan menambah jasa tenaga
kerja (karyawan), sehingga penyerapan tenaga kerja di perusahaan roti

tersebut semakin meningkat.

Di sektor jasa, tenaga kerja dibutuhkan oleh perusahaan karena
secara langsung memberikan keuntungan kepada konsumen. Pening-
katan permintaan akan layanan penitipan anak misalnya, akan me-
ningkatkan permintaan akan pekerja penitipan anak. Demikian pula
jasa pelayanan yang lain, seperti jasa pelayanan di sektor pendidikan,

sektor kesehatan, sektor hiburan, dan lainnya.
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Buku ini di dua bab pertama menguraikan tentang aspek ke-
pendudukan, seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi dan dampaknya
terhadap jumlah, pertumbuhan, dan komposisi penduduk menurut
kelompok umur tertententu. D1 sisi lain, buku ini membahsas tentang
ketenagakerjaan dari asfek permintaan atau penyerapan tenaga kerja.

Semua aspek dikaji dalam perspektif teoretis dan studi empiris.

Harapan penulis, paling tidak buku ini dapat dibaca dan dijadi-
kan sebagai salah satu bahan referensi, paling tidak bagi mahasiswa
Strata 1, baik pada saat mengambil mata kuliah Ekonomi Kependun-
dukan, dan atau Ekonomi Sumberdaya Manusia, maupun pada saat

mahasiswa menulis karya ilmiah sebagai tugas akhir.
Tamalanrea, 20 April 2021
Madris,
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Kata Pengantar
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

enduduk dalam pandangan ekonomi dapat dilihat dari dua

sisi, yakni penduduk sebagai konsumen (demand side), dan

penduduk sebagai produsen (supply side), yakni sebagai faktor
produksi (labor), seperti halnya faktor produksi modal (capital), dan
semebrdaya alam. Penduduk sebagai konsumen dimulai sejak lahir
sampai dia meninggal, sementara penduduk sebagai produsen dimu-
lai sejak usia produktif (15-64) tahun, meskipun di Indonesia oleh
BPS menggunakan usia produktif 15 tahun ke atas, sebab secara fak-
tual di Indonesia penduduk dalam rentang umur tersebut masih bisa
bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, penduduk

usia kurang 15 tahun dan 65 ke atas (aging), masing-masing merupa-
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kan kelompok penduduk yang belum produktif dan purna produktif
(aging).

Permintaan suatu komoditas, merupakan hubungan fungsional
antara tingkat harga dengan komoditas yang para pembeli bersedia
untuk membelinya. Dalam perspektif tenaga kerja, permintaan adalah
hubungan fungsional antara tingkat upah dengan jumlah jasa tenaga
kerja yang digunakan oleh pengguna jasa sebagai salah satu faktor pro-
duksi, baik sebagai faktor produksi pengganti maupun sebagai peleng-
kap.

Permintaan tenaga kerja merupakan turunan (derivasi) dari per-
mintaan barang dan jasa, baik pada pasar persaingan sempurna, mau-
pun pada pasar persaingan tidak sempurna, baik dalam jangka pendek
(in the sort run), maupun dalam jangka panjang (in the long run pro-
duction function). Oleh sebab itu karakteristik permintaan pasar barang
dan jasa (di pasar output) akan sangat mewarnai karakteristik perintaan

jasa tenaga kerja (di pasar input).

Buku dengan judul Ekonomi Kependudukan dan Ketenaga-
kerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris ini, di dalamnya
terdapat beberapa tulisan hasil suntingan beberapa penulis. Buku ini
membahas dua aspek, yakni ekonomi kependudukan dari aspek poten-
si penawaran tenaga kerja; dan ketenagakerjaan dari aspek permintaan
atau penyerapan tenaga kerja. Kedua aspek ini dipaparkan dalam kaji-
an teoretis dan studi empiris dari beberapa hasil karya riset yang ada.
Tentu saja buku ini layak menjadi buku referensi bagi penulisan karya

ilmiah yang relevan di masa datang.
Dekan,
Abd. Rahman Kadir
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Bab |

Integrasi Faktor Sosial, Ekonomi,
Budaya, dan Lingkungan dengan
Pertumbuhan Penduduk

Madris

ejak dua ratus tahun yang lalu, Malthus sudah mempersoalkan

trade-off antara jumlah anak dengan kualitas anak. Dikatakan-

nya, bahwa bila masyarakat (Eropa) ingin keluar dari masalah
pendapatan yang tidak kunjung maju, maka masyarakat harus mampu
mengendalikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang terlalu basar
menyebabkan kekurangan pangan, kerusakan lingkungan, disusul de-
ngan peperangan, dan wabah penyakit. Ketika jumlah penduduk ter-
lalu dipaksa (oleh alam) untuk menurun, haruslah kesejahteraan ma-
syarakat meningkat lagi. Oleh karena itu, Malthus sarankan, sebaiknya
masyarakat dapat mencegah membesarnya jumlah penduduk sebelum

alam memaksa terjadinya penurunan jumlah penduduk. Malthus me-
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nyarankan sebagian anggota masyarakat hidup melajang atau, kalau-

pun melakukan perkawinan, menikahlah di usia yang lebih tua.

Kecemasan Malthus tidak lagi menjadi bahan diskusi dalam ilmu
ekonomi setelah revolusi industri pertama di Eropa, hingga tahun
1950-an. Tetapi, Coale dan Hoover (1958) mulai mengungkit lagi ke-
cemasan Malthus. Di negara-negara miskin abad ke-20-21, menurut
mereka, trade-off yang membuat kegalauan Malthus perlu diperhatikan
lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Kondisi negara miskin abad
ke-20-21 jauh berbeda dengan kondisi kemiskinan di Eropa pada abad
ke-18. Jumlah penduduk di negara miskin abad ke ke-20-21 sudah
amat besar dan dengan mutu yang relatif rendah. Mereka sulit mela-
kukan inovasi (dan juga teknologi) kerena tidak mempunyai tabungan
yang cukup untuk membiayai investasi. Mereka tidak mempunyai ta-
bungan karena pengeluaran konsumsi banyak. Pengeluaran konsumsi
banyak karena anak mereka banyak yang belum produktif secara eko-
nomi (Ananta, 1995).

Penduduk dalam pandangan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi,
yakni penduduk sebagai konsumen (demand side), dan penduduk seba-
gai produsen (supply side), yakni sebagai faktor produksi (labor), seperti
halnya faktor produksi modal (capital), dan semebrdaya alam (land).
Penduduk sebagai konsumen dimulai sejak lahir sampai dia mening-
gal, sementara penduduk sebagai produsen dimulai sejak usia produk-
tif (15-64) tahun, meskipun di Indonesia oleh BPS menggunakan usia
produktif 15 tahun ke atas, di Indonesia secara faktual penduduk dalam
rentang umur tersebut masih bisa bekerja untuk menghasilkan barang
dan jasa. Kemudian, peduduk usia kurang 15 tahun dan 65 ke atas
(lansia), masing-masing merupakan kelompok penduduk yang belum

produktif dan purna produktif (aging).

Di sisi lain, penduduk dapat dibagai dalam tiga aspek, yakni as-

pek jumlah (size), aspek pertumbuhan (growth), dan aspek komposisi
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usia (structure). Pertama, dari aspek jumlah, semakin banyak jumlah
penduduk, maka semakin tinggi tingkat permintaan kebutuhan dasar
(primer), sekunder, dan tersier. Penduduk yang besar dan beraktivitas
akan membutuhkan banyak suplai air bersih, energi listrik, saranan
dan prasarana transportasi, pemukiman/perumahan, pelayanan pen-
didikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain, terutama kebutuhan pa-
ngan. Kedua, dari aspek pertumbuhan, semakin tinggi pertumbuhan
penduduk terutama disebabkan pertumuhan penduduk alami (fertili-
tas), maka disamping akan menambah penduduk usia muda, juga akan
merubah komposisi penduduk menurut struktur umur. Penduduk
yang lahir hari ini, 5-6 tahun kemudian akan masuk usia pra-sekolah,
7-12 tahun kemudian akan masuk usia sekolah dasar, dan seterusnya
sampai masuk kuliah yang tentu saja akan membutuhkan sarana dan

prasarana pendidikan dasar, menengah, dan pendidkan tinggi.

Penduduk yang besar akan membutuhkan banyak pengeluaran
konsumsi. Konsumsi yang besar akan mengahabiskan pendapatan, dan
berdampak pada tidak adanya tabungan, sehingga tidak adanya sum-
ber investasi untuk pembangunan (Teori Klasik). Meskipun Keynes
(1936) berpendapat lain, bahwa kecenderungan menghabiskan pen-
dapatan untuk pengeluaran konsumsi akan mendorong tingginya efek

multiplier pendapatan menuju semakin tingginya permintaan agregat.

Seiring dengan bertambahnya umur, anak yang lahir 15 tahun
yang lalu kini memasuki usia produtif, dimana sudah mulai masuk ke
pasar kerja, sehingga terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja. Jika
dari sisi permintaan tanaga kerja tidak dapat merespon dengan baik,
akan terjadi kelebihan penawaran di atas permintaan tenaga kerja se-
hingga terjadi kelebihan tenaga kerja, yang kita sebut penganggur (un-
employed).

Penduduk sebagai faktor produksi, seperti modal dan lahan da-

lam teori produksi Cobb Doulass, dimulai dari umur 15 sampai 64
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tahun yang biasa disebut usia produktif. Penduduk yang besar pada
usia produktif (15-64) tahun akan menjadi aset modal pembangunan
ekonomi suatu daerah, jika memiliki mutu manusia yang cukup baik.
Oleh Djajanegara dan Ananta (1986) menemukakan bahwa kesehatan
dan pendidikan merupakan variabel utama investasi dalam modal ma-
nusia, dan menambahkan bahwa “keamanan® sebagai variabel utama
lainnya. Seorang yang pandai, sehat, dan merasa aman akan memiliki
tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang
yang kurang memiliki di antara ketiga hal tersebut. Misalnya seorang
yang cerdas, sehat, tetapi selalu hidupnya tidak aman, maka dia tidak

bisa bekerja dengan tingkat produktivitas yang optimal.

Penduduk yang besar dan memiliki mutu yang tinggi akan ber-
dampak pada peningkatan produtivitas individu dan berlanjut pada
produktivitas regional dan nasional. Sebaliknya, penduduk yang besar
tetapi tidak berkualitas maka berdampak pada produktivitas indiviu
yang rendah dan pada akhirnya menambah jumlah peduduk miskin
dan tidak berkualitas.

Keterkaitan Fertilitas, Mortalitas, dengan
Pertumbuhan Penduduk

Fertilitas adalah dampak pendapatan yang rendah sehingga
penduduk yang tidak mampu membeli derajat kesehatan yang tinggi,
mengakibatkan gizi ibu hamil, gizi bayi, dan balita rendah, sehingga
angka kematian bayi dan anak masih relatif tinggi. Tingginya angka
kematian bayi dapat berdampak pada tingginya angka fertilitas. Sema-
kin tinggi tingkat fertilitas, maka semakin banyak jumlah penduduk,
pertumbuhan penduduk, dan perubahan komposisi penduduk menu-

rut kelompok umur (Gambar 1).
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Aspek Demaografi Faktor Penentu
Pertumbuhan

Penduduk

-Fertilitas - Jumlah,

-Mortalitas -Pertumbuhan,

-Migrasi =Struktur umur,
Penduduk

-Sosial Ekonomi
—Sosial Budaya
-Lingkungan Hidup

Gambear 1. Integrasi Aspek Demografi dengan Faktor Penentu Pertumbuhan
Penduduk

Ukuran fertilitas yang banyak digunakan adalah Total Fertility Rate
(TFR) dan angka fertilitas menurut umur (ASFRx). TFR merupakan
penjumlahan ASFRx, yakni jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seo-
rang wanita pada akhir masa reproduksinya, dengan asumsi dia mengi-

kuti pola fertilitas yang berlaku dari umur 15 sampai 49 tahun.

Pandangan bahwa faktor-faktor ekonomi mempunyai penga-
ruh yang kuat terhadap fertilitas bukanlah suatu hal yang baru. Dasar
pemikiran utama dari teori ‘transisi demografis’ yang sudah terkenal
luas adalah bahwa sejalan dengan diadakannya pembangunan sosial-
-ekonomi, maka fertilitas lebih merupakan suatu proses ekonomis dari

pada proses biologis.

Berbagai metode pengendalian fertilitas seperti penundaan per-
kawinan, senggama terputus, dan kontrasepsi dapat digunakan oleh
pasangan suami istri yang tidak menginginkan mempunyai keluarga
besar, dengan anggapan bahwa mempunyai banyak anak berarti me-
mikul beban ekonomis dan menghambat peningkatan kesejahteraan
sosial dan material. Bahkan sejak awal pertengahan abad ini, sudah di-
terima secara umum bahwa hal inilah yang menyebabkan penurunan
fertilitas di Eropa Barat dan Utara dalam abad 19.
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Leibenstein dapat dikatakan sebagai peletak dasar “Teori ekono-
mi tentang fertilitas”. Leibenstein memandang anak dalam dua aspek
yakni aspek kegunaannya (utility) dan aspek biaya (cost). Aspek keguna-
an yang dimaksud adalah memberikan kepuasaan, dapat memberikan
balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan berproduksi serta

merupakan sumber yang dapat menghidupi orang tua di masa depan.

Selanjutnya Leibenstein menguraikan, bahwa ada tiga macam
tipe kegunaan anak yaitu (a) anak sebagai suatu ‘barang konsumsi’ mi-
salnya sebagai sumber hiburan bagi orang tua; (b) anak sebagai suatu
sarana produksi, yakni dalam beberapa hal tertentu anak diharapkan
untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan menambah pendapat-
an keluarga; dan (c) anak sebagai sumber ketentraman, baik pada hari

tua maupun sebaliknya”.

Kemudian dari aspek biaya (cost), yakni pengeluaran untuk
membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak tersebut. Biaya
memiliki tambahan seoarang anak dapat dibedakan atas biaya langsung
dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluar-
kan dalam memelihara anak seperti memenuhi kebutuhan sandang
dan pangan anak sampai ia dapat berdiri sendiri. Sedangkan, biaya ti-
dak langsung adalah kesempatan yang hilang karena adanya tambahan
seoarang anak. Misalnya, seoarang ibu tidak dapat bekerja lagi kare-
na harus merawat anak, kehilangan penghasilan selama masa hamil,
melahirkan, atau berkurangnya mobilitas orang tua yang mempunyai

tanggungan keluarga besar (Kanitkar, 1990).

Kemudian Leibenstein, mengemukakan bahwa apabila ada ke-
naikan pendapatan, maka aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua
menginginkan anak dengan kualitas yang baik. Ini berarti biayanya
naik atau lebih mahal. Pengembangan lebih lanjut tentang ekonomi
fertiitas dilakukan oleh Gary S. Becker dengan artikelnya yang cukup

terkenal yaitu “An Economic Analysis of Fertility”. Menurut Becker anak
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dari sisi ekonomi pada dasarnya dapat dianggap sebagai barang kon-
sumsi (a consumption goods, consumer’s durable) yang memberikan suatu

kepuasan (utility) tertentu bagi orang tua.

Bagi banyak orang tua, anak merupakan sumber pendapatan
dan kepuasan (satisfaction). Secara ekonomi fertilitas dipengaruhi oleh
pendapatan keluarga, biaya memiliki anak dan selera. Meningkatnya
pendapatan (income) dapat meningkatkan permintaan terhadap anak,
karena memelihara anak membutuhkan leisure time sebagai barang

normal.

Dalam analisis ekonomi fertilitas selanjutnya juga memperta-
nyakan, mengapa permintaan akan anak berkurang bila pendapatan
meningkat; yakni apa yang menyebabkan harga pelayanan anak berka-
itan dengan pelayanan komoditi lainnya meningkat, jika pendapatan
meningkat, maka teori household economics membahas bahwa (a)
orang tua mulai lebih menyukai anak-anak yang berkualitas lebih ting-
gi dalam jumlah yang hanya sedikit sehingga “harga beli” meningkat;
(b) bila pendapatan dan pendidikan meningkat, maka semakin banyak
waktu (khususnya waktu ibu) yang digunakan untuk merawat anak.
Jadi anak menjadi lebih mahal, karena biaya langsung dan biaya tidak

langsung anak semakin meningkat.

Di dalam setiap kasus, semua pendekatan ekonomi melihat fer-
tilitas sebagai hasil dari suatu keputusan rasional yang didasarkan atas
usaha untuk memaksimalkan fungsi utility ekonomis yang cukup ru-
mit yang tergantung pada biaya langsung dan tidak langsung, keterba-

tasan sumber daya, dan selera.

Topik-topik yang dibahas dalam ekonomi fertilitas antara ber-
kaitan dengan pilihan-pilihan ekonomi seseorang dalam menentukan
fertilitas (jumlah dan kualitas anak). Pertimbangan ekonomi dalam
menentukan fertilitas terkait dengan income, biaya (langsung maupun

tidak langsung), selera, modernisasi dan sebagainya.
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Kemudian, Bulato menulis tentang konsep demand for children
dan supply of children. Konsep demand for children dan supply of children
dikemukakan dalam kaitan menganalisis economic determinan factors
dari fertilitas. Bulatao mengartikan konsep demand for children seba-
gai jumlah anak yang dinginkan. Termasuk dalam pengertian jumlah
adalah jenis kelamin anak, kualitas, waktu memliki anak dan sebagai-

nya.

Menurut Bulatao, demand for children dipengaruhi oleh berba-
gai faktor seperti biaya anak, pendapatan keluarga dan selera. Dalam
artikel tersebut Bulato membahas masing-masing faktor tersebut (bi-
aya anak, pendapatan, selera) secara lebih detail. Sedang supply of chil-
dren diartikan sebagai banyaknya anak yang bertahan hidup dari suatu
pasangan jika mereka tidak berpisah/cerai pada suatu batas tertentu.
Supply tergantung pada banyaknya kelahiran dan kesempatan untuk
bertahan hidup. Supply of children berkaitan dengan konsep kelahiran

alami (natural fertility).

Menurut Bongart dan Menken fertilitas alami dapat diidentifi-
kasi melalui lima hal utama, yaitu (a) ketidak-suburan setelah melahir-
kan (postpartum infecundibality); (b) waktu menunggu untuk konsepsi
(waiting time to conception); (c) kematian dalam kandungan (intraurine
mortality); (d) sterilisasi permanen (permanent sterility); dan (e) mema-

suki masa reproduksi (entry into reproductive span).

Pandangan lain dari Richard A. Easterlin, bahwa permintaan
akan anak sebagian ditentukan oleh karakteristik latar belakang in-
dividu seperti agama, pendidikan, tempat tinggal, jenis/tipe keluarga
dan sebagainya. Setiap keluarga mempunyai norma-norma dan sikap
fertilitas yang dilatarbelakangi oleh karakteristik di atas. Easterlin juga
mengemukakan perlunya menambah seperangkat determinan ketiga
(disamping dua determinan lainnya: permintaan anak dan biaya regu-

lasi fertilitas) yaitu mengenai pembentukan kemampuan potensial dari
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anak. Hal ini pada gilirannya tergantung pada fertilitas alami (natural
fertility) dan kemungkinan seorang bayi dapat tetap hidup hingga de-

‘wasa.

Fertilitas alami sebagian tergantung pada faktor-faktor fisiologis
atau biologis, dan sebagian lainnya tergantung pada praktek-praktek
budaya. Apabila pendapatan meningkat maka terjadilah perubahan
“suplai” anak karena perbaikan gizi, kesehatan dan faktor-faktor bio-
logis lainnya. Demikian pula perubahan permintaan disebabkan oleh

perubahan pendapatan, harga dan “selera”.

Pada suatu saat tertentu, kemampuan suplai anak dalam suatu
masyarakat bisa melebihi permintaan atau sebaliknya. Easterlin ber-
pendapat bahwa bagi negara-negara berpendapatan rendah perminta-
an mungkin bisa sangat tinggi tetapi suplainya rendah, karena terda-
pat pengekangan biologis terhadap kesuburan. Hal ini menimbulkan
suatu permintaan “berlebihan” (excess demand) dan juga menimbulkan
sejumlah besar orang yang benar-benar tidak menjalankan praktek-

-praktek pembatasan keluarga.

Di pihak lain, pada tingkat pendapatan yang tinggi, perminta-
an adalah rendah sedangkan kemampuan suplainya tinggi, maka akan
menimbulkan suplai “berlebihan” (over supply) dan meluasnya praktek

keluarga berencana.

John C. Caldwell juga melakukan analisis fertilitas dengan pende-
katan ekonomi sosiologis. Tesis fundamental Caldwell adalah tingkah
laku fertilitas dalam masyarakat pra-tradisional dan pasca-transisional
itu dilihat dari segi ekonomi bersifat rasional dalam kaitannya dengan
tujuan ekonomi yang telah ditetapkan dalam masyarakat, dan dalam arti

luas dipengaruhi juga oleh faktor-faktor biologis dan psikologis.

Teori Caldwell menekankan pada pentingnya peranan keluarga

dalam arus kekayaan netto (net wealth flows) antar generasi dan juga
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perbedaan yang tajam pada regim demografis pra-transisi dan pasca-
-transisi. Caldwell mengatakan bahwa “sifat hubungan ekonomi dalam
keluarga” menentukan kestabilan atau ketidak-stabilan penduduk. Jadi
pendekatannya lebih menekankan pada dikenakannya tingkah laku
fertilitas terhadap individu (atau keluarga inti) oleh suatu kelompok
keluarga yang lebih besar (bahkan yang tidak sedaerah) dari pada oleh

“norma-norma” yang sudah diterima masyarakat.

Keterkaitan Migrasi dengan Pertumbuhan
Penduduk

Selain aspek fertilitas, migrasi juga memiliki andil yang cukup
besar dalam perubahan jumlah, pertumbuhan dan perubahan kompo-
sisi umur penduduk di suatu wilayah. Jika jumlah migrasi masuk lebih
besar daripada jumlah migrasi keluar, maka akan terjadi pertumbuhan
penduduk yang semakin besar, dan boleh saja menciptakan surplus te-

naga kerja di daerah tujuan.

Becker (1993) menjelaskan bahwa bermigrasi itu sebuah pilihan
dimana seorang individu akan mengambil keputusan yang rasional da-
lam menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia dalam
memberikan manfaat maksimum (Utility maximum) bagi dirinya da-
lam proses migrasi. Informasi yang dimiliki seseorang mengenai keun-
tungan bermigrasi juga berperan penting dalam pengambilan keputus-
an migrasi. Jika keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya
bermigrasi, maka kemungkinan seseorang akan memutuskan untuk
bermigrasi (Nashrul, 2010).

Susilowati (2008) mengutip Speare, bahwa selain motif ekono-
mi, migrasi tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi,
misalnya karakteristik struktural, karakteristik sosio-demografis, ka-

rakteristik daerah asal dan daerah tujuan, kondisi geografis, dan ka-
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rakteristik komunitas sosial yang mempengaruhi keputusan terhadap

tempat tinggal dan berpengaruh terhadap niat bermigrasi.

Wolpert (Elda dan Racmanina, 2013) menganalisis migrasi
menggunakan model place utility (stress-threshold model). Dalam model
ini menjelaskan bahwa perpindahan tenaga kerja didasarkan pada ke-
putusan individu yang dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dan
tekanan (stress-threshold) di daerah asal. Penilaian individu yang rasi-
onal mengenai kondisi tempat tinggal dan tempat bekerja dipenga-
ruhi oleh karakteristik individu, rumah tangga dan lingkungan tempat

tinggal.

Hal ini sejalan dengan pendapat Susilowati (2008) yang me-
ngemukakan bahwa kondisi daerah asal yang menyebabkan individu
mengalami ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhannya, membe-
rikan tekanan stress yang mempengaruhi keputusan individu untuk

bermigrasi.

Lewis (Todaro, 2006) yang menjelaskan perpindahan tenaga
kerja antara dua sektor, yakni sektor tradisional yang ada di perdesaan
menuju sektor industri modern yang ada di kawasan perkotaan. De-
ngan demikian, pekerja akan melakukan migrasi dari sektor yang ber-

produktivitas rendah menuju ke sektor yang berproduktivitas tinggi.

Pembangunan ekonomi akan mendorong transformasi struk-
tural ekonomi, perubahan struktur perekonomian yang bergeser dari
sektor tradisional pertanian ke sektor industri modern. Todaro (2006)
berasumsi, bahwa terjadi transfer tenaga kerja dari sektor tradisional
(pertanian) yang memiliki surplus tenaga kerja akan diserap ke sek-
tor industri modern di kota yang memerlukan tenaga kerja disebabkan

oleh ekspansi produksi di sektor modern.

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa proses pertumbuhan dan per-

luasan output di sektor industri akan terus berlangsung untuk pening-
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katan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja di
sektor industri. Dengan demikian, akan menyebabkan migrasi pekerja

yang terkonsentrasi ke wilayah perkotaan.

Saefullah (1996) menjelaskan jenis pekerjaan modern di perko-
taan menjadi daya tarik bagi pekerja migran sebagai tenaga profesional
untuk bekerja di sektor formal dan menetap di daerah perkotaan. Jenis
pekerjaan di perkotaan membutuhkan tenaga kerja profesional dengan
keahlian tertentu. Sedangkan, pekerja migran yang bekerja di sektor
informal akan memilih untuk tidak menetap di daerah tujuan, karena

jenis pekerjaannya memudahkan untuk berpindah.

Pengendalian pertumbuhannya dan pemerataan penduduk, un-
tuk mengontrol jumlah penduduk di suatu wilayah. Kuantitas jumlah
penduduk yang terkendali diharapkan akan mengurangi masalah ke-
pendudukan terutama mengenai pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan menghambat penduduk
untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupannya karena banyaknya
penduduk akan menimbulkan banyak tekanan-tekanan dalam bidang
pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Dampaknya adalah perma-
salahan sosial, ekonomi dan bahkan permasalahan lingkungan hidup
yang efeknya dapat dirasakan bagi generasi yang akan datang. Peme-
rataan penduduk ini dapat diatasi dengan melakukan migrasi ke dae-
rah-daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Hal ini juga untuk
mengoptimalisasikan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di tiap
daerah.

Peningkatan kualitas penduduk, terutama dalam bidang pendi-
dikan, dan kesehatan, sebagai hal dasar yang diperlukan untuk mem-
bangun penduduk ke arah yang lebih baik. Kualitas SDM yang baik

akan mengubah paradigma berpikir terhadap suatu masalah.

Secara umum kebijakan kependudukan harus ditujukan untuk;

(1) melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan pen-
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duduk, terutama generasi yang akan datang, karena apa yang terjadi
saat ini pada lingkungan hidup manusia akan dirasakan dampaknya
pada generasi berikutnya; (2) memberikan kemungkinan bagi setiap
orang untuk memperoleh kebebasan lebih besar untuk menentukan
yang terbaik bagi kesejahteraan diri dan keluarganya; (3) kebijaksana-
an harus diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup penduduk.

Oleh karena itu, kebijakan kependudukan memiliki sasaran po-
kok jangka panjang sebagai berikut: (1) menurunkan tingkat kelahir-
an, melalui usaha langsung dan tak langsung. Secara langsung melalui
kegiatan penyebarluasan dan penyediaan sarana Keluarga Berencana
(KB) serta usaha meningkatkan pengetahuan dan praktek KB. Usaha
tidak langsung melalui usaha mendorong keluarga melaksanakan NK-
KBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera); (2) menurunkan ting-
kat kematian, terutama anak-anak melalui bidang kesehatan, pangan
dan gizi, pendidikan, perumahan, penyediaan air bersih dan kesehatan
lingkungan; (3) meningkatkan taraf hidup, yaitu meningkatkan umur
rata-rata penduduk Indonesia; (4) penyebaran penduduk dan tenaga
kerja yang serasi dan seimbang, melalui transmigrasi, pembangunan
daerah, kota dan desa, pembangunan sarana perhubungan, dan peme-

rataan pembangunan.

Usaha pengurangan kelahiran ditempuh melalui usaha secara
tak langsung berupa (1) persebaran penduduk, migrasi dan urbanisasi;
(2) kegiatan penelitian, pengkajian serta pengembangan dalam upaya
pembangunan kualitas penduduk; (3) pendidikan kependudukan; (4)

peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksana.

Untuk mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak me-
rata, pemerintah membuat kebijakan dengan mencanangkan program
transmigrasi. Fungsi dari transmigrasi ini adalah (1) transmigrasi me-
rupakan cara untuk menyebarkan dan memeratakan penduduk; (2)

fungsi ekonomis, pemanfaatan sumber-sumber ekonomi di luar dae-
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rah; (3) fungsi pengatur keseimbangan antara kependudukan dan ling-
kungan hidup; (4) fungsi pembinaan bangsa, pembauran masyarakat

antar suku; (5) fungsi pertahanan dan keamanan nasional.

Sosial Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam
kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi,
pendidikan serta pendapatan. Dalam pembahasannya sosial dan eko-
nomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam konsep
sosiologi manusia sering disebut dengan makhluk sosial, yang artinya
manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain,
sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan
masyarakat. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang ber-

arti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan.

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya
keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat, yakni (1) tingkat
Pendidikan; (2) jenis pekerjaan; (3) tingkat pendapatan; (4) keadaan
rumah tangga; (5) tempat tinggal; (6) kepemilikan kekayaan; (7) jabat-

an dalam organisasi; dan (8) aktivitas ekonomi.

Tingginya pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingginya
tingkat fertilitas, sementara tingkat fertilitas dipengaruhi oleh rendah-
nya usia kawin pertama. Oleh karena itu fertilitas dapat dikendalikan
dengan cara memperhatikan faktor usia ibu saat pertama kali menikah.
Sementara itu, faktor penyebab rendahnya usia kawin pertama dipe-
ngaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pekerjaan,
daerah tempat tinggal, dorongan orang tua, kemauan sendiri, terpaksa

kawin (marriage by accident), teknologi, dan lingkungan pergaulan.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa, faktor utama yang menye-
babkan terjadinya pernikahan dini yang sering ditemui di lingkungan

masyarakat yaitu :
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1. Faktor Ekonomi

Pernikahan usia muda dapat terjadi pada keluarga yang hidup diga-
ris kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka
anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki dari keluarga yang di-

anggap mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting sebagai penentu kuali-
tas sumberdaya manusia. Hal ini berkaitan dengan penggunaan indi-
kator pendidikan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Penyebab dari adanya kecenderungan menikahkan anak yang
masih dibawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan serta pe-

ngetahuan orang tua, anak serta masyarakat.

3. Faktor Pekerjaan

Status pekerjaan seseorang sebelum memutuskan untuk meni-
kah adalah salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Apa-
bila seseorang tidak memiliki pendapataan atau pekerjaan maka ke-
cenderungan mengambil keputusan untuk segera menikah, agar tidak

menjadi beban dalam keluarga.

4. Faktor Daerah Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan lokasi dimana seseorang bernaung.
Daerah tempat tinggal ini juga dapat mempengaruhi keputusan pe-
rempuan menikah muda. Daerah tempat tinggal dibagi menjadi dua
yaitu daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Masyarakat yang tinggal
di daerah pedesaan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih sem-
pit dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan
sehingga pengetahuan tentang buruknya pernikahan dini masih sa-
ngat minim. Masyarakat pedesaan juga masih cenderung memegang

teguh adat istiadat daerahnya.
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Sosial budaya dan Pertumbuhan penduduk

Tidak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempu-
nyai dinamika dan gerak. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak
manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebu-
dayaan. Gerak manusia terjadi oleh karena mengadakan hubungan-
-hubungan dengan manusia lain. Terjadinya gerak/perubahan di-
sebabkan oleh beberapa hal, yakni (1) sebab-sebab yang berasal dari
dalam masyarakat dan kebudayaan sendiri, misalnya perubahan jum-
lah dan komposisi penduduk; (2) sebab-sebab perubahan lingkungan
alam dan fisik tempat mereka hidup. Masyarakat yang hidupnya ter-
buka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan
kebudayaan lain, cenderung untuk berubah lebih cepat. Perubahan ke-
budayaan terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan
tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang
berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu
dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri,

tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Beberapa masalah yang menyangkut proses perubahan kebuda-
yaan antara lain, (1) unsur kebudayaan asing manakah yang mudah
diterima; (2) unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima; (3)
individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur baru; (4) kete-
gangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Secara
sederhana hubungan antara manusia dan kebudayaan, adalah manusia
sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang

dilaksanakan manusia.

Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu
tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai de-
ngannya. Tampak bahwa pada akhirnya, keduanya merupakan satu
kesatuan. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adalah hubungan

antara manusia dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan. Pada
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awalnya peraturan itu jadi, maka manusia yang membuatnya harus pa-
tuh terhadap peraturan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan, karena kebu-
dayaan itu merupakan perwujudan dari manusia itu sendiri. Apa yang
tercakup dalam suatu kebudayaan tidak akan jauh menyimpang dari

kemauan manusia yang membuatnya.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struk-
tur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial
budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam se-
tiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat
dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Perubahan
sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya komunikasi;
cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain, seperti penemuan
baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti pe-
perangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada pula bebe-
rapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang
intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkem-
bangan IPTEK yang lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional;
ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam ma-
syarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika
terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan
ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan. Semua unsur-unsur bu-
daya di atas dapat berdampak pada perubahan jumlah penduduk suatu

negara atau daerah tertentu.

Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak
kegiatan sosial budaya, dan Indonesia merupakan negara yang kaya
akan budaya dimana tiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda.
Provinsi Sulawesi Selatan Misalnya di mana didominasi Suku Bugis-
-Makassar, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.426.867 jiwa pada
tahun 2018, masing-masing 4.691.321 laki-laki dan 4.735.564 perem-
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puan. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah
penduduk, salah satunya adalah faktor budaya. Suku Bugis-Makassar
menganut garis keturunan ayah yang selanjutnya akan diteruskan ke-
pada keturunannya secara terus menerus. Nilai anak dalam prinsip hi-
dup keturunan adalah laki-laki. Anak laki-laki merupakan kekayaan
utama bagi Suku Bugis-Makassar, sehingga memungkinkan suatu ru-
mah tangga belum akan berhenti menambah anak lagi sebelum mere-

ka mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris ayah.

Hal yang sama juga kita dapat jumpai pada masyarakat Batak
Toba, di mana menganut sistem keturunan patrilineal yakni menu-
rut garis keturunan laki-laki (ayah). Garis laki-laki diteruskan oleh
anak laki-laki yang dilahirkan. Sistem keturunan patrilineal menjadi
tulang punggung masyarakat Batak dalam melanjutkan keturunan,
marga, kelompok suku, yang semuanya saling berhubungan menu-
rut garis laki-laki. Anak laki-laki sangat berarti kehadirannya dalam
suatu keluarga karena merupakan penerus keturunan ataupun marga
dalam silsilah keluarga. Bahkan apabila dalam suatu keluarga tidak
ada anak laki-laki maka itu dianggap aib yang dapat mengancam pu-
nahnya silsilah keluarga tersebut karena marga tidak akan diturun-

kan lagi.

Dahuly, jika dalam sebuah perkawinan tidak melahirkan ketu-
runan atau tidak juga mendapatkan anak laki-laki, maka si suami akan
melakukan poligami dan jika tidak ingin berpoligami yakni dengan
cara mengadopsi anak. Begitu besar usaha masyarakat Batak Toba un-
tuk mendapatkan keturunan utamanya mendapatkan anak laki-laki

dalam mempertahankan nama marga.

Dengan pandangan budaya yang seperti itu, tentu saja akan ber-
dampak pada tingginya fertilitas, sehingga akan berdampak positif ter-
hadap tingginya angka pertumbuhan penduduk alami.
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Kebijakan Kependudukan

Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu bentuk ke-
bijakan pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan pendu-
duk melalui penurunan fertilitas telah berlangsung cukup lama. Pada
tahun 1970 TFR mencapai 5,6 menjadi semakin turun seiring dengan
kencangnya program KB dari periode ke periode hingga mencapai 2,6
pada tahun 2000, dan turun menjadi 1,49 persen pada tahun 2018. Dari
ide Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (KKBS) menjadi sebuah Norma
(NKKBS) yang diterima dan dipraktekkan oleh sebagian besar kelu-
arga pasangan usia subur. Program KB sempat terseok (mengalami
stagnasi) pada pasca orde baru, namun keberhasilan program KB telah
menyebabkan terjadinya perubahan komposisi penduduk di masing-

-masing provinsi menurut struktur umur.

Meskipun pada awal pelaksanaan KB, penduduk lansia (>64
tahun) yang purna produktif proporsinya sangat kecil (<5%), namun
karena penduduk usia muda (0-14 tahun) yang belum produktif pro-
porsinya sangat besar (>35%), mengakibatkan angka ketergantungan
(Dependency Ratio, DR) Indonesia sangat tinggi, berada pada kisaran
65-68.

Keberhasilan program KB mengakibatkan penduduk 0-14 tahun
semakin sedikit proporsinya, namu pada saat yang sama proporsi pen-
duduk lansia belum meningkat, sehingga terjadi angka DR semakin
mengecil, sebagai akibat semakin besarnya proporsi penduduk usia
produktif (15-64) tahun. Kondisi semakin besarnya proporsi usia pro-
duktif (15-64) disebut Peluang Bonus Demografi, dimana setiap dua
orang penduduk produktif hanya menanggung satu orang atau kurang

penduduk yang tidak produktif.

Namun disisi lain, semakin tinggi proporsi penduduk usia 65 ke

atas peluang bonus demografi akan terlewati, sehingga kita terbayang
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sebuah piramida penduduk yang terbalik. Jadi DR yang rendah pelan-
-pelan akan kembali meningkat ketika wilayah tersebut mulai mema-
suki era atau periode aging, yakni ketika proporsi penduduk purna

produktif semakin tinggi (>10%).

Era peluang bonus Demografi (DR<50), adalah era untuk meng-
genjot produktivitas dan pengendalian pengeluaran konsumsi dalam
rangka pembentukan investasi yang bersumber dari tabungan, yang
akan dibutuhkan oleh penduduk pada periode aging. Investasi di-
peruntukkan untuk peningkatan mutu kesehatan, mutu pendidikan,
peningkatan karakter penduduk di suatu wilayah untuk mendorong
peningkatan produktivitas tenaga kerja, kemuanya ini merupakan fak-

tor-faktor penentu perubahan jumlah penduduk di suatu daerah.

Faktor utama yang harus dicermati adalah keberhasilan dalam
pengendalian fertilitas, baik sekarang dan terutama sekali pada masa
yang akan datang. Penduduk Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai
masyarakat perantau sejak nenek moyangnya menjadi faktor penentu
dalam perkembangan jumlah penduduk Sulawesi Selatan sekarang, di
mana pada tahun 2017 penduduk Sulawesi Selatan tercatat 9.490.123
jiwa menurun menjadi 9.426.885 jiwa pada tahun 2018. Penurunan ini
sudah pasti bukan karena penurunan penduduk alami (fertilitas minus
mortalitas), tetapi karena Sulawesi Selatan mengalami surplus migrasi
ke luar pada periode tahun 2017-2018.
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Bab Il

Dampak dan Implikasi
Perkembangan Kependudukan
di Indonesia Bagian Tengah

Madris
Abdul Rahman

Dampak Perkembangan Kependudukan

ecara nasional penduduk Indonesia masih akan terus bertambah

dalam jumlah yang cukup besar dari tahun ke tahun, termasuk di

daerah-daerah di Kawasan Indonesia Bagian Tengah. Penduduk
Indonesia diperkirakan baru berhenti mengalami pertambahan terus
menerus setelah tahun 2050, pada saat mana penduduk Indonesia di-
perkirakan mencapai sekitar 350 juta jiwa. Sampai dengan tahun 2035,
Indonesia diproyeksikan akan menampung 305, 652 juta jiwa dari
255,461 yang ada sekarang (2015), sementara di Kawasan yang dikaji
dalam studi ini akan memiliki penduduk sebesar 46,261 juta (2035),
meningkat dari 36,738 juta pada tahun 2015. Pertambahan penduduk
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sebanyak hampir 10 juta dalam kurun waktu 20 tahun ini, akan akan
membawa dampak dan implikasi yang luas terhadap kehidupan ma-

syarakat serta proses pembangunan selanjutnya.

Meskipun persentase penduduk di sepuluh daerah di Kawasan
Indonesia tengah ini secara total relatif kecil terhadap jumlah selu-
ruh penduduk Indonesia, yakni hanya 14,38 persen tahun 2015, dan
akan menjadi 15,13% pada tahun 2035, namun terlihat bahwa laju
atau kecepatan pertumbuhan penduduk di Kawasan ini lebih tinggi
dibandingkan dengan laju pertumbuhan di tingkat nasional. Hal ini
menunjukkan bahwa dampak dinamika pertumbuhan kependudukan
terhadap kondisi kehidupan sosial ekonomi di masing-masing daerah
yang bersangkutan diperkirakan akan lebih besar, termasuk akan ber-
implikasi luas terhadap kebijakan dan program-program pembangun-

an yang akan diambil.

Dampak yang paling umum dan segera dapat dirasakan ada-
lah terjadinya penurunan daya tampung dan daya dukung lingkung-
an hidup terhadap kehidupan masyarakat. Penurunan daya dukung
dimaksud dapat dilihat antara lain makin berkurangnya rasio pen-
duduk dan lahan pertanian pada kawasan-kawasan pertanian/perde-
saan, demikian pula makin sempitnya ruang pemukiman yang terse-
dia secara layak bagi pertumbuhan penduduk di perkotaan. Sebagai
gambaran umum, kalangan ahli mengemukakan bahwa pertumbuh-
an penduduk secara universal dewasa ini, menyebabkan kapasitas
daya tampung bumi sudah mencapai 1,8 kali dari seharusnya (Tjip-
toherijanto, 2013).

Dampak umum lainnya, adalah meningkatnya permintaan ter-
hadap lapangan kerja yang remuneratif, meningkatnya kebutuhan ter-
hadap fasilitas dan pelayanan sosial terutama pendidikan dan kesehat-
an. Di lain pihak beban pemenuhan kebutuhan bahan-bahan pokok

keluarga sehari-hari akan terus meningkat, serta kebutuhan terhadap
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pelayanan publik oleh aparat pemerintah juga akan semakin mening-
kat. Ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut,
selain akan berdampak pada kemiskinan dan keterbelakangan yang
mungkin meningkat., juga pada gilirannya menjadi kondisi yang ber-
potensi menimbulkan berbagai bentuk instabilitas sosial, seperti ma-
raknya kriminalitas, konflik-konflik antar kelompok masyarakat, dan

lain-lainnya.

Beberapa daerah di Kawasan ini yang menunjukkan proyek-
si angka pertumbuhan penduduk yang jauh lebih tinggi dari daerah
lainnya, apalagi dibandingkan dengan tingkat nasional, adalah Kali-
mantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tengga-
ra Timur. Khusus dalam kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur, faktor
utama yang menyebabkannya adalah masih tingginya angka kelahiran
penduduk, mengingat daerah ini juga termasuk daerah yang pendu-
duknya banyak melakukan migrasi keluar. Sedangkan tiga daerah lain-
nya, selain karena angka kelahiran tinggi yang juga memberikan kon-
tribusi terhadap pertumbuhan, namun faktor yang lebih berpengaruh
adalah besarnya jumlah penduduk pendatang dari daerah lain. Oleh
karena itu, selain implikasi kebijaksanaan yang relatif sama bagi semua
daerah, terdapat aspek-aspek tertentu yang seyogyanya mempunyai
implikasi kebijakan yang berbeda.

Guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk bagi semua
daerah agar mencapai angka pertumbuhan ideal yakni Total Fertility
Rate (TFR) rata-rata 2,1 sesuai dengan target nasional, maka pengen-
dalian angka kelahiran melalui program keluarga berencana nasional
harus tetap diperkuat dengan program-program terpadu di bawah
koordinasi pemerintah, yang dibarengi dengan peningkatan gerakan
masyarakat melalui kampanye peningkatan kesadaran berperilaku ke-
pendudukan yang kondusif mendukung tercapainya norma keluarga

kecil yang bagian dan sejahtera.
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Adapun daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan tinggi
terutama karena faktor migrasi masuk yang besar, kebijakan pemba-
ngunan yang lebih diperlukan adalah perluasan kesempatan kerja me-
lalui kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif, selain
kebijakan penyediaan fasilitas untuk peningkatan kualitas SDM yang

memadai seperti lembaga pendidikan maupun latihan-latihan kerja.

Dampak sosial ekonomi yang lebih spesifik serta implikasinya
bagi kebijakan pembangunan, akan terlihat lebih jelas dan lebih fokus
apabila didasarkan pada analisis menurut kelompok-kelompok pendu-

duk sebagai berikut:

Dampak dan Pertumbuhan Penduduk Umur (0-14)
Tahun

Uraian terdahulu menunjukkan bahwa secara nasional, mau-
pun menurut daerah- daerah dalam studi ini, proporsi penduduk usia
anak-anak (0-14 tahun) akan mengalami penurunan secara bertahap,
meskipun angka proporsi pada tingkat daerah pada umumnya terlihat
lebih tinggi pada setiap tahapan proyeksi. Satu-satunya daerah yang
akan mengalami persentase anak-anak lebih rendah dari rata-rata na-
sional adalah Sulawesi Utara, dan dua daerah lainnya yakni Kaliman-
tan Timur dan Kalimantan Selatan akan menunjukkan angka proporsi
yang kurang lebih sama dengan angka nasional. Sedangkan daerah-
-daerah lainnya menunjukkan proporsi yang secara signifikan lebih
tinggi, bahkan yang paling tinggi adalah Sulawesi Barat. Kecenderung-
an penurunan proporsi anak-anak ini, sebenarnya merupakan kecen-
derungan universal di berbagai negara, sejalan dengan berlangsungnya
kegiatan pembangunan sosial ekonomi di negara tersebut. Hanya ang-
ka penurunannya yang mungkin berbeda antara satu wilayah dengan
yang lain. Penurunan ini pada dasarnya sejalan dengan penurunan

angka fertilitas di wilayah yang bersangkutan. Dalam berbagai survei
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internasional, Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya se-
perti Mexico dan Thailand menunjukkan penurunan persentase pen-
duduk usia 0-14 tahun terjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan

banyak negara berkembang lainnya seperti di Afrika dan Asia Selatan.

Kecenderungan yang dapat disimpulkan dari hasil proyeksi ter-
sebut adalah bahwa pada masa sekarang serta masa-masa yang akan
datang, angka persentase jumlah penduduk anak-anak sudah mencapai
angka yang cukup proporsional dan ideal, yang memungkinkan beban
tanggungan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anak
secara kuantitas akan semakin berkurang, dan sebaliknya akan berge-

ser pada beban pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas anak.

Pada unit kehidupan masyarakat yang paling dasar yakni unit
keluarga, hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa proporsi anak-
-anak akan makin kecil dan proporsi orang dewasa akan semakin besar
dalam struktur keluarga Indonesia. Beberapa kondisi kehidupan kelu-
arga akan berubah dengan perubahan struktur tersebut, antara lain:
kaum ibu akan memiliki waktu luang yang lebih banyak dari fungsi
dan tanggung jawab pengasuhan anak, terutama anak-anak yang ma-
sih kecil. Karena beban dimaksud berkorelasi dengan jumlah anak-
-anak yang ada dalam keluarga. Dengan demikian akan makin terse-
dia waktu yang cukup bagi orang tua, dan khususnya kaum ibu untuk
meningkatkan partisipasinya dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi

produktif untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarganya.

Akan tetapi di lain pihak, semakin sedikit jumlah anak-anak,
akan berimplikasi pada makin besarnya kebutuhan untuk meningkat-
kan kualitas pengasuhan anak, agar anak-anak tersebut dapat tumbuh
menuju kedewasaan dengan kualitas sumberdaya manusia yang lebih
baik. Kebutuhan-kebutuhan dimaksud meliputi pemenuhan gizi yang
cukup untuk menjamin pertumbuhan fisik anak secara normal, pera-

watan kesehatan yang prima, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan
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untuk mempersiapkan kecerdasan serta keterampilannya sebelum de-
wasa. Gambaran perubahan struktur keluarga, serta implikasinya ter-
sebut, secara makro atau agregat akan terjadi pada tingkat masyarakat

atau wilayah.

Uraian tentang implikasi dari proyeksi penduduk anak-anak ter-
sebut akan lebih jelas apabila anak-anak yang berada dalam rentang
umur dimaksud dikelompokkan menurut tahap atau siklus hidupnya
yang meliputi: bayi (usia kurang dari satu tahun), kelompok anak-anak
bawa lima tahun (balita) yakni usia kurang dari lima tahun, serta anak-

-anak usia sekolah, yakni 6 — 14 tahun.

Penurunan persentase penduduk usia kurang dari satu tahun
(bayi) sangat dipengaruhi oleh penurunan tingkat fertilitas penduduk
dalam tahun yang bersangkutan. Menurut data hasil proyeksi dalam
Kawasan ini, sebagian besar daerah mengalami penurunan fertilitas
dengan parameter TFR tidak jauh berbeda dengan tingkat nasional.
Namun ada 3 (tiga) daerah yang masih menunjukkan angka TFR yang
masih jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni Sulawesi Barat,

Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.

Penurunan porsi bayi dalam masyarakat, bermakna setiap pa-
sangan keluarga akan memiliki anak yang semakin sedikit. Di samping
berimplikasi pada semakin ringannya beban pengasuhan anak kecil
secara kuantitatif pada keluarga yang bersangkutan, maka yang paling
perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan kualitas pengasuhan
anak-anak tersebut. Hal ini selain ditujukan untuk meningkatkan usia
harapan hidupnya dan “menjamin” agar bisa bertahan hidup sampai
dewasa, juga untuk memperbaiki mutu pertumbuhan fisiknya agar
mencapai ukuran berat dan tinggi badan yang normal. Oleh karena
itu, di samping upaya pemenuhan kebutuhan gizi yang harus menjadi
prioritas pengasuhan, juga tidak kurang pentingnya adalah perawatan

kesehatan yang mengiringi pertumbuhan anak. Dalam tahap pertum-
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buhan ini, diperlukan kebijakan-kebijakan yang menjamin tersedianya
bahan-bahan dan pelayanan kebutuhan dimaksud, meliputi kecukup-
an persediaan bahan makanan bayi yang sehat, pelayanan kesehatan
seperti program imunisasi, tersedianya tempat-tempat atau pos pe-
mantauan perkembangan pertumbuhan anak, dan tersedianya tenaga-
-tenaga kompeten yang cukup untuk memberikan pelayanan dimak-
sud. Berbarengan dengan itu, diperlukan penyebarluasan informasi
yang cukup bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga-keluarga yang
memiliki anak bayi tentang perawatan bayi yang benar, termasuk pe-
ningkatan kesedaran untuk memberikan air susu eksklusif bagi bayi
mereka. Guna menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan
pelayanan dimaksud , maka peningkatan taraf sosial ekonomi keluar-
ga menjadi unsur yang sangat penting. Dalam hal ini, kebijakan pem-
bangunan pada tingkat masyarakat serta komunitas-komunitas lokal
yang berdampak pada perluasan peluang kaum ibu untuk aktif dalam
berbagai bidang kegiatan ekonomi produktif akan turut menentukan.
Sebab hanya dengan kemampuan ekonomi keluarga yang baik, maka
semua kebutuhan dan pelayanan yang diperlukan untuk meningkat-

kan mutu pengasuhan bayi dapat terpenuhi.

Pada tahap usia Bawah Lima Tahun (Balita), implikasi kebutuh-
an seperti yang diperlukan bagi anak-anak bayi, akan lebih meningkat
dan bersifat akumulatif. Dalam tahap ini juga, konsep pelayanan “1000
hari pertama kehidupan anak” perlu dijabarkan dalam berbagai kebi-
jakan yang terpadu. Dan secara bertahap, peranan masyarakat dan pe-
merintah semakin urgen. Anak-anak balita tidak hanya memerlukan
pemenuhan kebutuhan gizi untuk mendukung pertumbuhan fisiknya
yang sehat seperti pada bayi, tetapi sudah meningkat pada pemenuhan
kebutuhan untuk pembentukan fondasi kecerdasan dan karakter seca-
ra dini menyongsong kehidupannya sebagai warga dewasa dan sum-

ber daya manusia pembangunan. Oleh karena itu, selain ketersediaan
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sarana prasarana dan lembaga pelayanan kesehatan yang tetap sangat
mutlak diperlukan, maka diperlukan pula sarana prasarana dan lem-
baga pelayanan pendidikan usia dini yang merata, seperti Pendidik-
an Anak Usia Dini (PAUD) serta perluasan fasilitas pendidikan Pra
Sekolah Dasar lainnya seperti program-program Kelompok Bermain
dan Taman Kanak-Kanak. Dalam hubungan ini, perlu disadari bah-
wa porsi peranan serta kapasitas keluarga-keluarga untuk memenuhi
seluruh kebutuhan pengasuhan dan pelayanan anak balita dimaksud
akan semakin berkurang, dan seyogianya dilengkapi dengan makin
besarnya lembaga-lembaga luar keluarga oleh masyarakat bersama pe-
merintah. Ketidak berhasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta
pelayanan sosial terhadap anak-anak dalam tahap ini, akan berdampak
negatif secara luas di masa depan, bukan saja bagi anak-anak bersang-
kutan bersama keluarganya, namun juga akan menjadi kerugian yang
besar bagi masyarakat secara umum. Karena akibatnya, dalam tahap
periode tertentu masyarakat akan mengalami apa yang disebut “lost
generation” (generasi yang hilang), yakni kondisi dimana sumber daya
manusia terdiri atas generasi yang tumbuh dewasa secara fisik, tanpa
basis kecerdasan dan karakter yang dapat memberi kontribusi positif

bagi kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakatnya.

Perkembangan jumlah anak-anak usia sekolah, yakni antara 6
sampai 14 tahun, membawa implikasi yang makin luas dan berat bagi
keluarga, masyarakat dan pemerintah di daerah masing-masing. Hal
ini terjadi karena, kebutuhan pemenuhan hidupnya sehari-hari, begitu
pula kebutuhan pengembangannya sebagai generasi baru dalam ma-
syarakat makin besar dan beragam, karena terakumulasi dari kebutuh-
an sejak lahir sampai memasuki usia sekolah. Tentu saja, kebutuhan
yang paling menonjol dan paling utama dalam kelompok ini adalah
kebutuhan yang mendorong peningkatan kualitas hidupnya, secara fi-

sik maupun non-fisik, berupa pertumbuhan jasmani yang sehat, serta
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perkembangan kecerdasan dan karakter individual yang handal. Oleh
karena itu, implikasinya terhadap kebijakan pembangunan nasional
dan daerah akan semakin luas. Perluasan sarana dan prasarana pen-
didikan dasar (sampai Kelas 9 ) menjadi fokus kebijaksanaan pemba-
ngunan nasional dan daerah yang mutlak harus menjadi prioritas bagi

pemenuhan anak-anak kelompok usia ini.

Diperlukan kebijakan untuk memperluas ketersediaan sarana
dan prasarana pendidikan yang dapat menjamin terwujudnya pemera-
taan mendapatkan pendidikan bagi setiap anak usia sekolah (education
for all), terutama di daerah-daerah yang relatif masih tertinggal kinerja
pembangunan pendidikan dasarnya, sehingga kebijakan wajib belajar
pendidikan dasar yang sudah menjadi kebijakan nasional dapat ditun-
taskan pelaksanaannya. Demikian pula dalam tahap ini sudah harus
dipikirkan desain pondasi sistem serta materi pendidikan yang perlu
diberikan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sumber manu-
sia di kalangan generasi muda kita. Sistem dan materi pendidikan di-
maksud harus relevan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan
masyarakat terhadap kompetensi sumberdaya manusia yang diperlu-
kan, baik yang menyangkut kompetensi keahlian praktis (hard compe-
tence) maupun kompetensi sosial (soft competence). Hal ini dimaksudkan
agar sejak memasuki proses pendidikan formal pada tahap-tahap awal,
para anak-anak sudah mengawali perjalanan pembinaan kualitas SDM

mereka secara benar dan terarah.

Penurunan jumlah penduduk (0-14) tahun akan berdampak ter-
hadap penurunan penyediaan sarana pendidikan dasar dan menengah,
termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD), sarana hiburan untuk
anak, dan sarana bermain. Meskipun demikian, tetap perlu dicermati,
bahwa anak yang lahir pada tahun 2015 misalnya, akan menjadi po-
tensi sumber daya manusia (angkatan kerja) yang akan masuk ke pasar

kerja pada tahun 2030-2035 yang akan datang. Jika tidak direncanakan
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dengan baik, potensi SDM boleh jadi menjadi petaka SDM di masa
yang akan datang.

Kemudian, semakin menurunnya proporsi penduduk usia seko-
lah dasar, dan usia sekolah menengah pertama. Kecenderungan de-
mografis ini memberi peluang yang lebih besar bagi sektor pendidikan
untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan pada jumlah sarana pen-
didikan, terutama di Provinsi Sulut, Kaltim, Kalsel, dan Sulsel. Namun
beberapa provinsi lainnya masih sangat membutuhkan jumlah pendi-

dikan yang lebih banyak, terutama Provinsi NTT, Sulbar dan Sultra.
Jika mencermati lebih jauh hasil proyeksi penduduk di sepuluh

provinsi Indonesia Bagian Tengah, maka beberapa dampak yang akan
timbul. Pertama, turunnya angka kelahiran mempunyai dampak me-
narik, yakni akan mempengaruhi jumlah penduduk di bawah lima ta-
hun (balita), dan akan berdampak terhadap semakin sedikitnya jumlah
anak yang dimiliki masing-masing pasangan di NTT. Orangtua ke de-
pan akan memiliki anak yang lebih “bermutu”, sebagai akibat semakin
meningkatnya pengeluaran “rupiah” per anak untuk berbagai hal se-
perti pendidikan, kesehatan, rekreasi dan bentuk hiburan lainnya. Na-
mun jangan terlena, bahwa anak yang lahir hari ini akan mulai mera-
maikan pasar kerja lima tahun yang akan datang, dan jika tidak diurus
dan rencanakan dengan baik bisa saja menjadi beban pembangunan di

masa datang.

Dampak Pertumbuhan Penduduk Kelompok Usia
15-64 Tahun.

Pertumbuhan jumlah penduduk dalam kelompok usia ini (men-
cakup remaja dan dewasa), akan memberikan dampak yang paling besar
dan luas terhadap berbagai sektor kehidupan penduduk secara umum.
Karena selain proporsi jumlahnya yang paling besar yakni antara 65

— 70 persen dari total penduduk, juga karena perkembangannya akan
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membawa perubahan dalam banyak dimensi kehidupan sosial ekono-
mi masyarakat. Perlu dipahami, bahwa penduduk yang termasuk da-
lam kelompok ini, pada umumnya adalah mereka yang sebagian besar
waktu dan aktivitasnya kelak dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan di

luar rumah tangga, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial ekonomi.

Melihat kelompok umur mereka, dapat dipandang bahwa mere-
ka adalah kelompok yang sudah termasuk tenaga kerja, yang diharap-
kan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat dan keluarganya
sehari-hari. Dengan demikian, permasalahan utama yang secara umum
akan muncul sebagai dampak pertumbuhan jumlah penduduk dimak-
sud, berfokus pada keterkaitan hidup mereka utamanya masalah kete-
nagakerjaan, masalah kehidupan rumah tangga sehari-hari, termasuk
juga masalah sosial politik di tengah-tengah masyarakat. Sepanjang
kebijakan pemerintah berdampak positif terhadap pemenuhan kebu-
tuhan hidup mereka, khususnya ketersediaan kesempatan kerja dan
aktualisasi diri yang layak bagi mereka, maka pada dasarnya permasa-
lahan yang menjadi dampak dari pertumbuhan populasi ini akan ter-
pecahkan. Dan akan membawa peningkatan kesejahteraan baik bagi

keluarganya maupun terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Namun demikian, di dalam kelompok besar penduduk ini, ter-
dapat kelompok kritis (critical group) yang harus dicermati dinamika
perkembangannya secara lebih spesifik, yakni kelompok penduduk re-
maja dan pemuda. Mereka adalah kelompok yang lazim dimasukkan
dalam interval umur 15 - 24 tahun. Dimasukkan ke dalam kelompok
kritis (critical group), karena dinamika kehidupan mereka sehari-hari
akan lebih rentan terhadap berbagai kebijakan pembangunan, demi-
kian pula sebaliknya, keberadaan, kondisi dan perilaku mereka sehari-
-hari, akan lebih banyak berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pem-

bangunan itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan pembangunan bidang pendidikan, ke-
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lompok ini merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap
layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas
(SMTA) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Sehingga kebijakan
dan program pendidikan pada jenjang tersebut, harus serasi dengan
dinamika pertumbuhan penduduk kelompok muda dimaksud, baik
dari segi ketersediaan sarana prasarana pendidikan, keterjangkauan
untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, demikian pula dari segi
bidang atau jenis pendidikan yang perlu dikembangkan bagi mereka.
Ketersediaan kesempatan belajar yang tidak memadai, demikian pula
ketidak sesuaian antara kebutuhan pendidikan mereka dengan pro-
gram pendidikan yang diberikan, akan berdampak sangat besar ter-
hadap kebijakan pembangunan sumberdaya manusia kita di kalangan
generasi muda, dan berpotensi akan meluasnya dampak-dampak sosial
yang tidak dikehendaki.

Di bidang ketenagakerjaan, kelompok penduduk ini merupa-
kan tenaga kerja muda yang sudah atau bersiap-siap memasuki pasar
kerja, baik yang ingin bekerja karena terpaksa putus sekolah, maupun
yang memang sudah menyelesaikan pendidikan formalnya. Sehingga
kebijakan perluasan maupun penciptaan kesempatan kerja baru meru-
pakan issue pembangunan yang sangat krusial dengan perkembangan
mereka. Situasi dan permasalahan yang muncul selama ini adalah ma-
sih terjadinya kesenjangan antara kondisi atau situasi di pihak mereka
(aspek suplai tenaga kerja), dengan kebutuhan kegiatan ekonomi yang
diharapkan menampung mereka (aspek demand). Di pihak tenaga kerja
muda tersebut, persoalan umum yang dikeluhkan adalah kurangnya
keterampilan dan pengalaman kerja yang dimiliki terutama bagi te-
naga kerja muda yang putus sekolah. Sementara di kalangan mereka
yang lulusan jenjang pendidikan tertentu, selain pengalaman kerja ser-
ta tingkat keterampilan, juga masalah kesesuaian latar belakang pen-

didikan dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch) sering kali menjadi
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hambatan bagi penyerapan tenaga mereka. Sebagai salah satu alterna-
tif jalan keluar untuk menanggulangi masalah ini, kehadiran kegiatan-
-kegiatan ekonomi non-formal serta usaha-usaha perseorangan, teru-
tama di perkotaan menjadi sangat penting fungsinya sebagai penyerap
tenaga kerja yang lebih fleksibel bagi tenaga kerja muda tersebut, wa-

laupun dengan produktivitas dan penghasilan yang rendah.

Oleh karena itu, khusus dalam isu ketenagakerjaan di kalang-
an kaum muda, di samping kebijakan makro pembangunan ekonomi
yang lebih bersifat ramah tenaga kerja (pro-job), maka kebijakan di
bidang pendidikan dan pembinaan kompetensi seharusnya menda-
patkan prioritas tinggi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan perluasan
untuk mendapatkan kesempatan pendidikan lanjutan (SMTA ke atas),
demikian pula perbaikan sistem dan materi pendidikan yang berorien-
tasi kepada peningkatan keterampilan kerja dan karakter SDM yang
handal sehingga dapat mempersiapkan mereka secara lebih efektif
memasuki pasar kerja kelak. Selain itu, pendirian lembaga-lembaga
pendidikan keterampilan seperti penyelenggaraan balai-balai Latih-
an Kerja, merupakan kebutuhan generasi muda yang berfungsi untuk

menjembatani transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Di samping masalah pendidikan dan masalah ketenagakerjaan
yang menjadi dua issu penting dalam perkembangan generasi muda,
juga terdapat sejumlah aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang
sangat erat hubungannya dengan dinamika kehidupan generasi muda
tersebut. Baik yang muncul sebagai dampak dari ketidak berhasilan bi-
dang pendidikan dan ketenagakerjaan memenuhi kebutuhan perkem-
bangan mereka, maupun yang timbul sebagai dampak dari perkem-

bangan lingkungan sosial di mana mereka berada.

Aspek-aspek dimaksud antara lain yang terpenting adalah pe-
rilaku sosial demografis mereka yang tidak kondusif bagi kebijakan

pembangunan kependudukan, seperti kecenderungan kawin muda,
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atau perilaku seks bebas (free sex). Aspek sosial lainnya yang mengan-
cam kehidupan masa depan generasi muda adalah meluasnya penggu-
naan narkoba serta obat-obat terlarang lainnya. Seperti dikemukakan
di atas, fenomena generasi muda ini, dapat muncul akibat kurang me-
madainya pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan dan kesem-
patan kerja, namun juga bisa muncul akibat dampak perkembangan
lingkungan sosial yang tidak kondusif. Yang jelas, fenomena sosial
yang negatif tersebut, dapat dipandang sebagai potensi ancaman yang
menghantui kebijakan dan program-program pembinaan generasi

muda di masa-masa yang akan datang.

Salah satu aspek dalam perilaku kependudukan di kalangan gene-
rasi muda yang masih cukup luas terjadi adalah kebiasaan kawin muda,
yakni perkawinan yang dilakukan dalam usia yang secara fisik maupun
mental belum dianggap cukup dewasa. Perkawinan muda dimaksud,
terutama banyak dilakukan oleh kaum perempuan yang berusia antara
15 sampai 17 tahun, meskipun tidak sedikit pula di bawahnya. Faktor
yang paling banyak melatarbelakangi fenomena kawin muda tersebut
adalah masih rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan muda
dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang menga-
lami putus sekolah, sehingga kurang alternative kegiatan yang dapat
menyerap waktu mereka. Dalam batas tertentu, faktor budaya masya-
rakat lokal yang memberikan nilai positif tinggi bagi remaja perem-
puan yang cepat menikah juga masih cukup berpengaruh mendorong
masih kuatnya kebiasaan kawin muda. Fenomena yang demikian ini
nampak terjadi lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan dengan
perkotaan. Faktor lain yang turut mendorong masih tingginya feno-
mena kawin muda di kalangan generasi muda ialah pengaruh dari pe-
rilaku seks bebas pranikah, yang cenderung makin meluas di kalangan
generasi muda, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Akibat melu-

asnya fenomena seks bebas pranikah tersebut, banyak yang berakibat
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pada kehamilan remaja perempuan yang tidak diingini, dan kemudian
menjadi alasan untuk terpaksa melakukan pernikahan dalam usia yang
masih muda. Perilaku kawin muda ini akan berdampak lebih lanjut
terhadap resiko-resiko yang tidak dikehendaki, seperti proses repro-
duksi yang tidak sehat, baik yang menjadi ancaman kesehatan bagi ibu
muda maupun bagi anak-anak yang dilahirkan. Pada sisi yang lain,
perkawinan dini yang terjadi di kalangan generasi muda, secara sosial
ekonomi kurang mendorong terwujudnya kehidupan keluarga yang

harmonis dan lestari.

Di sisi lain, proporsi penduduk usia produktif mengalami pening-
katan yang signifikan. Secara nasional dari 67,3 persen (2015) menjadi
67,9 persen (2035). Pada tahun 2035 nanti angka proporsi usia produktif
berdasarkan provinsi tertinggi berturut-turut Propinsi Kaltim, Kalsel,
Gorontalo, NTT, dan Sulut, sementara yang terendah adalah Sultra dan
Sulbar. Hal ini akan berdampak pada persoalan klasik, yakni persoalan
pengangguran sebagai akibat hukum penawaran dan permintaan di pa-
sar kerja di mana tidak terjadinya kondisi full-employment. Dari sisi pe-
nawaran tenaga kerja, maka mereka yang lahir hari ini akan menyerbu
pasar kerja (pasar faktor produksi) paling lambat 20-25 tahun yang akan
datang, sementara dari sisi permintaan tenaga kerja tidak dapat sepe-
nuhnya diverifikasi dari pasar output, sehingga terjadi kelebihan tenaga
kerja (excess supply of labor) di pasar tenaga kerja. Persoalan penganggur-
an bukan persoalan tunggal, tetapi persoalan turunan dari kebijakan di
bidang kependudukan, dan persoalan turunan dari kebijakan di bidang

ekonomi, sosial, budaya, politik, ketaatan hukum dan lain-lain.

Dampak Pertumbuhan Penduduk Usia 65 tahun ke
atas (Lansia)

Secara linear, penduduk lanjut usia di kawasan ini menunjukkan

peningkatan proporsi yang cukup signifikan dari periode ke periode.
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Situasi ini merupakan dampak langsung dari peningkatan harapan hi-
dup rata-rata penduduk di daerah tersebut, sebagai dampak positif ma-
kin menurunnya angka kematian bayi. Dalam kurun waktu dua puluh
tahun kedepan, proporsi penduduk usia 65 tahun keatas di Kawasan
ini akan meningkat rata-rata hampir dua kali lipat, yakni dari 4,5 per-
sen (2015) menjadi 8,6 persen (2035), meskipun masih lebih rendah
dari rata-rata nasional yang menunjukkan peningkatan dari 5,4 persen
(2015) menjadi 10,6 persen (2035).

Terlihat satu provinsi yang akan mengalami peningkatan pro-
porsi penduduk lansia paling cepat, bahkan melewati rata-rata nasi-
onal yakni Sulawesi Utara, dari 6,0 persen (2015) menjadi 12,0 per-
sen (2035). Hal ini memperkuat uraian terdahulu mengenai situasi
perkembangan demografis di provinsi ini yang relatif sudah kondusif
dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Daerah lain yang juga
menunjukan lonjakan proporsi lansia yang cukup besar adalah Kali-
mantan Timur dan Kalimantan Selatan, di mana keduanya menunjuk-
kan peningkatan hampir tiga kali lipat dalam kurun waktu dua puluh
tahun kedepan. Adapun daerah-daerah lainnya, menunjukkan kecen-
derungan peningkatan yang moderat seperti halnya pada rata-rata na-
sional. Namun di lain pihak terdapat tiga daerah yang masih relatif
rendah peningkatan proporsi penduduk lansianya, yakni Sulawesi Ba-

rat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi tenggara.

Perbedaan dalam peningkatan angka harapan hidup masing-
-masing daerah sebagaimana digambarkan terdahulu. Sebagai impli-
kasinya, akan membutuhkan kebijaksanaan pembangunan yang juga
berbeda dalam aspek tertentu antara satu dengan lainnya, meskipun
secara umum juga menunjukkan implikasi kebijakan kependudukan

yang sama dalam aspek-aspek kependudukan tertentu.

Situasi kependudukan yang muncul dari hasil proyeksi tersebut

adalah makin besarnya jumlah penduduk yang mengalami proses pe-
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nurunan berbagai aspek kehidupan, secara fisik maupun non-fisik, se-
cara ekonomi, sosial dan budaya. Secara fisik, proses penuaan tersebut
berakibat langsung pada makin berkurangnya daya fisik mereka, serta
fungsi-fungsi organ tubuh untuk melakukan aktivitas kehidupan se-
hari-hari, bahkan semakin lama akan kehilangan kemampuan untuk
beraktivitas secara normal dan bahkan membutuhkan bantuan orang
lain untuk bergerak sehari-hari. Secara non fisik, mereka akan meng-
alami permasalahan-permasalahan kejiwaan yang mengubah orientasi

kehidupan mereka dibandingkan ketika masih berusia lebih muda.

Secara ekonomi, mereka akan semakin mengalami penurunan
kemampuan berproduksi untuk memperoleh income, sehingga lam-
bat laun akan mengalami ketergantungan terhadap orang lain untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari . Secara sosial budaya, me-
reka akan semakin berkurang aktivitas sosial bersama dengan warga
masyarakat lain, baik karena faktor fisik yang makin lemah, maupun

karena semakin berkurangnya aktivitas di luar rumah yang dilakukan.

Permasalahan yang lebih serius akan timbul apabila sebagian be-
sar dari penduduk usia lanjut dimaksud, berada dalam kelompok ke-
luarga miskin, dan tidak mempunyai sumber-sumber jaminan sosial
yang dapat meringankan beban kehidupan mereka. Situasi ini dapat
mempunyai keterkaitan dengan pertumbuhan angka kemiskinan di
daerah yang bersangkutan, seperti yang ditunjukkan dalam kasus di
daerah-daerah Sulawesi tenggara, Nusa Tenggara Timur serta Sulawe-
si Tenggara dalam studi ini. Namun di lain pihak, Sehingga implikasi
kebijakan terhadap kasus daerah semacam ini, harus mengintegrasi-
kan antara program penanggulangan kemiskinan dengan program pe-

nyantunan penduduk lansia.

Kelompok penduduk lansia yang secara sosial ekonomi berada
dalam keluarga yang lebih mampu, juga tidak sedikit menghadapi per-

masalahan hidup yang sulit dipecahkan sendiri bersama keluarga. Da-
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lam keadaan fisik dan non-fisik yang makin kurang berfungsi, mereka
akan banyak menggantungkan kehidupannya pada orang lain, khusus-
nya dalam mendapatkan pelayanan serta perawatan, baik untuk men-
jalani kehidupan sehari-hari ataupun untuk membantu melakukan
kegiatan-kegiatan tertentu, meskipun secara ekonomi mereka tergo-
long mampu. Permasalahan ini, berimplikasi pada kebijakan perlu-
asan pembangunan sarana prasarana yang memiliki fungsi pelayanan
sosial terhadap penduduk lansia yang makin berkembang jumlahnya

tersebut.

Di sisi lain, penduduk lansia di masa datang semakin “ringkih”.
Penduduk lansia semakin ramai di pelayanan kesehatan, di pusat per-
belanjaan, di tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya. Angka beban
ketergantungan penduduk lansia semakin meningkat, sementara ang-
ka beban ketergantungan balita turun, berarti akan terjadi pergeseran
dari beban untuk membiayai mereka yang masih muda yang potensial
berproduksi ke beban untuk membiayai mereka yang sudah tua yang
sudah tidak produktif, meskipun masih akan meramaikan pasar kerja

di masa datang.

Hal yang menarik lainnya adalah jumlah dan komposisi pendu-
duk lanjut usia yang semakin “ringkih (fragile)”, yakni penduduk yang
diselamatkan dari kematian oleh kemajuan teknologi di bidang kese-
hatan (Ananta, 1991). Penduduk ringkih akan panjang umur, tetapi
sakit-sakitan sehingga akan berimplikasi terhadap peningkatan biaya
kesehatan (pengobatan) di masa yang akan datang. Kondisi ini tidak
hanya terjadi di Provinsi NTT, tetapi seluruh wilayah di IBT(Tengah).

Menurunnya angka-angka fertilitas di Indonesia berdasarkan
hasil proyeksi 2015-2035 akan berdampak pada penurunan angka
pertumbuhan penduduk secara alami. Di samping itu, juga akan di-
sertai perubahan komposisi umur, di mana bergeser dari umur muda

ke umur tua. Komposisi penduduk umur (0-14) tahun akan menurun,
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akan berimplikasi pada penduduk usia prasekolah (5-6) tahun, pen-
duduk usia sekolah (7-12) tahun, termasuk penduduk usia wajib se-
kolah (13-15) tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk lanjut usia (aging
population) semakin bertambah dan komposisinya semakin meningkat,
namun angka ketergantungan (dependency ratio) semakin menurun,

mengakibatkan bonus demografi semakin meningkat.

Puncak bonus demografi di Indonesia diperkirakan akan ter-
jadi pada rentang periode 2020-2030, namun patut disayangkan
tren penurunan jumlah penduduk tidak berlangsung terus-mene-
rus sejak program KB digulirkan pada awal tahun 1970. Boleh dika-
takan Indonesia pernah “gagal” melakukan pengendalian pertum-
buhan penduduk ketika euforia reformasi membawa konsekuensi
terjadinya perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi (Jurnal Ke-
luarga, 2012).

Penduduk secara absolut tetap akan mengalami pertambahan
sampai pada kondisi terjadinya pasca transisi demografi benar-benar
tercapai. Bertambahnya jumlah dan perubahan komposisi umur pen-
duduk akan berimplikasi secara multiplier dan multidimensional,
baik secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui dimensi-
-dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Dari segi sosial
dan ekonomi akan berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur transportasi, energy
listrik, air bersih, dan pelayanan jasa, serta penyediaan lapangan kerja.
Termasuk peningkatan penanganan yang ditimbulkan oleh persoalan

politik, hukum, norma sosial, agama, dan lain-lain.

Implikasi Proyeksi Angka Kematian Bayi

Dalam analisis mengenai hasil proyeksi pertumbuhan pendu-
duk menurut struktur umur terdahulu, telah banyak disinggung juga

mengenai angka kematian bayi dikaitkan dengan laju pertumbuhan
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penduduk serta kaitannya dengan proyeksi angka harapan hidup dan

proporsi penduduk lanjut usia (lansia).

Analisis situasi kependudukan berdasarkan proyeksi angka ke-
matian bayi dipandang sangat penting, karena fenomena kematian
bayi mengandung implikasi terhadap permasalahan dan kebijakan
pembangunan yang sangat luas. Peristiwa kematian bayi sangat ber-
kaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya, meliputi per-
kembangan taraf kesejahteraan sosial ekonomi, termasuk aspek-aspek
sarana-prasarana pelayanan sosial , demikian pula faktor lingkungan
hidup lainnya. Oleh sebab itu, pengukuran Human Development Indeks
(HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia yang dijadikan rujukan
PBB, memasukkan unsur kematian bayi dan angka harapan hidup se-

bagai salah satu indikator utama.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi keluarga bayi, menjadi fak-
tor paling penting terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup
bayinya, karena hal itu berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan perawatan bayi. Kondisi ini hanya
dimungkinkan terjadi apabila kondisi perekonomi masyarakat da-
pat menyediakan sumber penghasilan yang cukup bagi para keluarga
yang bersangkutan. Di sisi yang lain, perkembangan sosial ekonomi
masyarakat akan mempengaruhi ketersediaan berbagai kegiatan dan
lembaga-lembaga pelayanan yang menyentuh masalah kesehatan serta
kelangsungan hidup bayi, seperti pelayanan ibu hamil dan persalin-
an, pelayanan pasca persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan
lain-lain, termasuk pelayanan sumber informasi yang relevan dengan
itu.

Hasil proyeksi di Kawasan Indonesia Bagian Tengah menunjuk-
kan bahwa di tahun-tahun yang akan datang angka kematian bayi akan
tetap lebih tinggi dari tingkat nasional, meskipun secara bertahap se-

muanya akan mengalami penurunan dari tahap ke tahap berikutnya.
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Yang lebih penting lagi, bahwa di antara sepuluh provinsi dalam Ka-
wasan ini, terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara kelompok
daerah yang memiliki tren penurunan AKB yang sudah cukup baik,
dengan kelompok daerah lainnya yang masih menunjukkan angka
yang kurang menggembirakan. Daerah-daerah yang telah cukup ber-
hasil dalam penurunan AKB nya, dalam arti sudah relatif sejajar dengan
tingkat nasional, bahkan lebih rendah lagi, adalah Kalimantan Timur,
dan Sulawesi Utara. Menyusul daerah-daerah lain yakni Sulawesi Se-
latan dan Sulawesi Tenggara. Sebaliknya daerah yang menunjukkan
proyeksi AKB yang masih jauh di atas nasional adalah Sulawesi Barat,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, menyusul Sulawesi Te-

ngah dan Kalimantan selatan.

Dalam berbagai hasil survei lapangan maupun literature, secara
umum dikemukakan bahwa tingkat kematian bayi berkorelasi positif
dengan tingkat kemiskinan penduduk, semakin tinggi angka kemis-
kinan semakin tinggi pula angka kematian bayi. Atau berkorelasi ne-
gatif dengan tingkat kemajuan sosial ekonomi penduduk. Oleh karena
itu, hasil proyeksi di atas dapat menjadi indikator keterbelakangan so-
sial ekonomi beberapa daerah yang dikemukakan di atas, serta menun-
jukkan masih tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah yang ber-
sangkutan. Mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan pengasuhan bayinya relatif masih amat rendah, termasuk
kemampuan untuk mengakses berbagai tempat-tempat pelayanan un-
tuk perawatan ibu dan bayi. Di lain pihak, keterbelakangan pemba-
ngunan sosial ekonomi masyarakat, juga dapat dicerminkan oleh ma-
sih terbatasnya ketersediaan tempat maupun fasilitas pelayanan sosial

yang dapat mempercepat penurunan angka kematian bayi.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan pembangunan yang di-
pandang relevan dengan situasi ini meliputi dua aspek utama. Pertama,

kebijakan yang lebih bersifat mendasar, yakni meningkatkan kemam-
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puan keluarga-keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota
keluarganya, terutama anak-anak usia dini, melalui perluasan kesem-
patan memperoleh penghasilan tetap yang mencukupi. Ini berkaitan
dengan kebijakan pembangunan yang pro-job dan pro-poor. Dan ini
adalah kebijakan yang efektifitasnya dapat menjangkau akar permasa-
lahan di balik itu, yaitu penanggulangan kemiskinan yang masih cukup
tinggi di Kawasan ini. Kedua, pada saat yang sama, pihak pemerintah
menginisiasi dan memperluas ketersediaan tempat-tempat pelayanan
kesehatan ibu dan anak, dengan sarana dan prasarana yang memadai
dan terjangkau. Termasuk di dalamnya adalah penyiapan tenaga-tena-
ga yang bertugas melakukan pelayanan proses reproduksi yang di-
maksud, seperti tenaga medis dan paramedis yang terlatih. Di pihak
lain, di daerah-daerah di mana peranan penolong persalinan tradisio-
nal (dukun beranak) masih cukup menonjol seperti di Sulawesi Barat
dan Nusa Tenggara Timur, maka kebijakan pelayanan dapat diperluas
menjangkau peningkatan kompetensi teknis bagi dukun-dukun tradi-
tional dimaksud dengan metode persalinan yang lebih aman dan higi-
enis. Berbarengan dengan itu, penyebarluasan informasi yang relevan
dengan itu perlu diperluas, seperti informasi yang mengandung kam-
panye penggunaan Air Susu Ibu Eksklusif, serta petunjuk-petunjuk
perawatan anak yang lebih baik. Dalam mendorong penurunan AKB
lebih cepat, maka sinergi antara potensi-potensi dalam masyarakat de-
ngan kewenangan serta sumber-sumber daya dan dana yang berasal

dari pemerintah daerah maupun pusat, perlu lebih disinergikan.

Di sisi lain, penduduk usia (0-14) tahun akan menurun sebagai
akibat menurunnya angka fertilitas (TFR) dalam periode yang sama.
Sedangkan jumlah penduduk usia produktif (15-64) tahun dan pen-
duduk lansia (65 tahun) ke atas akan mengalami peningkatan sebagai
akibat menurunnya angka kematian kasar (CDR). Kemudian semakin

menurunnya angka kematian bayi, yakni dari 25 per 1000 kelahiran
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hidup pada tahun (2015-2020) ke 21 per 1000 kelahiran hidup pada ta-
hun 2030-2035 akan mengakibatkan semakin tingginya angka harapan
hidup saat lahir. Kondisi ini akan berdampak pada penyediaan sarana
dan prasarana secara umum, dan secara khusus untuk usia balita, usia

sekolah, usia produktif, dan usia lansia.

Fenomena yang menarik lainnya sebagai akibat meningkatnya
laju pertumbuhan penduduk, terutama misalnya Provinsi Kaltim, Sul-
bar, Sultra, dan NTT, dimana provinsi ini memiliki angka pertumbuh-
an penduduk di atas 1,0 pada tahun 2035 (Nasional 0,62) adalah akan
berdampak pada semakin tingginya angka kepadatan penduduk (jiwa/
km2). Semakin tingginya angka kepadatan penduduk akan berimpli-
kasi terhadap semakin sempitnya lahan produktif sektor pertanian
sebagai akibat semakin meningkatnya permintaan lahan permukiman
penduduk, infrastruktur sosial, ekonomi, dan transportasi. Kegiatan
ekonomi penduduk akan bergeser dari sektor primer (pertanian) ke

sektor sekunder (industri manufaktur), dan sektor tersier (jasa).

implikasi perkembangan penduduk

Ada tiga elemen utama tantangan kependudukan Indonesia de-
wasa ini, yakni masalah kuantitas, kualitas, dan penyebaran yang tim-
pang. Saat ini Indonesia merupakan negara keempat terpadat di dunia
dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Kualitas sumberdaya manusia
relatif rendah, dimana IPM Indonesia di urutan 124 (2010). Untuk itu
Indonesia harus memiliki “Grand Design” kependudukan, yakni me-
nyangkut tentang fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk. Se-
hingga akan tercipta penduduk tumbuh seimbang (stationary popula-
tion) menuju penduduk tanpa pertumbuhan, yakni NRR=1 (Syarief,
2011).

Penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yakni sebagai produ-

sen (faktor produksi) dan sebagai konsumen. Permintaan penduduk
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sebagai faktor produksi (tenaga kerja) ditentukan oleh jumlah (output),
struktur ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan eko-
nomi ditentukan oleh jumlah, struktur, dan laju pertumbuhan investa-
si, baik investasi swasta, maupun investasi pemerintah melalui APBN
dan APBD provinsi/kabupaten/kota, di samping faktor-faktor lain se-
bagai faktor produksi.

Di sisi lain, penduduk sebagai konsumen, membutuhkan ke-
tersediaan sarana dan prasarana, baik dalam bentuk barang, maupun
dalam bentuk jasa, baik dalam bentuk barang antara (row material),
maupun barang siap saji. Permintaan barang dan jasa oleh konsumen
ditentukan oleh jumlah penduduk, komposisi umur, dan faktor-faktor

lain seperti struktur sosial, ekonomi, dan masyarakat.

Dengan demikian kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk
akan berimplikasi terhadap dinamika kependudukan (jumlah pendu-
duk, pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk). Kemudian
dinamika kependudukan akan berimplikasi terhadap aspek pemba-
ngunan (ekonomi, sosial/pendidikan, budaya, politik, dan lingkungan
alam). Lalu pembangunan akan berimplikasi terhadap variabel demo-
grafi (kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk). Kebijakan di bi-
dang pembangunan akan berimplikasi secara timbal-balik (simultan)
dengan kebijakan di bidang kependudukan (Ananta, 1991a), sehingga
masing-masing pihak pemangku kebijakan dapat bergerak secara si-

multan.

Penanganan Penduduk Balita dan Usia Sekolah.

Turunnya angka kelahiran di hampir semua propinsi di Tengah,
terutama Provinsi Sulut, Kalsel, Sulsel, dan Gorontalo mempunyai
dampak menarik, yakni semakin sedikitnya jumlah anak yang dimi-
liki pasangan di keempat provinsi tersebut. Semakin sedikitnya jumlah

anak per satu pasangan keluarga, maka dengan pendapatan tertentu,
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orang tua kini akan lebih banyak mengeluarkan “rupiah” per anak,
baik untuk pengeluaran konsumsi yang bergizi, pakaian yang cukup,
pendidikan, kesehatan, dan hiburan, sehingga anak masa depan akan
semakin berkualitas. Di samping itu pengeluaran rumah tangga per
anak relatif rendah untuk pendapatan tertentu, sehingga biaya inves-
tasi (human capital) per anak relatif rendah, dan akan berdampak pada

mutu sumberdaya manusia di masa datang.

Sebalik provinsi yang angka fertilitasnya masih tinggi, maka
beban pemerintah pusat dan daerah masih akan relatif tinggi, seperti
penyediaan sarana pendidikan prasekolah (PAUD), dan persiapan pe-
layanan usia sekolah (7-12), serta pelayanan usia sekolah SLT (12-14)
tahun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan kese-

hatan balita, serta fasilitas bermain untuk balita.

Di sisi lain terkait dengan semakin banyaknya jumlah pekerja anak
(10-14) tahun, sebagai akibat tekanan ekonomi rumah tangga, maka se-
baiknya Kementerian Pendidikan Nasional meningkatkan sistem koor-
dinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengeliminir dampak-dampak
yang ditimbulkannya, seperti tingginya angka putus sekolah, eksploitasi

anak usia sekolah, dan persoalan hak asasi manusia (anak).

Oleh karena itu, perlu persiapan dan perencanaan yang matang,
dalam mencetak generasi yang memiliki human capital yang tinggi dan
berkualitas, sehingga mereka siap bersaing di pasar kerja kelak sete-
lah masuk usia produktif (15 tahun ke atas). Tantangan di dunia ker-
ja kedepan akan semakin berat, sejak persetujuan pasar tenaga kerja
bersama di Wilayah Asean (Asean Free Labor Market) di Masyarakat
Ekonomi Asean, MEA.

Kebijakan Penduduk Usia Produktif

Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia

produktif (15-64 tahun) yang relatif besar akan berdampak luas, be-
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rupa penyediaan lapangan kerja, tambahan fasilitas pendidikan, dan
kesehatan, serta ketersedian pangan dan energi yang memadai. Ting-
ginya angka kelahiran paling kurang 15 lalu, berdampak terhadap me-
limpahnya penduduk usia produktif hari ini yang merupakan modal
pembangunan, namun jika tidak bermanfaat secara optimal akan men-

jadi beban pembangunan itu sendiri.

Bonus demografi merupakan modal sumberdaya manusia jika
berpotensi produktif, tetapi disisi lain akan menjadi petaka bagi pem-
bangunan jika memiliki mutu yang rendah, apalagi jika kesempatan
kerja tidak tersedia dan layak bagi pencari kerja. Tentu saja harapan
semua orang, walaupun penduduk besar jika berkualitas tidak menjadi
masalah; sehingga angka pengangguran dan angka penduduk miskin
berkurang, yang memungkinkan bangsa Indonesia menjadi bangsa

yang maju, berdaya saing, lebih sejahtera, dan bermartabat.

Mengantisipasi semakin tingginya angka pengangguran, pihak
Bappenas dan Bappeda di wilayah provinsi dan Kabupaten/kota, me-
rencanakan dan merancang beberapa konsep pembangunan. Program
yang lain, terkait dengan pengentasan kemiskinan, yakni Master Plan
Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), dan sa-
yangnya juga di program dua tahun saja (2013-2-2014), dan sekarang
tidak berlanjut lagi. Program yang sementara berjalan, sebagai peng-
ganti dua program sebelumnya adalah Perencanaan Pengembangan
Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), dan Program
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B). Di samping itu
yang masih berjalan, yakni PNPM-Perdesaan, PNPM-Perkotaan, dan
PNPM-PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wila-
yah).

Khusus di Provinsi Sulbar, PNPM-PISEW dilaksanakan di tiga
Kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Mamuju

Utara, dalam bentuk pembangunan jalan tani, gudang kakao, posyan-
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du, drainase, air bersih, jembatan dan jalan (untuk mengakses daerah
pertanian dan perkebunan). Keseluruhan program di atas tentu saja
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk usia kerja
(pekerja), membuka lapangan kerja baru, dan pengentasan kemiskin-

an.

Harapan kita adalah, sebaiknya semua program di atas, utama-
nya yang tidak dilanjutkan lagi setelah era pemerintahan Jokowi-Jk.,
agar dievaluasi kembali untuk dilanjutkan, apakah dengan konsep

yang sama, atau dalam bentuk yang lain.

Terkait dengan perencanaan ketenagakerjaan ke depan, perlu
dilihat dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran te-
naga kerja. Dari sisi permintaan, secara teoritis permintaan tenaga
kerja ditentukan oleh permintaan output. Semakin tinggi permin-
taan output, maka semakin tinggi permintaan tenaga kerja (Ehren-
berg, 1988 dan McConnell, 1999). Oleh karena itu perencanaan
tenaga kerja harus dilihat kondisi ekonomi suatu daerah. Daerah
yang memiliki struktur ekonomi didominasi oleh sektor primer,
maka perencanaan sumber daya manusia (SDM), mengarah ke sek-
tor ekonomi yang dominan tersebut. Sebagai perbandingan misal-
nya Negara Singapura tidak mungkin merencanakan SDM-nya ke
sektor primer, sebab negara tersebut potensi sektor primer sangat
minim, sehingga dia memilih pengembangan SDM di sektor jasa,

atau manufaktur.

Oleh karena perencanaan SDM di masing-masing provinsi mi-
salnya, sebaiknya mengacu pada sumber-sumber daya lokal, baik me-
nyangkut sumber daya manusia maupun potensi sumberdaya alami
wilayah berdasarkan koridor masing-masing wilayah. Jika demikian
halnya, maka jenis dan jenjang sekolah menengah atas sampai pada
perguruan tinggi (terutama pendidikan vokasi) harusnya dirancang

sesuai dengan konsep tersebut.
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Kemudian perencanaan tenaga kerja di sisi penawaran, sebaik-
nya negara dan daerah membentuk dan mengaktifkan kembali sebuah
lembaga yang pernah ada, yakni Dewan Ketenagakerjaan Nasional/
Daerah sebagai mitra Kementerian Tenaga Kerja dalam menangani
masalah-masalah ketenagakerjaan nasional dan daerah. Kementerian
Tenaga Kerja dan Dewan Ketenagakerjaan sebaiknya duduk bersama/
berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan; dan Kementerian Ri-
set, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam merencanakan pengema-
ngan SDM untuk penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor

ekonomi dan masalah pengangguran.

Perencanaan pengembangan SDM harusnya berbasis permin-
taan di pasar output. Sehingga pengembangan SDM melalui pendi-
dikan formal misalnya, tidak harus sama antara satu propinsi dengan
propinsi yang lain. Jika kita mengacu pada konsep potensi daerah ma-
sing-masing, pengembangan pendidikan tinggi, misalnya pembukaan
“program studi dan pendidikan vokasi” baru tidak harus sama antara
satu wilayah dengan wilayah yang lain, tergantung kebutuhan wilayah

tersebut.

Penanganan Penduduk Lansia
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada periode (2010-2035),

maka berturut-turut Provinsi Sulut, Sulsel, Kalsel, dan Kaltim yang
memiliki proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas tertinggi (di atas
proporsi rata-rata 10 provinsi di IBT), sebagai dampak dari semakin
tingginya angka harapan hidup saat lahir. Penduduk lansia, ke depan
akan berbeda penangannya dengan lansia masa depan. Lansia masa de-
pan akan “ringkih” panjang umur tetapi angka kesakitannya (morbidi-

ty) relatif tinggi.

Hasil penelitian Nilasari (2015), bahwa penduduk lansia di Kota

Makassar, rata-rata mereka sakit lima kali per tahun. Kemudian tidak
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ada pengaruh yang signifikan antara jumlah sakit per tahun terhadap
penawaran tenaga kerja (jam kerja) penduduk lansia per bulan. Hal
tersebut, menunjukkan bahwa penduduk lansia masa depan masih
akan meramaikan pasar kerja, dan akan berimplikasi semakin ketatnya
persaingan di pasar kerja, sebab penduduk lansia merupakan pekerja

yang berpengalaman dan profesional, terutama di sektor jasa.

Di sisi lain, penduduk lansia di masa depan, lebih mandiri, lebih
demokrasi, dan berwawasan luas, sehingga harus dipersiapkan sara-
na dan prasarana untuk menyalurkan aspirasi mereka, misalnya lewat
media atau ada pertemuan khusus untuk mendengar dan mencerita-
kan masa-masa mudanya dulu, sehingga usianya semakin panjang, te-

tapi tidak sakit-sakitan.

Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas.
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembang-

an Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjadi salah satu
payung hukum dalam mendesain pengendalian jumlah penduduk,
melalui pengendalian kelahiran, kematian, dan pengarahan mobilitas
penduduk. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 52 tersebut dimotori
oleh Badan Kependudukan dan KB Nasional (BKKBN). Program BK-
KBN dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan kematian seha-
rusnya kembali dilaksanakan secara terintegrasi (untuk semua lemba-
ga pemerintah, maupun swasta) baik secara horizontal, dan terutama
secara vertikal, di bawah kewenangan pemerintah pusat, mulai dari
level kementerian dan kelembagaan sampai pada level pemerintahan
desa/kelurahan. Tidak seperti halnya sekarang, pemerintah daerah
(Kabupaten/Kota) bertindak otonom terhadap kebijakan BKKBN pu-

sat dan provinsi.

Peran dari masyarakat dan DPRD dalam proses kebijakan ke-

pendudukan harusnya menjadi semakin besar sehingga arah kebijakan

Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris | 51



kependudukan yang selama ini mengabaikan kepentingan dan aspirasi
masyarakat dan kelompok sasaran tidak lagi dapat dipertahankan. Apa-
lagi dengan masih banyaknya kelompok unmet needs (pasangan usia su-
bur yang ingin ber-KB, namun tidak memperoleh akses terhadap pe-
layanan kontrasepsi) sebesar 9,1 persen (Sensus Penduduk Indonesia,
2010), dan disertai total fertility rate (TFR) sebesar 2,442 berdasarkan
proyeksi penduduk tahun 2010-2015 (Tabel 3.2), merupakan tantang-

an bagi percepatan program KB nasional.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, intervensi program KB perlu le-
bih diintensifkan untuk provinsi yang memiliki TFR di atas rata-rata
nasional, khusus di Indonesia Bagian Tengah berturut-turut mulai
dari TFR tertinggi, yakni Provinsi NTT, Sulbar, Sultra, Sulteng, NTB,
Gorontalo, Kaltim, Sulsel, dan Kalsel. Kecuali Provinsi Sulawesi Utara
TFR-nya di bawah TFR nasional.

Tingginya angka kelahiran, angka kematian, dan angka kemis-
kinan bagaikan lingkaran setan, antara satu dengan yang lain tidak ter-
putuskan. UNFPA merekomendasikan, mengurangi kemiskinan de-
ngan menginvestasikan pada kesehatan dan pendidikan, terutama bagi

perempuan dan remaja putri, dapat memutus lingkaran setan tersebut.

Ketika perempuan memperoleh pendidikan dan penghasilan
yang memadai, sebagian besar akan diinvestasikan untuk seluruh kelu-
arga, baik untuk kebutuhan konsumsi dalam rangka memperbaiki gizi
keluarga, juga untuk peningkatan human capital anaknya. Di samping
itu, remaja putri yang berpendidikan, kelak akan menjadi ibu rumah
tangga yang berkualitas. Ibu yang berkualitas, dapat mengatur kela-
hiran, dan menjaga kesehatan keluarganya, sehingga akan berdampak

pada rendahnya angka kematian, khususnya angka kematian bayi .

Perempuan yang bekerja akan memiliki nilai waktu luang yang
relatif mahal (opportunity cost), sehingga untuk menambah satu anak

berikutnya perempuan akan berpikir panjang, bagaimana merawat
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anak mulai dari kehamilan, persalinan, sampai anak melewati usia ba-
lita. Dengan demikian semakin tinggi partisipasi wanita dalam kegiat-

an ekonomi, secara tidak langsung akan mengurangi angka fertilitas.

Untuk itu perlu didorong partisipasi perempuan dalam kegiat-
an ekonomi, dan memperluas lapangan kerja yang tidak bias gender,
mulai dari pimpinan politik (legislatif), pejabat eksekutif negara dan
daerah, pengusaha di sektor formal dan informal, sampai pada buruh
pekerja kasar. Kesibukan wanita dalam kegiatan ekonomi, tanpa me-
ninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga bagi keluarganya, akan

berdampak terhadap terciptanya keluarga kecil sejahtera.

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan terkait dengan oto-
nomi daerah, di mana pendidikan dasar dan menengah pertama (SD,
SMP, dan sederajat) akan dikoordinasi langsung oleh pemerintah Ka-
bupaten/Kota, pendidikan menengah atas (SMA dan sederajat) diko-
ordinasi oleh pemerintah provinsi, dan pendidikan tinggi dikoordi-
nasi oleh pemerintah pusat, serta pelaksanaan wajib belajar 12 tahun,
sehingga terjadi pembagian kewenangan antar jenjang pendidikan
dengan jenjang pemerintahan. Dengan demikian anak putus sekolah
lebih mudah dikontrol dan diawasi oleh masing-masing yang berwe-
nang. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk menunda usia kawin
pertama bagi remaja putri, dan akan berdampak positif terhadap pe-
nurunan angka kelahiran, dan penurunan angka kematian maternal

(maternal fertility rate).

Di sisi lain, pada saat angka kelahiran semakin menurun, NRR<1
di Propinsi Sulut pada tahun 2030-2035, maka peristiwa kelahiran di
Sulut akan semakin jarang terjadi. Karena peristiwa kelahiran itu lang-
ka, maka sangat mungkin upacara yang berkaitan dengan kehamilan,
kelahiran, dan pasca kelahiran dapat makin bermunculan dan semarak.
Mungkin saja upacara kelahiran anak pertama, sekaligus merupakan

upacara kelahiran anak terakhir, dengan kata lain “satu anak cukup”.
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Peristiwa demografi lainnya yang tidak kalah menarik adalah ke-
matian. Permasalahan kematian akan berdampak terhadap orang hi-
dup, biaya pemakaman akan semakin meningkat (apalagi jika seorang
perantau (migran) jauh, kemudian ingin dimakamkan di kampung
asalnya, maka jasa pelayanan dan upacara pemakaman akan semakin
meningkat di masa depan. Persoalan lain adalah semakin terbatasnya
lahan untuk pemakaman di daerah padat penduduk (Ibukota Provinsi),
sehingga tanah untuk “yang telah mati” dapat bersaing dengan tanah
“yang masih hidup”. Mungkin perlu subsidi dari pemerintah daerah

untuk keluarga yang mau dimakamkan di luar kota.

Disisi lain, nampak bahwa di antara 10 provinsi di IBT terda-
pat 5 provinsi yang memiliki rasio jenis kelamin (sex ratio) lebih kecil
100, artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan
penduduk laki-laki. Propinsi yang dimaksud adalah Nusa Tenggara
Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan
Gorontalo. Di sisi lain, provinsi yang memiliki sex ratio lebih kecil 100
(Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan
penduduk laki-laki).

Banyaknya penduduk perempuan di atas laki-laki di lima provin-
si di atas akan berdampak pada semakin tingginya partisipasi wanita
dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi rumah tangga yang dipe-
rankan oleh perempuan akan semakin meningkat, sehingga perempu-
an akan semakin mengalokasikan waktunya untuk kegiatan ekonomi,
dan semakin sedikit waktu luang (leisure time) yang digunakan untuk
melahirkan, memelihara anak, dan membesarkan anak yang dia miliki,

dan pada akhirnya angka kelahiran semakin menurun.

Semakin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki oleh perempu-
an usia produktif terutama di Provinsi Sulut, Kalsel, Sulsel, Gorontalo
dan NTB yang memasuki pasca transisi fertilitas pada periode tahun

2030-2035, akan berdampak pada peningkatan partisipasi wanita da-
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lam kegiatan ekonomi yang disertai dengan peningkatan mobilitas
penduduk perempuan. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan
berbagai kebutuhan perlengkapan khusus penduduk perempuan, mi-
salnya toilet, gendongan anak, dan fasilitas lain yang bias gender. Ke-
mudian semakin aktifnya perempuan bekerja di luar rumah terutama
yang masih memiliki anak kecil (Balita) akan membutuhkan fasilitas

jasa penitipan anak terutama di daerah perkotaan.

Penduduk perempuan usia produktif dan reproduktif, masih
potensial melahirkan, masih akan meningkat terus, meskipun dengan
motivasi mempunyai jumlah anak yang semakin sedikit, sehingga be-
sar dugaan bahwa kebutuhan pemakaian alat kontrasepsi tetap akan
semakin meningkat di masa mendatang. Dengan demikian, program
KB tidak harus dibebankan sepenuhnya kepada kaum perempuan, te-

tapi harus berarus gender (bi-sex).
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Bab Il

Migrasi Internasional dalam
Tinjauan Teoretis dan Empiris

Nurhuda
Fatmawati

Beberapa Pandangan Tentang Migrasi
Internasional

igrasi internasional berhubungan erat dengan tingkat per-
tumbuhan ekonomi dan transisi kependudukan pada su-
atu negara. Pekerja migran internasional adalah mereka
yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara
lain. Di Indonesia pengertian ini merujuk pada orang Indonesia yang
bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja
Indonesia (TKI). Migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai

perpindahan penduduk yang melintasi perbatasan untuk tujuan men-
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dapatkan pekerjaan di negara asing. Melalui cara yang resmi atau tidak
resmi, difasilitasi atau tidak, tenaga kerja memberikan kontribusi eko-
nomi terhadap negara pengirim maupun negara tujuan. Tenaga kerja
membantu memperbesar angkatan kerja di negara tujuan dan dapat
membantu pembangunan di negara mereka sendiri melalui pengirim-

an uang penghasilan mereka.

Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mem-
pengaruhi pertumbuhan penduduk. Sedangkan faktor lainnya adalah
kelahiran dan kematian. Migrasi adalah perpindahan penduduk de-
ngan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain me-
lampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian
dalam suatu negara. Migrasi sering diartikan perpindahan yang relatif

permanen dari suatu daerah ke daerah lain Munir (2000).

Definisi United Nation didukung oleh beberapa peneliti mi-
salnya Said (1985) yang mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan
tempat tinggal seseorang atau kelompok secara permanen atau relatif
permanen (dalam jangka waktu tertentu) dengan menempuh jarak mi-
nimal tertentu, berpindah dari satu unit geografis ke unit geografis la-
innya. Unit geografis disini berarti unit administratif pemerintah baik

berupa negara maupun bagian-bagian dari negara.

Selama dekade 1960an dan 1970an yaitu saat negara-negara
berkembang berada pada puncak arus migrasi penduduk secara besar-
-besaran, yang terjadi adalah timbulnya berbagai kesulitan salah satu-
nya adalah pengangguran. Dengan kata lain data-data empiris telah
menggoyahkan keabsahan teori perpindahan tenaga kerja yang diru-

muskan Lewis dalam model pembangunan dua sektornya.

Masalah tersebut kemudian dipecahkan oleh Todaro (1998) da-
lam teorinya yakni Model Teori Migrasi Todaro. Model ini memiliki
asumsi bahwa migrasi penduduk pada dasarnya akibat dari adanya fe-

nomena ekonomi. Keputusan yang dibuat untuk melakukan migrasi
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adalah rasional, jadi walaupun sudah diketahui bahwa di kota angka
pengangguran tinggi namun berdasarkan pada alasan yang kuat, para
tenaga kerja tetap melakukan mobilitas. Model Todaro ini pun dilan-
dasi pemikiran bahwa adanya arus migrasi merupakan akibat dari ada-
nya distribusi pendapatan yang tidak merata antar wilayah, yang di-
maksud pendapatan disini bukanlah pendapatan aktualnya melainkan
pendapatan yang diharapkan (expected income). Oleh karena itu, para
migran selalu melakukan suatu perbandingan antara pasar kerja di ma-
sing-masing wilayah, untuk menemukan mana yang sekiranya akan
memberikan keuntungan maksimum. Biasanya mereka akan memu-
tuskan untuk bermigrasi jika penghasilan bersih di kota tujuan lebih

besar dari pada penghasilan bersih selama ini di daerah asal.

Menurut model pembangunan yang diajukan oleh W. Arthur
Lewis dalam Todaro (1998) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut
oleh John Fei dan Gustav Ranis, yang dikenal dengan model Dua Sek-
tor Lewis (Lewis Two Sector Model). Model ini menjelaskan bahwa per-
ekonomian di negara berkembang terdiri dari dua sektor, yakni sektor
tradisional yaitu sektor pedesaan subsisten yang surplus penduduk dan
ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol,
dan sektor industri modern yang tingkat produktivitasnya tinggi yang
menjadi tempat penampungan tenaga kerja dari sektor subsisten. Le-
wis berasumsi bahwa tingkat upah di daerah perkotaan minimal harus
30 persen lebih tinggi dibanding upah di daerah pedesaan. Hal ini akan
memaksa para pekerja berpindah. Sedangkan perpindahan tenaga ker-
ja dan pertumbuhan lapangan kerja menyebabkan pertumbuhan output
sektor modern, Todaro (1998).

Menurut Osaki (2003) migrasi penduduk terjadi karena ada-
nya tenaga kerja yang bersifat hakiki (intrinsic labor) pada masyarakat
industri modern. Pernyataan ini merupakan salah satu aliran yang

menganalisis keinginan seseorang melakukan migrasi yang disebut
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dengan dual labor market theory. Menurut aliran ini, migrasi terjadi
karena adanya keperluan tenaga kerja tertentu pada daerah atau ne-
gara yang telah maju. Migrasi bukan hanya terjadi karena push factor
yang ada pada daerah asal tetapi juga adanya pull factor pada daerah

tujuan.

Menurut Salvatore (1996) ada cukup banyak keuntungan eko-
nomi dari migrasi internasional. Bagi para pekerja, tingkat pendapatan
di tempat baru lebih tinggi daripada yang mereka peroleh dari tempat
asalnya. Dengan pendapatan yang lebih tinggi itu mereka akan mem-
peroleh standar hidup yang lebih baik. Mereka juga dapat menyedia-
kan pendidikan, peluang kerja serta masa depan yang lebih baik untuk

anak-anaknya.

Teori Human capital Model dan Model Todaro memfokuskan
perhatiannya pada hubungan ekonomi dan migrasi. Menurut teori
Human capital Model bahwa seseorang akan melakukan migrasi apa-
bila pendapatan yang diperoleh di tempat tujuan lebih besar daripa-
da pendapatan di daerah asal yang di tambah dengan biaya langsung
migrasi, Simanjuntak (1985). Dalam model ini niat untuk melakukan
migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja
dan pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks ini Todaro (1985) me-
ngemukakan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi
merupakan respon dari harapan untuk memperoleh kesempatan kerja
dan pendapatan yang lebih baik. Todaro berpendapat bahwa sektor
modern di perkotaan merupakan sektor penarik utama migrasi tenaga
kerja khususnya bagi tenaga kerja terampil. Cole dan Sanders (1983)
dalam (Djoko, 2017) mengemukakan bahwa penduduk yang tidak
berpendidikan yang melakukan migrasi akan masuk sektor informal.
Todaro (2003) mengatakan bahwa keputusan untuk bermigrasi tidak
hanya ditentukan oleh berapa pendapatan yang diterima seandainya

melakukan migrasi, tetapi juga memperhitungkan berapa besar pelu-
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ang untuk mendapatkan pekerjaan, ini erat kaitannya dengan kesem-

patan kerja yang terdapat di suatu tempat.

Kajian dan analisis terhadap migrasi tenaga kerja selama ini
lazim menggunakan tiga pendekatan yaitu : pertama, pendekatan
teori ekonomi (Todaro, 1985). Kedua, pendekatan psikologi yang
menganalisis motif-motif orang berpindah (Fawcett, 1978 dan Wol-
pert, J., 1996); dan Ketiga, pendekatan yang berasal dari teori-teori
demografi dan geografi yang bersumber dari hukum gravitasi E.G

Ravenstein.

Teori Neoclassic Economic Macro menjelaskan bagaimana proses
dan akibat dari perpindahan tenaga kerja yang berasal dari negara yang
mengalami surplus tenaga kerja tetapi kekurangan kapital menuju ne-
gara yang kekurangan tenaga kerja, tetapi memiliki kapital yang ber-
limpah. Teori ini kurang memperhatikan bagaimana seseorang me-
mutuskan untuk berpindah, sebab- sebab perpindahan, serta dengan

cara apa ia pindah.

Teori ekonomi lainnya, yaitu teori Neoclassical Economic Micro,
yang sebetulnya juga memperbincangkan soal pengambilan keputusan
di tingkat individu migran, tetapi tidak mencoba menjelaskan perso-
alan, mengapa seseorang berpindah dengan cara tertentu, mengapa
buka dengan cara yang lain. Teori ini hanya merekomendasikan ke-
pada para migran potensial itu, agar mempertimbangkan “cost and ben-
efit’ dari setiap perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi
lebih besar dibandingkan dengan daerah asal migran (Massey, 1993;
dan Kuper 2000).

Kepastian migrasi akan berlaku jika pasar lainnya di negara asal
seperti pasar asuransi, pasar modal, pasar kartu kredit dan lainnya ber-
laku tidak sempurna, meskipun itu ada tapi tidak sempurna dalam ak-
ses untuk mendapatkannya. Meskipun sebenarnya pemerintah sangat

berwenang dan mampu untuk mengubah ukuran aliran migrasi peker-
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ja dengan menyediakan kebijakan atas penyempurnaan pasar lainnya
tersebut (Stark dan Boom, 1985).

Teori selanjutnya yang berkaitan dengan teori migrasi interna-
sional adalah Teori Segmentation of Labour Market dikemukakan oleh
Castles dan Miller (2009). Teori ini menyatakan pentingnya faktor
institusi serta ras dan gender dalam segmentasi pasar kerja. Migrasi
internasional pekerja selalu mendapatkan permintaan yang besar dan
awal mula dari itu adanya proses perekrutan oleh majikan di negara

penerima atau dari kepentingan pemerintah.

Beberapa Faktor Penentu Migrasi dalam
Pandangan Teoretis

Migrasi dilakukan seseorang karena adanya tekanan lingkungan
alam, ekonomi, sosial dan budaya. Menghadapi tekanan lingkungan
ini ada tiga kemungkinan yang dilakukan masyarakat. Pertama, me-
reka bertahan di tempat, karena menganggap tempat yang sekarang
adalah tempat terbaik dan dianggap paling banyak memberikan ke-
untungan bagi terpenuhinya kebutuhan hidup. Kedua, mereka pindah
tempat atau melakukan migrasi. Ketiga, mereka melakukan peralihan
antara keduanya, yaitu tetap tinggal di tempat yang lama tetapi men-
cari pekerjaan baru secara berkala dan terus menerus atau commuter
(Hugo, 1981).

Todaro mengajukan hipotesa bahwa yang mendorong orang
bersedia mengadakan penanaman modal dalam bentuk ini adalah per-
bedaan aliran pendapatan antara tempat asal dan tempat tujuan. Salah
satu implikasi dari hipotesa yang diajukan oleh Todaro tersebut adalah
bahwa migrasi tenaga kerja didorong oleh pertimbangan ekonomis se-
dangkan pertimbangan-pertimbangan lain diturunkan menjadi bukan

pertimbangan pokok. Memang berbagai penelitian yang dia lakukan
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maupun oleh peneliti memperkuat hipotesanya. Akan tetapi justru
karena berat sebelahnya mode ini menantang penelitian lain untuk

mengkaji hipotesanya.

Todaro (1995) secara sederhana menyimpulkan bahwa migrasi
itu terjadi terutama karena adanya perbedaan tingkat upah riil antara
desa dan kota, atau adanya nilai harapan yang direfleksikan oleh suatu
nilai yang merupakan perbedaan positif antara tingkat upah di daerah

asal dan daerah tujuan.

Penelitian Kodwo Ewusi, di Ghana (1971) menyimpulkan bah-
wa keadaan sosial yang terlampau menekanlah yang mendorong orang
untuk pindah. Setidak-tidaknya faktor yang menekan ini lebih me-
nentukan dalam pengambilan keputusan untuk pindah daripada fak-
tor-faktor ekonomis. Sesudah keputusan untuk pindah dibuat, baru
ditentukan ke daerah mana perpindahan itu diarahkan. Menurut Ewu-
sie, variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi dan arah migrasi
adalah: (i) ratio urbanisasi yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah
yang pindah ke kota dibagi dengan jumlah penduduk kota, (ii) kon-
sumen listrik di tempat asal, variabel dipakai sebagai proxy terhadap
pendapatan, (iii) jarak antara daerah asal ke daerah baru, (iv) proporsi
penduduk yang bisa membaca menulis di daerah asal, (v) konsumsi
listrik di daerah tujuan, (vi) jumlah kesempatan kerja di daerah tujuan

dan (vii) tujuan urbanisasi di daerah tujuan.

Mantra (1994) berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk
pindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena ada-
nya ketimpangan ekonomi antar daerah. Sedangkan menurut Toda-
ro (2003) karakteristik yang penting dari para migran pada dasarnya
dibagi dalam tiga kategori umum, yaitu demografis, pendidikan dan

ekonomi : (i) karakteristik demografis. Para migran di

kota negara-negara berkembang umumnya terdiri dari pemu-

da yang berumur antara 15 sampai 24 tahun, (ii) Karakteristik pen-
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didikan. Tampaknya ada asosiasi yang jelas antara tingkat pendidikan
dengan kecenderungan untuk bermigrasi, yaitu mereka yang berpen-
didikan lebih tinggi, lebih banyak melakukan migrasi dari pada yang
berpendidikan rendah dan (iii) karakteristik ekonomi Persentase yang
paling besar dari para migran adalah mereka yang miskin, tidak punya
sawah atau tanah, orang yang tidak punya keterampilan dan sudah ti-

dak ada lagi kesempatan bekerja di tempat asal.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
migrasi, Bogue (1952) mengidentifikasikan variabel-variabel terse-
but atas tiga kelompok utama yaitu pertama yang berkaitan dengan
kondisi-kondisi ekonomi yang mengakibatkan adanya migrasi, seperti
adanya investasi modal, perubahan teknologi, dan pembagian kese-
jahteraan. Kedua, migrasi akan menstimulasi keadaan, seperti adanya
peningkatan perkawinan, tenaga kerja dan bencana alam. Ketiga, ada-
nya faktor-faktor lain, seperti biaya pindah, hubungan dengan teman
dan informasi yang semakin berkurang mengenai daerah asal. Menu-
rutnya, lingkungan yang terdapat di daerah tujuan mendorong orang
pindah karena adanya rasa superior di tempat yang baru, terutama
untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan
kehidupan yang menyenangkan. Sedangkan lingkungan di daerah asal
mendorong orang untuk pindah karena adanya tekanan-tekanan, se-
perti berkurangnya sumber daya alam, menyempitnya lapangan pe-
kerjaan, bencana alam dan tekanan-tekanan di bidang sosial, politik

dan agama.

Faktor Young Dependency Ratio

Negara — negara berkembang mempunyai tanggung jawab yang
sangat besar dalam pembangunan sebagai akibat pertambahan pendu-
duk yang pesat. Perkembangan penduduk yang pesat menimbulkan

efek yang buruk pada usaha pembangunan, yaitu: (i) di beberapa negara
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jumlah penduduknya relatif besar dan (ii) tingkat perkembangan pen-
duduk sangat cepat. Pada umumnya negara berkembang pada keselu-
ruhannya menghadapi masalah yang sangat besar dalam membangun:
yaitu: di satu pihak negara-negara tersebut memiliki sumber-sumber
dan kemampuan yang terbatas dalam melakukan pembangunan eko-
nomi, tetapi di lain pihak mereka harus menciptakan kesempatan kerja
dan berusaha menaikkan kemakmuran untuk sebagian besar pendu-

duk yang bertambah.

Jumlah tanggungan keluarga menjadi faktor pendorong bagi TKI
untuk bekerja di luar negeri baik secara permanen maupun sementa-
ra. Hal ini dikarenakan niat seseorang sebenarnya akan dipengaruhi
oleh tekad yang kuat dari dalam diri individu untuk berani melakukan
suatu keputusan (risk taker) sejalan dengan kewajiban untuk bertang-
gung jawab menanggung beban keluarga (Waridin: 2012). Mereka
yang melakukan migrasi dari Filipina ke Hongkong setidaknya memi-
liki pendidikan sekolah menengah, mampu berbahasa inggris, pekerja
kantor atau profesional di Filipina, atau dia mungkin penganggur, te-
lah menikah dan mereka biasanya meninggalkan dua atau tiga anak di
belakang untuk diasuh oleh kerabat di Filipina (Constable 2007 dalam
Karen O'Reilly, 2012).

Sama halnya yang terjadi pada Elsa, yang meninggalkan Filipina
ketika dia berusia dua puluh tiga tahun, sebelumnya bekerja sebagai
pembantu rumah tangga dan di pabrik elektronik. Ayahnya mendo-
rongnya untuk bermigrasi untuk membantu membayar biaya kuliah
bagi adik perempuannya. Dia menerima 'peluang’ ini dengan ikhlas,
kemauan yang jelas dan sadar sepenuhnya bahwa dia bisa mendapat-
kan lebih dari ayahnya, dan dia ingat betapa kerasnya kedua orangtu-
anya bekerja ketika dia masih muda. Migrasi mewujudkan impiannya
untuk dirinya dan saudara-saudaranya, impian memiliki sesuatu yang

lebih dari kemiskinan yang mereka alami ketika masih anak-anak. Bel-
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le bergabung dengan saudara perempuannya di Hongkong tiga tahun
kemudian, dan selama bertahun- tahun mereka telah mampu berkon-
tribusi terhadap pendidikan universitas untuk dua adik perempuan,
dan sekolah menengah untuk saudara laki-laki mereka. Keluarga ter-
sebut telah membeli sebidang kecil tanah dimana mereka memelihara
babi, ayam dan angsa, dan menanam pohon buah-buahan (Constable
2007).

Besarnya Young Dependency Ratio yang disebabkan oleh ting-
ginya angka kelahiran, merupakan faktor penghambat pembangunan
ekonomi, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh yang sebe-
narnya harus ditabung untuk kemudian diinvestasikan bagi pemba-
ngunan ekonomi, terpaksa harus dikeluarkan untuk keperluan sandang
dan pangan bagi mereka yang merupakan beban tanggungan pendu-
duk. Di Negara-negara yang mempunyai angka tanggungan rendah,
investasi-investasi dapat dilaksanakan dengan baik untuk menaikkan
tingkat kemakmuran negara dan negara-negara ini justru merupakan

negara yang sudah maju dalam kehidupan ekonomi.

Faktor demografi merupakan faktor yang memiliki keterkaitan
yang cukup kuat dengan tingkat migrasi, terutama beban tanggungan
jumlah anggota rumah tangga yang besar merupakan pertimbangan
seseorang untuk memutuskan migrasi terutama bila anggota rumah
tangga bukan tergolong angkatan kerja. Dugaan ini diperkuat oleh per-
nyataan Leuwol (1988) dalam Budijanto (2015) bahwa besarnya rasio
ketergantungan (dependency ratio) adalah salah satu faktor pendorong

migrasi adalah banyaknya jumlah anak yang dimiliki para migran.

Dalam keadaan dimana jumlah anggota cukup besar, sedangkan
pendapatan keluarga tidak memadai, maka anggota keluarga terpaksa
harus mencari dan melakukan pekerjaan tambahan Aris Ananta dan
Sri Harijati (Sanniawati, 2006).

Adanya tekanan dalam rumah tangga dengan beban ketergan-
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tungan yang tinggi memaksa para angkatan kerja untuk bekerja pada
sektor informal. Dipak Mazundar misalnya telah mengamati bahwa
sektor informal kebanyakan terdiri dari angkatan kerja yang sangat
muda atau sangat tua, wanita, terbebas pendidikannya, bukan kepala
rumah tangga. Dalam hal ini sektor informal dianggap sebagai katup
penyelamat dari tingginya beban ketergantungan yang harus ditang-
gung oleh suatu rumah tangga. Kemanfaatan usaha mempertahankan
otonomi sektor informal dari segi lain yaitu, peranannya dalam proses
“recycling” barang bekas, kemampuannya untuk mengadakan inovasi
dengan biaya murah dan rendahnya rasio modal per tenaga kerja (Set-
huraman, dalam Arifin M. Siregar 1982).

Lebih dari itu, sektor informal sendiri telah membuktikan ke-
mampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi
angkatan kerja perkotaan. Sektor informal telah menyerap 50% ang-
katan kerja perkotaan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa
sektor informal membuahkan hampir sepertiga dari seluruh pendapat-
an perkotaan. Manakala di negara asal penyerapan tenaga kerja tinggi
maka kemungkinan seseorang untuk melakukan migrasinya kecil. Ka-
rena umumnya yang melakukan migrasi adalah mereka para angkatan

kerja yang tidak terserap ke dalam dunia kerja (pengangguran).

Perpindahan tenaga kerja dari negara-negara berkembang ke
luar negeri pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan ekono-
mi antar negara. Rendahnya tingkat upah ditambah dengan sulitnya
memperoleh pekerjaan yang memadai di negara berkembang cen-
derung mendorong perpindahan tenaga kerja dari negara —negara
berkembang ke negara-negara maju (Mulyadi S. 2003) Social Capital
Theory yang disampaikan oleh Castles dan Miller (2009) yang me-
ngembangkan konsep jaringan migrasi. Pendekatan dari teori ini
menyatakan bahwa migrasi internasional senantiasa mengembang se-

hingga menjadi hubungan jaringan yang sangat luas serta semua orang
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tidak merasa kesulitan untuk bermigrasi. Hubungan yang sangat nam-

pak dimaksudkan disini ialah perbedaan gaji dan peluang pekerjaan.

Faktor Mutu Sumber daya Manusia
Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu fak-

tor dari dalam diri seseorang untuk melakukan migrasi. Mutu SDM
dapat diukur dengan tingkat pendidikan formal yang diperolehnya.
McConnell (Mantra, 1986) menegaskan bahwa penduduk yang ber-
pendidikan cenderung untuk pergi ke daerah lain sedangkan yang buta
huruf kebanyakan tinggal di rumah. Hal senada juga dinyatakan oleh
Todaro (2003) yang menyatakan adanya korelasi atau hubungan yang
positif antara tingkat pendidikan yang dicapai dengan migrasi dan ada-
nya hubungan yang nyata antara tahap pendidikan yang diselesaikan
dengan kemungkinan untuk bermigrasi, semakin tingkat pendidikan

kecenderungan untuk bermigrasi lebih besar.

Semakin tingginya kesadaran akan pendidikan membuat gene-
rasi muda merasa kehidupan di daerah asal semakin tidak menarik.
Mereka berharap dengan modal pendidikan yang mereka miliki men-
jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak baik dari
segi strata sosial maupun dari sisi pengupahan. Hal senada diperkuat
oleh Borjas (2013), ada korelasi positif antara pencapaian pendidikan

pekerja dengan kemungkinan migrasi.

Pendidikan merupakan investasi modal manusia yang sama pen-
tingnya dengan investasi modal fisik bagi keberhasilan jangka panjang
sebuah negara. Tingkat pendidikan merupakan masalah yang sangat
penting dalam kehidupan bangsa dan negara terutama pada ketena-
gakerjaan, karena tingkat pendidikan merupakan upaya nyata dalam
mengembangkan sumber daya manusia. Begitu pula tingkat pendi-
dikan sangat mempengaruhi mobilitas dari seseorang, semakin tinggi

tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kecende-
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rungan seseorang untuk melakukan migrasi.

Sering diamati bahwa perbedaan upah antar daerah yang besar
di suatu negara ada, di mana daerah dengan upah rendah juga dicirikan
dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Misalnya, di Distrik
Jerman Timur, biaya tenaga kerja mencapai 65 persen dari rata-rata
nasional pada tahun 2004 sementara tingkat pengangguran di Jerman
Timur sekitar 20 persen melampaui tingkat pengangguran nasional
dengan persentase lebih dari 8 poin (Institut Der Deutschen Wirtsc-
haft, 2006). Hubungan serupa telah diamati selama satu dekade, tanpa
kecenderungan konvergensi yang jelas. Pada saat yang sama, kualifika-
si formal yang lebih tinggi selalu dikaitkan dengan pengurangan risiko
pengangguran. Akhirnyakecenderungan untuk bermigrasi biasanya
lebih kuat untuk individu berkemampuan tinggi daripada yang berke-

terampilan rendah.

Dalam suatu studi yang komprehensif, yang diselenggarakan
oleh Barnum dan Sabot di Tanzania, hubungan antara pendidikan
dengan migrasi didokumentasikan secara jelas, terutama dalam hu-
bungannya dengan dampak menurunnya kesempatan kerja di perko-
taan terhadap karakteristik pendidikan para migrasi. Jebolan sekolah
menengah merupakan proporsi yang semakin besar dari arus migrasi.
Penjelasan yang ditawarkan oleh Barnum dan Sabot yaitu bahwa ke-
terbatasan kesempatan kerja di daerah perkotaan akan terbagi menu-
rut tingkat pendidikan, dan hanya mereka yang mengecap pendidikan
menengah yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
Mereka yang hanya mendapat pendidikan dasar, mendapatkan peker-
jaan dengan susah payah, dan dengan demikian proporsi mereka da-

lam arus migrasi mulai menurun (Todaro, 2006).

Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sum-
ber daya manusia yang berkualitas, karena pendidikan dianggap mam-

pu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai

Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris | 69



pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia se-
perti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangun-
an ke depan. Sumber Daya manusia yang berkualitas diyakini mampu
menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdam-
pak pada penciptaan lapangan kerja yang baru, yang pada akhirnya
meningkatkan permintaan tenaga kerja. Ketika pertumbuhan ekono-
mi di dalam negeri tinggi yang dibarengi dengan perluasan kesempat-
an kerja maka berdampak pada pengurangan pengangguran. Pendi-
dikan dalam hal ini berkorelasi negatif terhadap migrasi tenaga kerja

ke luar negeri.

Pendidikan adalah salah satu bentuk pengembangan human re-
source yang bermanfaat mengembangkan potensi yang ada pada ma-
sing-masing tenaga kerja dalam hubungannya dengan hidup berma-
syarakat. Pendidikan sangat penting dalam menentukan masa depan
masyarakat yang lebih baik dan sebagai modal dasar pembangunan
masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi utama
dalam meningkatkan kualitas human resource. Dengan pendidikan yang
optimal akan tersedia tenaga-tenaga kerja yang terdidik dan terampil
yang dapat mengantarkan ke arah perbaikan dalam pembangunan eko-
nomi. Dalam kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja, pendidikan
diasumsikan sebagai bentuk investasi yang dapat membantu mening-
katkan kapasitas produksi yang menyebabkan pada peningkatan kuali-
tas kerja. Suatu daerah tidak akan sanggup membangun daerahnya jika
tidak mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang
dimiliki masyarakatnya serta tidak dapat memanfaatkan potensi sum-

berdaya yang ada secara optimal, Tilaar (1990).

Salah satu upaya dalam mewujudkan relevansi pendidikan
dengan kebutuhan pembangunan ini dikenal dengan kebijakan link
and match. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan

mengefisienkan sumber daya manusia dengan sistem pendidikan.
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Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan oleh sistem
pendidikan dengan struktur lapangan kerja maka semakin efisien-
lah sistem pendidikan yang ada. Karena dalam pengalokasian sum-
berdaya manusia akan diserap oleh lapangan kerja (Fadhilah Rah-
mawati, dkk,2004).

Menurut Ace (1994), pendidikan memiliki pengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam mening-
katkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuh-
an masyarakat ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap
orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya
lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang.
Teori human capital menganggap pendidikan formal merupakan suatu

investasi, baik bagi individu maupun masyarakat

Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lebih terbuka bagi
mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal
ini karena pada umumnya tingkat kelangkaan dari lulusan pendidik-
an yang lebih tinggi juga lebih akurat, sehingga tingkat persaingannya
untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai juga lebih longgar. Kesem-
patan kerja bagi lulusan pendidikan tinggi lebih terbuka, sehingga se-
cara teoritis tingkat pengangguran pada kelompok ini cenderung lebih
kecil dibanding kelompok yang berpendidikan lebih rendah, namun
demikian kesempatan kerja itu akan menyempit dengan meningkat-
nya jumlah lulusan lulusan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan juga
mempengaruhi tingkat pendapatan, mereka yang mempunyai pendi-
dikan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang tinggi
pula. Pada dasarnya pendapatan yang lebih tinggi dari mereka yang
berpendidikan tinggi bukanlah hasil langsung dari investasi yang lebih
mahal pada pendidikan mereka yang lebih tinggi, melainkan dari sesu-

atu yang komplek.

Menurut screening hypothesis diutarakan oleh Psacharopoulos
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(Bellante dan Jackson, 1990) majikan pada umumnya mengetahui bah-
wa rata-rata tamatan pendidikan lebih tinggi mempunyai karakteristik
individu yang relatif lebih unggul sehingga ia mempunyai penghasil-
an yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata mereka yang pendidikan
rendah. Maka karena tingkat pendidikan dijadikan alat penyaringan
(screening device) maka majikan cenderung mengutamakan mereka
yang berpendidikan lebih tinggi untuk mengisi lowongan pekerjaan
yang tersedia, jika mereka yang berpendidikan tinggi mau menerima
upah yang sama dengan mereka yang berpendidikan rendah, akibat-
nya peluang kerja yang tersedia dari majikan bagi yang berpendidikan
lebih tinggi cenderung lebih luas dibandingkan mereka yang berpendi-
dikan lebih rendah. Walaupun demikian keberhasilan mereka menye-
lesaikan pendidikan sampai pada pendidikan tinggi sekalipun belum

merupakan jaminan segera mendapatkan pekerjaan.

Syahriani (2007) menyatakan banyak faktor yang memotiva-
si para pekerja Indonesia memilih bekerja di luar negeri diantaranya
peluang kerja yang terbatas, upah yang rendah, dan kemiskinan men-
dorong seseorang meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan
yang lebih baik di negara lain. Para migran ini pergi ke negara tujuan
yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diban-

ding negara asalnya.

Sejumlah ekonom berpendapat bahwa modal manusia sangat
penting bagi pertumbuhan ekonomi karena modal manusia membawa
eksternalitas positif. Eksternalitas adalah dampak dari tindakan seseo-
rang terhadap orang-orang di sekelilingnya. Seseorang yang berpendi-
dikan, misalnya mungkin memiliki gagasan — gagasan tentang cara ter-
baik untuk membuat barang dan jasa. Jika gagasan — gagasan ini masuk
ke dalam pool pengetahuan masyarakat, semua orang bisa memanfa-
atkannya, maka gagasan - tersebut merupakan manfaat eksternal dari

pendidikan. Dalam hal ini, manfaat pendidikan bagi masyarakat lebih
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besar daripada manfaatnya bagi individu. Argumen ini menjustifikasi
besarnya subsidi untuk investasi dalam modal manusia yang kita lihat
dalam pendidikan publik, Mankiw (2003)

S. Everet (1966) yang berkenaan dengan faktor pendorong dan
faktor penarik seseorang untuk bermigrasi antar negara. Antara fak-
tor pendorong dari negara asal pekerja migran ialah pertimbangan gaji
yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya akses so-
sial masyarakat di negara asal. Sementara faktor penarik di negara pe-
nempatan ialah gaji yang kompetitif, rendahnya tingkat pengangguran

dan kecenderungan seseorang meninggalkan negara asalnya.

Faktor Pendapatan Per Kapita

Setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup sejahtera, se-
jahtera menunjuk pada suatu keadaan yang serba baik atau suatu kon-
disi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan se-
hat. PDRB perkapita merupakan salah satu faktor pendorong terhadap
migrasi ke luar negeri. Hal ini didasari dengan asumsi bahwa PDRB
perkapita mempunyai hubungan langsung terhadap perbedaan tingkat
upah antara negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara salah satunya
nampak pada PDRB perkapita, dimana terdapat hubungan yang positif
antara tingkat PDRB perkapita dengan tingkat kesejahteraan sosial.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kese-
jahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi
tersebut meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan

kekayaan).

Variabel pendapatan perkapita, keaksaraan orang dewasa, dan
ketidakstabilan politik bernilai negatif. Pendapatan perkapita konsis-
ten dengan argumen yang menyatakan bahwa ekonomi yang tumbuh
dapat mencegah migrasi keluar. Keaksaraan orang dewasa bahkan sig-

nifikan 5 persen. Artinya, arus migrasi sangat sensitif terhadap ting-
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kat melek huruf orang dewasa. Upaya pencegahan emigrasi dapat di-
lakukan melalui pengembangan sumber daya manusia (Agboola dan
Acupan 2010). Hal ini bertentangan dengan teori modal manusia yang
mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin ting-
gi pula kecenderungan bermigrasi. Hasil ini mungkin mencerminkan
migran Filipina yang kebanyakan merupakan pekerja berketerampilan
rendah yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi untuk bermigra-
si sehingga akan berhubungan negatif dengan pengembangan modal

manusia.

Libman, dkk (2012) melakukan penelitian di India tentang hu-
bungan migrasi dengan kualitas perlindungan HAM dan kesejahtera-
an ekonomi. Di beberapa daerah di India memang mengalami kondisi
yang rawan terhadap perlindungan HAM yang dapat mengancam ke-
selamatan individu. Hasilnya, migrasi intra-nasional di India signifi-
kan terhadap perbedaan kondisi ekonomi dan politik. Sedangkan un-
tuk kualitas perlindungan HAM dan kesejahteraan ekonomi di negara

tujuan merupakan salah satu faktor yang menentukan migrasi.

Todaro dan Stephen C. Smith (2006) mengungkapkan kesejah-
teraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyara-
kat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama,
peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar
seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua,
peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang
lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai ke-
manusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan
pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat me-
rupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari
rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya
pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi di-

mana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat
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batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan

jasmani dan rohani.

Pendapatan perkapita mempunyai dampak positif terhadap pe-
nyerapan tenaga kerja. Pendapatan per kapita yang tinggi menjadi in-
dikator makmurnya penduduk suatu negara. Hal ini berdampak pada
tingginya konsumsi, konsumsi yang tinggi menyebabkan permintaan
akan barang dan jasa mengalami peningkatan, yang pada akhirnya
berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Manakala per-
mintaan tenaga kerja mengalami peningkatan maka berdampak pula
pada tingginya penyerapan tenaga kerja. Agboola dan Acupan (2010)
menyatakan bahwa tenaga kerja yang tidak bisa memasuki pasar te-
naga kerja di negara asal akan memilih menjadi migran internasional

untuk mencari peluang bekerja di negara lain.

Berapa Hasil Studi Terdahulu
Susilowati (1998) dan Waridin (2002) mengemukakan hasil stu-

dinya tentang beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi TKI ke
luar negeri, diantaranya adalah : faktor sosial, ekonomi, dan politik.
Para TKI yang berusia muda dan berpendidikan relatif tinggi cende-
rung untuk tidak menetap secara permanen. Sedangkan faktor lain
yang diduga mempengaruhi niat migrasi responden dalam bekerja di
luar negeri secara statistik tidak dapat menjelaskan bagaimana fenome-

na dari niat TKI responden untuk bekerja dan menetap di luar negeri.

Penelitian Sanis S (2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh
Upah, Lama Migrasi, Umur, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat
Migrasi Sirkuler Penduduk Salatiga ke Kota Semarang. Dalam pene-
litian tersebut tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh
upah, lama migrasi, umur, dan tingkat pendidikan Salatiga ke Kota Se-
marang. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan upah dan tingkat

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat migrasi
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sirkuler penduduk Salatiga ke kota Semarang sedangkan lama migra-
si dan umur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat

migrasi sirkuler penduduk Salatiga ke kota Semarang.

Wijoyo (2011) yang berjudul “Determinan migrasi netto inter-
nasional di ASEAN+6 (Cina,Jepang,KoreaSelatan,India, Australia dan
Arab Saudi) selama periode waktu 1980-2010 dan pola migrasi keluar
Indonesia dari tahun 1994-2008 ”. Tingkat migrasi netto menjadi vari-
abel dependen model ASEAN+6, sedangkan persentase migrasi keluar
Indonesia menjadi variabel dependen untuk model migrasi Indonesia.
Model Panel GLS-LSDV dipergunakan untuk menjelaskan kedua mo-
del. Dari hasil analisis, mengindikasikan bahwa untuk kasus ASEAN+6
faktor penarik (pendapatan perkapita) lebih kuat dibandingkan faktor
pendorong (tingkat pengangguran), sementara untuk Indonesia hanya
rasio pendapatan perkapita yang terbukti berkorelasi positif dengan

migrasi keluar Indonesia.

Rustariyuni (2013) yang berjudul “ Faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi minat migran melakukan mobilitas non permanen ke Kota
Denpasar ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya
pengaruh upah, lama melakukan mobilitas sirkuler, umur dan ting-
kat pendidikan secara simultan dan parsial terhadap mobilitas sirkuler
ke Kota Denpasar serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh
dominan terhadap mobilitas sirkuler ke Kota Denpasar. Metode pe-
nelitian ini menggunakan data primer dengan alat analisis binary lo-
gistic karena variabelnya bersifat dikotomi yaitu menggunakan vari-
abel dummy, variabel bebasnya merupakan kombinasi antara matrik
dan numerik (non-numerik). Dari hasil perhitungan rumus Slovin
diperoleh jumlah sampel 82 orang responden, akan tetapi penelitian
ini dilakukan sebanyak 90 responden. Hasil penelitian variabel umur,
tingkat pendidikan, lama melakukan mobilitas dan upah berpengaruh

secara simultan dan signifikan terhadap keputusan minat melakukan
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mobilitas ke Kota Denpasar. Variabel tingkat pendidikan dan upah se-
cara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan minat melakukan

mobilitas ke Kota Denpasar

Budijanto (2015) yang berjudul “ Migrasi Internasional TKI dan
pemanfaatan remitansi di daerah asal. Penelitian ini menjelaskan ber-
bagai kondisi yang melatarbelakangi rumah tangga TKI yang termoti-
vasi melakukan migrasi Internasional: pengiriman remitansi ke daerah
asal, dan dampak migrasi Internasional TKI terhadap kondisi ekono-
mi, sosial, dan budaya pada rumah tangga keluarga TKI di daerah asal.
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif,
pengumpulan data dengan teknik wawancara. Analisis data dengan
analisis deskriptif dan partial least square. Hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa 1) faktor demografis, faktor sosial ekonomis dan faktor so-
sial budaya sebagai faktor pendorong terhadap tingginya motivasi mi-
grasi Internasional TKI dari daerah asal, 2) faktor lingkungan bekerja
TKI dan faktor sosial ekonomi TKI di Luar Negeri, yang menentukan
tingginya remitansi ke daerah asal 3) faktor migrasi dan remitansi yang
menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi sosial, budaya di

daerah asal.

Allo (2016) yang berjudul “ perkiraan pola migrasi antar pro-
vinsi di Indonesia: pendekatan demografi-ekonomi ”. Hasil analisis
menunjukkan bahwa variabel rasio UMP/KHL dan PDRB perkapita
memiliki dampak positif dan signifikan (secara berturut-turut (0.2501
dan 0,2742). Sedangkan variabel Indeks Gini memiliki dampak negatif,
tetapi tidak signifikan (-0.0730)

Puspitasari (2016) yang berjudul “faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi migrasi tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan provinsi di
indonesia ”. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitiannya yai-
tujumlah pengangguran, PDRB per kapita dan rata-rata lama menem-

puh pendidikan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel jumlah
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pengangguran, PDRB per kapita, rata-rata lama seseorang menempuh
pendidikan, dan jumlah penduduk miskin secara bersama-sama berpe-
ngaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja keluar Indonesia. Se-
lanjutnya, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja ke luar
negeri. Variabel rata rata lama seseorang menempuh pendidikan dan
PDRB perkapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

migrasi.
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Bab IV

Kajian Teoretis Penyerapan Tenaga
Kerja, Upah, Pengeluaran Pemerintah,
Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Ayu Latifah Alfisyahrin Yunus
Madris

upah, pengeluaran pemerintah, investasi, mutu SDM, pertum-

F okus utama dari kajian teoretis ini adalah pembahasan tentang

buhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan
Penyerapan Tenaga Kerja

Perkembangan studi [Imu ekonomi makro mempelajari struk-
tur, kinerja dan perilaku ekonomi secara keseluruhan. Pusat perhatian

dari penelitian ilmu ekonomi makro ialah pemahaman terhadap fak-

tor-faktor penentu dari kecenderungan umum dalam perekonomian
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yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga
kerja, inflasi, dan transaksi internasional. Kinerja perekonomian yang
baik tentu saja dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan infla-
si yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di
mana terdapat hubungan yang erat antar kebijakan dan kinerja pere-

konomian (Snowdown dan Vane, 2005).

Pemikiran Keynes (1936) merupakan tonggak ilmu ekonomi
makro modern, meskipun sebelum itu Klasik telah membahas me-
ngenai tenaga kerja, siklus bisnis, inflasi dan pertumbuhan, namun
pembahasannya menggunakan pendekatan mikro, dengan meng-
gunakan mekanisme pasar. Kemudian depresi besar menunjukkan
bahwa mekanisme pasar dan asumsi kesempurnaan informasi tidak
bisa diandalkan. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam depresi be-
sar, mekanisme pasar gagal dalam mengoordinasikan perekonomi-
an. Sehingga Keynes (1936) mengatakan perlu adanya pihak ketiga
(pemerintah) melakukan koordinasi untuk mengatasi kegagalan

tersebut.

Kehadiran teori Keynes terutama berkaitan dengan ide kegagal-
an pasar, dan pengangguran yang terpaksa (involuntary unemployment)
mempersulit rekonsiliasi antara kubu Keynes dan Klasik (Snowdown
dan Vane, 2005). Teori keseimbangan umum mengatakan bahwa akan
terjadi keseimbangan di setiap pasar. Menurut pandangan klasik, apa-
bila terjadi surplus tenaga kerja dalam hal ini pengangguran dapat di-
cegah dengan mekanisme harga di pasar bebas agar permintaan yang

tercipta dapat menyerap semua penawaran.

Mis-alokasi sumber daya yang dapat menyebabkan permasa-
lahan tenaga kerja ini bersifat sementara karena kemudian dapat di-
atasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004). Sehingga jika terjadi
kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun pada tingkat

keseimbangan yang menyebabkan biaya produksi akan turun dan per-
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mintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena produsen mampu
melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari

penurunan upah.

Pasar Tenaga Kerja mengikuti pasar barang apabila output naik
maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau penyerapan tenaga
kerja juga naik begitupun sebaliknya. Keynes menekankan bahwa pro-
ses makro adalah proses menuju keseimbangan umum (general ekui-
librium). Apabila terjadi suatu perubahan (misalnya, I atau G atau MS
berubah), maka akan mempunyai pengaruh berantai terhadap semua
pasar (Mankiw, 2008).

Menurut Keynes (1936), hal ini tidak dapat dilimpahkan ke
mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan
turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penu-
runan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap ba-
rang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak
dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga perlu adanya campur tangan
pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar
seluruh sektor perekonomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan
(Soesastro et al., 2005).

Greenwald dan Stiglitz (1987) berpendapat bahwa kedua aliran
Klasik dan Keynes dapat disatukan dengan dua cara, yaitu teori makro
diaplikasikan dalam teori mikro (pendekatan New Clasical), selanjutnya
teori mikro diaplikasikan dalam teori makro (pendekatan Keynesian
Baru). Kemudian, pemikiran Keynes dikritik oleh new classical yang
dipelopori oleh Lucas yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah
untuk stabilitas justru akan membuat gejolak perekonomian semakin
tidak stabil. Kelompok ini berpendapat bahwa perekonomian kapitalis
secara alamiah membawa kestabilan sehingga tidak perlu ada campur
tangan pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga hanya akan menye-

babkan adanya kejutan (shock) yang tidak diantisipasi dan merupakan
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sumber terjadinya gejolak perekonomian. Sehingga dalam hal ini cam-

pur tangan pemerintah tidak diperlukan.

Sama halnya dengan pemikiran Keynes, Davidson (1998) seba-
gai tokoh dari pemikiran Post Keynesian, berpendapat bahwa invol-
untary unemployment dapat dijelaskan dari ketidak cukupan effective
demand, ketidakstabilan nilai tukar, dan mobilitas internasional dari
keuangan yang menciptakan ketidakpastian dapat melemahkan keper-
cayaan produsen dalam menciptakan investasi yang dapat mengurangi

pengangguran.

Kemudian tenaga kerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat
upah tertentu akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan (Sukirno,
2010). Pandangan lain tentang kesempatan kerja adalah kesempatan
kerja sebagai lapangan pekerjaan yang sudah diisi (employment) dan la-
pangan pekerjaan yang masih lowong (vanacy). Dari lapangan peker-
jaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja. Ada-
nya kebutuhan tersebut berarti ada kesempatan kerja bagi orang yang
menganggur. Dengan diisinya lapangan pekerjaan oleh para pengang-
gur itu, maka berarti kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang
sudah diduduki/diisi (Hakim, 2004).

Selanjutnya penyerapan tenaga kerja yang dapat dikatakan se-
bagai permintaan tenaga kerja, atau sumber daya produktif lainnya,
adalah permintaan turunan. Ini berarti bahwa permintaan tenaga kerja
bergantung pada permintaan akan barang atau jasa yang digunakan
untuk diproduksi atau disediakan. Di bidang manufaktur, tenaga kerja
diminta untuk berkontribusi terhadap produksi produk-produk se-
perti mobil, pesawat televisi, atau roti. Dengan demikian, penurun-
an permintaan mobil akan mengurangi permintaan pekerja otomotif.
Di sektor jasa, tenaga kerja dibutuhkan oleh perusahaan karena secara
langsung memberikan keuntungan terhadap konsumen. Peningkatan

permintaan akan layanan penitipan anak, misalnya, akan meningkat-
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kan permintaan akan pekerja penitipan anak. Fakta bahwa perminta-
an tenaga kerja adalah permintaan turunan berarti bahwa kekuatan
permintaan untuk jenis tenaga kerja tertentu akan bergantung pada
(1) seberapa produktif tenaga kerja tersebut dalam membantu mencip-
takan suatu produk atau jasa dan (2) nilai pasar dari barang itu (Mc-
Connell, 2017).

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan
Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sulistiyanti (2010) di dalam pasar kerja, sumber dari
permintaan terhadap tenaga kerja ialah dunia usaha yang tersebar di
berbagai sektor ekonomi. Skala output yang akan dihasilkan oleh dunia
usaha menentukan seberapa banyak faktor-faktor produksi akan digu-
nakan dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu fak-
tor produksi, yang permintaannya antara lain ditentukan oleh; tingkat
substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain, permintaan
terhadap output yang dihasilkan, tingkat substitusi antara tenaga kerja
dengan faktor produksi lain, besarnya upah pekerja, motivasi perusa-

haan dan produktivitas tenaga kerja.

Teori pertumbuhan Harrod Domar yang merumuskan per-
tumbuhan ekonomi dalam keadaan mantap (steady growth) seba-
gai fungsi linier terhadap besarnya PDB dengan gradient arah garis
adalah perkalian antara rasio modal produksi (kebalikan COR) de-
ngan kecenderungan menabung marginal (MPS). Hal ini menun-
jukkan bahwa kesempatan kerja yang berasal dari pertumbuhan
PDB tergantung pada besar kecilnya COR (Capital Output Ratio) dan
MPS (Marginal Propensity to Save) serta besarnya bagian pertum-
buhan ekonomi itu yang dialokasikan untuk kesempatan kerja baru
(Todaro, 2013).
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Teori pertumbuhan Robert M. Solow dan James E.Meade, yang
mengkritisi kelemahan teori Harrod Domar yang dianggap sangat
rentan terhadap bahaya inflasi dan depresi berkepanjangan jika asum-
si syarat keseimbangan tidak dipenuhi (warranted growth tidak sama
dengan natural growth). Kemudian Solow menggunakan fungsi pro-
duksi Cobb-Douglas yang mengijinkan capital dan tenaga kerja untuk
tumbuh pada tingkat yang berbeda. Sementara Meade mengeneralisir
lebih jauh dengan menambahkan faktor tanah dan trend waktu sebagai

pengaruh perkembangan teknologi.

Kemudian secara umum Harijono (2010) berpendapat bahwa
pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan
suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan pro-
duksi ini akan meningkatkan kebutuhan input tenaga kerja, sehingga

akan memperluas penyerapan kesempatan kerja.

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Mutu
Sumberdaya Manusia

Secara konseptual, perkembangan terpenting dalam kebangkit-
an ekonomi tenaga kerja modern adalah revolusi 'Human capital yang
terkait dengan Gary Becker dan Jacob Mincer. Analisis modal manu-
sia berkonsentrasi pada pengambilan keputusan individu, terutama
yang berkaitan dengan penawaran tenaga kerja yang sering dikaitkan
dengan sosiologi daripada ekonomi. Sebelum Human capital Becker,
banyak ekonom tenaga kerja cenderung menganggap keputusan pa-
sokan tenaga kerja hanya didasarkan pada rasionalitas ekonomi dan
karena teori dan analisis yang ketat dipandang sebagai bidang subjek
yang buruk. Dengan menempatkan keputusan mengenai pendidikan
dan bentuk lain dari peningkatan keterampilan dalam kerangka inves-
tasi dan mengembangkan implikasi seperti pada upah, waktu kerja,

dan beragam bentuk perilaku lainnya, analisis modal manusia secara
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fundamental mengubah cara para ekonom melihat penawaran tenaga
kerja (Macmillan, 2018).

Human capital menurut Backer ialah manusia bukan hanya se-
kedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan
pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan
kegiatan investasi. Kemudian Davenport menyatakan bahwa hu-
man capital sebagai seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk
diinvestasikan dalam pekerjaan mereka yang termasuk juga dida-
lamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu (Atmanti,
2005). Sehingga human capital merupakan nilai dan atau kualitas
dari seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa poten-
sial orang atau tenaga kerja tersebut bisa berproduksi dalam per-
ekonomian terutama menghasilkan barang dan jasa (Suaidah dan
Cahyono, 2013).

Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang
sumber daya manusia, yang dimana investasi dalam bentuk pendidikan
dinamakan dengan Human capital (teori modal manusia). Pendidikan
sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesempatan
kerja yang ada, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan
semakin tinggi pula produktivitasnya. Sehingga peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dapat menciptakan

lapangan pekerjaan baru (Sari, 2013).

Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai
sebagai stock manusia, dimana nilai stock manusia setelah mengikuti
pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan
dapat meningkatkan nilai yang dapat berupa peningkatan penghasilan
individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasi-
onal (social benefit) individu dibandingkan dengan sebelum mengecap
pendidikan (Idris, 2007).
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Investasi perusahaan dalam bentuk pelatihan umum dapat men-
jadi investasi yang agak berisiko bagi pemberi kerja, karena jika pem-
beri kerja mencoba mempertahankan kenaikan upah pasca-pelatihan
di bawah peningkatan produktivitas pendapatan marjinal, pekerja
yang terlatih dapat memilih keluar dan penyerapan tenaga kerja dapat
menurun. Karena dengan pelatihan umum juga dapat meningkatkan
produktivitas dengan pemberi kerja lain yang menyebabkan peker-
ja terlatih memiliki insentif untuk mencari tawaran upah yang lebih
tinggi dari pemberi kerja yang tidak memiliki biaya pelatihan untuk
dibayar (Ehrenberg, 2012).

Kemudian menurut Becker (1993) investasi pada pelatihan
umum dapat terjadi hanya jika terdapat perjanjian tertulis antar tenaga
kerja dan pemberi kerja karena biaya mobilitas yang tinggi. Sehingga
perusahaan sering berinvestasi dalam pelatihan umum untuk para pe-
kerjanya, dan investasi ini disebut-sebut sebagai alasan lain untuk per-

caya bahwa pasar tenaga kerja dicirikan oleh kondisi monopsonistik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zimmer (2016) me-
ngenai pentingnya pendidikan terhadap pengangguran memperoleh
bahwa pada jangka pendek pendidikan penting dalam mempengaruhi
kemampuan individu yang menganggur agar dapat terserap pada la-
pangan pekerjaan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkat-
kan kemungkinan pengangguran akan muncul dengan upah yang
sebanding dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari

pekerjaan baru.

Mengingat pentingnya peran pendidikan, maka investasi modal
manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan
walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka
panjang secara makro dimana manfaatnya baru dapat dirasakan setelah
puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan

prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan
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yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan
ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal ma-
nusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kom-

petitif dalam masyarakatnya (Atmanti, 2005).

Tingkat pendidikan angkatan kerja berpengaruh positif terha-
dap kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan maka kesempatan kerja akan semakin besar. De-
ngan tingkat pendidikan yang semakin tinggi seseorang akan lebih
mudah mengakses informasi pekerjaan, memenuhi kualifikasi yang
diinginkan pasar kerja sehingga memperbesar kemungkinan untuk
diterima bekerja (Sadariawati, 2010). Hal tersebut sejalan dengan pe-
nelitian Asiedu (2004) yang mengemukakan bahwa infrastruktur yang
baik, pendapatan yang lebih tinggi, keterbukaan terhadap perdagang-
an dan angkatan kerja yang terdidik mempunyai dampak yang positif

terhadap kesempatan kerja di Afrika.

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Investasi
Todaro (2013) menyatakan bahwa sumber daya yang akan digu-

nakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi pada masa yang
akan datang disebut investasi. Sehingga investasi dapat diartikan se-
bagai pengeluaran atau pembelian barang-barang modal dan perleng-
kapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang
dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, dimana investasi dapat

disebut juga sebagai penanaman modal atau pembentukan modal.

Menurut Ismei (2015), nilai investasi dapat menjadi salah satu
faktor penentu laju pada pertumbuhan ekonomi dan selain dapat men-
dorong kenaikan output secara signifikan, investasi juga akan mening-
katkan permintaan input yaitu tenaga kerja. Sehingga dengan adanya
investasi dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempenga-

ruhi penyediaan kesempatan kerja.
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Peningkatan investasi pada suatu perusahaan dapat mening-
katkan penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya peningkatan
investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada
industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan dapat meningkat-
kan jumlah output yang akan dihasilkan, sehingga lapangan pekerjaan
meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau akan meningkat-

kan penyerapan tenaga kerja (Ismei et al, 2015).

Adapun teori yang menjelaskan hubungan antara pertumbuh-
an ekonomi, modal fisik dan tenaga kerja yaitu teori fungsi produksi
Cobb Douglas dalam teori ini menjelaskan adanya pembagian penda-
patan nasional diantara modal dan tenaga kerja tetap konstan selama
periode yang jangka panjang. Dengan kata lain, ketika perekonomian
mengalami pertumbuhan yang baik, pendapatan total pemilik modal
(investor) dan pendapatan total pekerja tumbuh pada tingkat yang
nyaris sama (Mankiw, 2008).

Investasi yang ditanamkan pada suatu negara atau daerah diten-
tukan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat bunga, ekspektasi tingkat re-
turn, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat laba perusahaan, situasi
politik, dan kemajuan teknologi (Sondakh, 2017). Adanya kegiatan in-
vestasi di suatu Negara atau daerah dapat memberikan pengaruh yang
sangat besar terhadap perekonomian dan perluasan kesempatan kerja,
karena investasi dapat menambah jumlah daripada kapital. Tanpa in-
vestasi maka tidak akan ada pabrik/mesin baru, dan dengan demikian

tidak ada ekspansi.

Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya men-
ciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. De-
ngan asumsi “‘full employment’, maka semakin besar kapasitas produksi
akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Ini karena
investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, dimana sa-

lah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja (Putri, 2018). Dengan
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begitu, perekonomian dapat menyerap seluruh kelebihan tenaga te-
naga kerja, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga

kerja.

Kemudian Teori pembangunan Lewis yang menjelaskan me-
ngenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tena-
ga kerja berasal dari investasi di sektor industri dan akumulasi modal
secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan
output yang akan menyebabkan pengalihan tenaga kerja dari sektor
pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan
pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sek-
tor modern (Todaro, 2013).

Selanjutnya hasil penelitian Sulistiawati (2012) menyatakan
bahwa investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi dan begitu pula pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan
tenaga kerja provinsi di Indonesia tetapi lain halnya dengan hubung-
an investasi dan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh signifikan
dan mempunyai hubungan yang positif . Kenaikan investasi akan dii-
kuti dengan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja provinsi di Indo-

nesia.

Kaitan Teoretis Upah Terhadap Investasi, Mutu
Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan
Penyerapan Tenaga Kerja

Hart (1980) berpendapat bahwa pada negara maju upah merupa-
kan alat seleksi yang digunakan untuk memperoleh tenaga kerja yang
berkualitas dengan upah sebagai pendorong produktivitas serta dapat
menjadi mekanisme insentif bagi pekerja. Lain halnya pendapat Mal-
comson (1981) yang mengemukakan bahwa pekerja akan menuntut

upah berdasarkan tingkat produktivitasnya dengan besaran upah yang
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dibayarkan dapat berada di atas ataupun di bawah tingkat upah mini-

mum.

Selanjutnya Wood (1994) menyatakan bahwa tenaga kerja yang
berketerampilan rendah di negara maju dapat dirugikan dengan ada-
nya hubungan perdagangan dengan negara berkembang yang dapat
mengurangi upah pekerja berketerampilan rendah di Amerika Serikat
dan Eropa. Sama halnya dengan pendapat Krugman (1994) yang juga
berfokus pada pergeseran permintaan relatif untuk pekerja dengan
keterampilan berbeda. Di Amerika serikat perubahan teknologi telah
diserap oleh ketidaksetaraan upah yang lebih besar. Sementara di Ero-
pa, preferensi untuk perbedaan upah yang lebih rendah menyebabkan
upah sebagian besar tenaga kerja meningkat yang dapat menyebabkan

terjadinya peningkatan pengangguran (Bertola dan Ichino, 1995).

Mankiw (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ialah upah. Penetapan tingkat
upah oleh pemerintah daerah akan berdampak terhadap tinggi ren-
dahnya penyerapan tenaga kerja yang terjadi di suatu daerah. Pening-
katan nilai upah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan
upah minimum dapat mengakibatkan penurunan jumlah orang yang
bekerja di suatu wilayah (Kaufman dan Hotchkiss, 1999)

Kemudian permintaan tenaga kerja sanga berperan mengurangi
pengangguran melalui upah minimum. Apabila kenaikan upah mini-
mum yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah permintaan te-
naga kerja, diimbangi dengan kenaikan investasi, tentunya hal ini akan
memperbesar permintaan tenaga kerja (Mahayana, 2014). Hal yang
sama diungkapkan oleh Stigler (1946) yang menyatakan bahwa upah
yang melebihi upah ekuilibrium menyebabkan penawaran tenaga ker-
ja akan melebihi permintaan tenaga kerja yang menciptakan surplus
tenaga kerja. Sehingga akan terdapat persaingan diantara tenaga kerja

dalam memperebutkan pekerjaan.
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Wicaksono (2002) mengatakan bahwa secara teoretis, pada pa-
sar sempurna, pengangguran dapat diartikan dengan leisure, karena-
nya pengangguran yang terjadi bersifat voluntary. Sementara pene-
tapan tingkat upah minimum oleh pemerintah dapat menyebabkan
pengangguran involuntary. Di Indonesia terdapat peraturan penetap-
an upah minimum, secara keseluruhan pasar tenaga kerja bersifat flek-
sibel, yang artinya penentuan upah dapat dilakukan secara individual
maupun melalui serikat pekerja dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh
UMR.

Selanjutnya terdapat pengaruh timbal balik dalam hubungan in-
ternal antara upah dan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, pengaruh
timbal balik antara upah dan pertumbuhan ekonomi tercermin dalam
dua aspek. Bagi pekerja, upah berarti pendapatan, kenaikan upah akan
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dapat mendorong
permintaan konsumsi. Pada saat yang sama, upah berarti biaya peru-
sahaan, peningkatan upah meningkatkan biaya produksi perusahaan
yang dapat mengurangi efisiensi produksi perusahaan dan pada akhir-
nya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Melalui model simula-
si upah multi-atribut yang ditingkatkan, diperoleh upah minimum dan
pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan siklis dengan mengguna-
kan analisis data aktual USA 1982 -2013 tahun (Xu, 2015).

Kemudian, rendah atau tidak sesuainya tingkat upah yang di-
peroleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta
tanggungannya merupakan permasalahan yang langsung menyentuh
para pekerja (Mansur et al., 2014). Jika upah yang ditetapkan pada su-
atu daerah terlalu rendah maka pekerja dapat menolak mendapatkan
upah tersebut yang akan berakibat pada tingginya tingkat pengang-

guran.

Teori kekakuan upah (wage rigidity) dijelaskan oleh Salvatore

(2007). Menurut Salvatore teori yang signifikan untuk menjelaskan
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keadaan perekonomian di suatu daerah khususnya di Indonesia adalah
teori kekakuan upah (wage rigidity), yaitu gagalnya upah melakukan
penyesuaian agar penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Jika
kebijakan upah minimum diterapkan di atas tingkat keseimbangannya
maka terjadi kekakuan upah, dimana upah tidak akan bergerak menu-
ju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di
pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Sektor
usaha akan mengurangi jumlah pekerja sehingga timbul penganggur-

an (Sarimuda dan Soekarnoto, 2014).

Berbeda dengan teori kekakuan upah, penelitian yang dilakukan
oleh Poyoh et al. (2017) yang melihat hubungan upah dan pengang-
guran di Sulawesi Utara bersifat negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh
tingkat kenaikan upah berada di bawah titik keseimbangan pasar yang
menyebabkan para penganggur segera mencari pekerjaan. Kemudian
Efficiency Wage Theory menyatakan bahwa tingkat upah yang ting-
gi dapat mendorong para pekerja untuk giat bekerja dan meningkat-
kan produktivitasnya. Sehingga dengan pendapatan yang tinggi maka
pekerja akan membeli makanan yang lebih bergizi untuk menambah
energinya yang akan menambah tingkat produktivitasnya (Sumarso-
no, 2003).

Lain halnya dengan studi Mazumdak (2007) di India, yang
mengamati perubahan kesempatan kerja berkaitan dengan perubah-
an tingkat upah. Mazumdar menyimpulkan bahwa ada trade-off antara
employment-growth dengan wage-growth, artinya jika ada pertumbuhan
upah, maka pertumbuhan kesempatan kerja menurun dan sebaliknya
jika ada penurunan upah, maka kesempatan kerja akan meningkat. Hal
ini menjelaskan bahwa upah yang tinggi akan menurunkan perminta-

an tenaga kerja.

Menurut Mankiw (2008) terdapat dua alasan terjadinya peng-

angguran, pertama karena dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan
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antara para pekerja dengan pekerjaan yang dapat menciptakan peng-
angguran friksional. Kedua ialah kekakuan upah yang dimana ketika
gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja
sama dengan permintaanya yang menciptakan pengangguran struktu-
ral. Sehingga dari kedua penyebab tersebut dapat diperoleh dua jenis

pengangguran berdasarkan penyebab terbentuknya.

Menurut Keynes (1963) upah sangat ditentukan oleh faktor-fak-
tor yang tidak terkait dengan pasar tenaga kerja dan mekanisme pem-
bentukan upah tidak mampu mengembalikan keseimbangannya. Fak-
tor riil yang membuat penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga
kerja cenderung seimbang bukanlah upah tetapi perubahan ketersedi-
aan lapangan kerja, karena pengusaha menanggapi naik atau turunnya
permintaan pasar akan produk dengan memberhentikan atau merek-
rut tenaga kerja. Setelah titik pekerjaan penuh tercapai, kenaikan upah
memerlukan perluasan pasokan tenaga kerja dan kemudian aturan
neoklasik berlaku dimana penentuan upah menggunakan mekanisme
harga (Kryniska, 2010).

Kaitan Teoretis Pengeluaran Pemerintah Terhadap
Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Mutu SDM dan
Penyerapan Tenaga Kerja

Laksono (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah da-
pat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi.
Selain itu, juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pe-
ngeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan masyarakat sehingga
mendorong permintaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan
agregat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan output
produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan input pro-

duksi, salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga akan tercipta kesem-
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patan kerja baru. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran pemerintah
akan menambah kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Proyek-pro-
yek yang dibiayai oleh pemerintah seperti membangun jalan, sekolah,
atau fasilitas lain umumnya bersifat padat karya sehingga dapat mena-
ikkan penyerapan tenaga kerja dalam hal ini permintaan tenaga kerja

akan meningkat.

Kemudian berdasarkan analisis empiris Briickner (2012) me-
nunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja dalam hal ini penawar-
an tenaga kerja, lapangan kerja (permintaan tenaga kerja), dan tingkat
pengangguran dapat meningkat secara signifikan sebagai respons ter-
hadap guncangan pengeluaran pemerintah di banyak negara OECD.
Hasilnya kuat untuk skema identifikasi alternatif, penyertaan variabel
kontrol, dan sub periode yang berbeda untuk sebagian besar negara
kecuali Amerika Serikat, di mana respons pengangguran terhadap
guncangan fiskal tampaknya telah mengubah pola secara substansi-
al dari waktu ke waktu. Sejalan dengan hasil penelitian Isiaka (2020)
menunjukkan bahwa dampak pengeluaran pemerintah terhadap peng-
angguran bersifat ambigu. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah
dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja tetapi belum

tentu mengurangi pengangguran.

Menurut Harrod Domar terdapat berbagai macam pengeluar-
an pemerintah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Dalam teori ini peran investasi yang menjadi aspek utama, dimana
investasi berdampak positif melalui proses multiplier effect terhadap
permintaan agregat dan penawaran agregat melalui pengaruh kapasi-
tas produksi (Todaro, 2013).

Kemudian menurut pengeluaran pemerintah dapat diklasifika-
sikan sebagai investasi yang menambahkan kekuatan dan ketahanan
ekonomi di masa yang akan datang, pengeluaran langsung membe-

rikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagai penghemat pengeluar-
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an yang akan datang. Tidak hanya itu pengeluaran pemerintah dapat
menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan penyebaran te-
naga kerja yang lebih luas (Sodik, 2007).

Selanjutnya Cottarelli (2012) dalam studi deskriptif besar pada
sampel yang terdiri dari beberapa negara berkembang menunjukkan
bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk tunjangan penganggur-
an mengurangi pengangguran ketika didistribusikan dengan jangka
waktu yang pendek. Berbeda dengan penelitian Abubakar (2016) yang
melakukan kajian mengenai pengangguran di Nigeria tahun 1981-
2015 berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah tidak mengurangi

pengangguran tetapi malah meningkatkan jumlah pengangguran.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel yang
mempengaruhi perhitungan pertumbuhan ekonomi tetapi pengaruh-
nya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Tetapi pengelu-
aran pemerintah juga menjadi hal yang kursial karena mempunyai efek
sosial politis yang strategis sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun
stabilisasi. Tidak hanya itu, pengeluaran pemerintah pun mempunyai
efek multiplier terhadap ekonomi makro riil dalam pergerakan jang-
ka pendek dari output dan ketenagakerjaan (Samuelson dan Nordhaus,
2010).

Terdapat berbagai macam pengeluaran pemerintah yang dapat
memberikan kontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekono-
mi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kesem-
patan kerja, investasi dan profitabilitas yang akan mempengaruhi per-
mintaan agregat. Pengaruh terhadap permintaan agregat inilah yang

nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Diamond, 1989).

Selanjutnya penelitian Harijono (2013) yang tidak sepenuhnya
sesuai dengan teori makro Keynes, karena walau investasi sektor pe-
merintah dan swasta berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekono-

mi, tetapi pengaruhnya terhadap perluasan kesempatan kerja ternyata
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lemah. Hal tersebut disebabkan oleh investasi swasta berpengaruh le-
mah terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali sehingga pengaruh
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali terhadap kesempatan kerja

pun menjadi lemah pula.

Beberapa Hasil Kajian Empiris Sebelumnya

Terdapat beberapa hasil penelitian dan studi empiris yang per-
nah dilakukan sebelumnya terkait dengan kesempatan kerja. Kasau
(2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pengeluaran peme-
rintah terhadap kesempatan kerja melalui investasi dan dampaknya
pada Kawasan Timur dan Barat Indonesia. Variabel yang digunakan
ialah pengeluaran pemerintah, pembeda intersepsi, pembeda slopel
(pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja), dan pembeda
slope 2 (investasi terhadap kesempatan kerja). Metode yang digunakan
dalam penelitian ini ialah Struktural Equation Modelling (SEM) dengan
hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpe-
ngaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan kesempatan kerja
baik langsung, tidak langsung maupun secara total. Demikian juga hal-
nya pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja baik di KTI mau-
pun di KBI. Namun pengaruh di KTT lebih kecil dibandingkan dengan
pengaruh di KBI.

SERB (2016) dalam penelitiannya mengenai analisis tingkat
kesempatan kerja dari perspektif faktor-faktor penentunya dengan
menggunakan variabel jumlah penduduk, imigran, dan kesempatan
kerja di Romania. Penelitian ini menggunakan model regresi linear
dengan hasil yang diperoleh ialah Hasil penelitian diperoleh jumlah
penduduk dan tingkat lapangan kerja terdapat hubungan sebab aki-
bat, dan intensitas yang kuat antara keduanya. Hasil koefisien ko-
relasi menunjukkan bahwa antara proyeksi penduduk dengan vari-

abel penyebab-tingkat lapangan kerja (sumber daya kerja) terdapat
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korelasi, pada dasarnya data menunjukkan korelasi deterministik.
Tingkat kesempatan kerja telah menurun sebagai akibat dari pe-
ningkatan jumlah imigran, sementara antara jumlah total imigran
permanen dan tingkat kesempatan kerja terdapat hubungan balik

yang lemah.

Jamir (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pendidik-
an terhadap kesempatan kerja, pendapatan dan kemiskinan di Naga-
land dengan variabel yang digunakan adalah pendidikan, kesempatan
kerja, pendapatan, dan kemiskinan. Model yang digunakan dalam pe-
nelitian ini adalah regresi linear yang menghasilkan beberapa kesim-
pulan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pendidikan
terhadap pendapatan dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa, se-
makin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka semakin
tinggi pula tingkat pekerjaan dan pendapatan serta diketahui pula bah-
wa pencapaian pendidikan rumah tangga dan tingkat kemiskinan ber-

hubungan berbanding terbalik.

Sitompul (2019) dalam penelitiannya mengenai analisis dari pe-
ngaruh GDP, FDI, dan upah minimum terhadap Kesempatan Kerja
di Indonesia dengan variabel yang digunakan ialah Produk Domestik
Bruto (PDB), Foreign Direct Investment (FDI), upah minimum, dan Ke-
sempatan Kerja. Model yang digunakan yaitu Multiple linear regression
dengan hasil yang diperoleh ialah PDB dan upah minimum berpenga-
ruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indo-
nesia, sedangkan variabel FDI tidak berpengaruh terhadap penyerapan
tenaga kerja. Secara parsial, PDB dan upah minimum masing-masing
memiliki pengaruh yang sama, yaitu positif dan signifikan terhadap
penyerapan tenaga kerja. Dari ketiga variabel independen tersebut,
PDB memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyerapan tena-

ga kerja di Indonesia.

Adeem (2019) dalam penelitiannya mengenai Penentu Sosial-

Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris | 99



-Ekonomi Pekerjaan di Pakistan dengan variabel yang digunakan ada-
lah tingkat kesempatan kerja, PDB per kapita, penerimaan pada se-
kolah menengah, Perdagangan, FDI, stabilitas politik, pembentukan
modal tetap bruto, Jumlah uang beredar, dan pengeluaran pemerintah.
Model yang digunakan ialah regresi linear dan diperoleh hasil peneli-
tian yang menunjukkan bahwa PDB per kapita dan pengeluaran pe-
merintah.
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Bab Vv

Keterkaitan antara Faktor
Sosial Ekonomi dengan
Penyerapan Tenaga Kerja

Nurul Rabbiyeni
Nur Dwiana Sari Saudi

Pengantar

i dalam konsep ketenagakerjaan, pokok permasalahan yang
dibicarakan tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM).
Sumber Daya manusia atau Human Resources mengandung dua
pengertian yaitu pertama, sumber daya manusia mengandung penger-
tian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi.
Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh
seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.
Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu beker-
ja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja

berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis,
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yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja
diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap
mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dina-

makan tenaga kerja atau manpower.

Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan,
atau penduduk yang telah memasuki usia kerja (working age population),
Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo
(1985) adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan
ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga
yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk mene-
rima bayaran/upah/gaji. Sedangkan menurut Payman J. Simanjuntak
(1998) definisi tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 14
sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan orang-
-orang yang berusia dibawah 14 tahun digolongkan bukan sebagai te-

naga kerja.

Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga macam apabila dili-
hat dari tingkat keahliannya, yaitu tenaga kerja tidak ahli, yang meru-
pakan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian dan hanya meng-
andalkan kekuatan fisik saja, tenaga kerja semi yang merupakan tenaga
kerja yang tidak hanya mengandalkan keahlian, dan tenaga kerja ahli

yang mengandalkan keahlian dan kemampuannya.

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bu-
kan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force merupakan bagian
tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang

dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan go-
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longan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan
angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang
mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pen-
dapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja se-
waktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab
itu, kelompok ini sering dinamakan potensial labor force (Simanjun-
tak, 1985).

Angkatan Kerja (Labor Force)

Dalam konsep ketenagakerjaan atau The Labor Force Concept oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) yang disarankan oleh suatu organisasi yang
bernama International Labour Organization (ILO) membagi penduduk
menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja.
Menurut kegiatan utama yang sedang dilakukan, penduduk usia kerja
dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkat-

an kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja an-
tara 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun
sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Pengangguran Terbu-
ka). Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam
kegiatannya menghasilkan barang atau jasa atau mereka yang selama
seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja de-
ngan maksud memperoleh penghasilan selama paling tidak 1 jam da-
lam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari
kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja

dan sedang aktif mencari pekerjaan.

Menurut BPS (2008), angkatan kerja yaitu penduduk yang ke-
giatannya dalam seminggu adalah bekerja dan mencari pekerjaan. Se-
dangkan bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang kegiatannya da-

lam seminggu adalah sekolah, mengurus rumah tangga maksudnya ibu
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rumah tangga yang bukan merupakan wanita karier atau bekerja dan
lainnya. Pengangguran Terbuka adalah mereka yang mencari peker-
jaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapat pekerjaan
dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan akan tetapi belum mulai
bekerja. Mencari pekerjaan adalah mereka yang bekerja, tetapi karena
sesuatu hal masih mencari pekerjaan atau mereka yang di bebas tugas-
kan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk menda-
patkan pekerjaan atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang

berusaha mendapatkan pekerjaan.

Untuk memperkirakan seberapa besar jumlah orang yang ber-
sedia menawarkan jasanya guna membantu terselesaikannya suatu
proses produksi, tergantung kepada besarnya penyediaan atau supply
tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah orang yang bersedia untuk
menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah bekerja dan go-
longan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang berusaha
untuk mencari pekerjaan. Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan

kerja atau Labour Force (Simanjuntak, 1985).

Sedangkan untuk konsep angkatan kerja secara menyeluruh di-
namakan Total Labour Force. Konsep Total Labour Force ini digunakan
untuk merumuskan jumlah keseluruhan angkatan kerja dari semua in-
dividu yang tidak dilembagakan dan yang berusia 15 tahun atau pun
yang lebih tua dalam satu minggu, termasuk di dalamnya adalah ang-
katan militer, baik yang tenaganya digunakan maupun yang tenaganya

tidak digunakan.

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah berbagai jumlah tenaga kerja
yang mampu diserap atau dibutuhkan oleh suatu unit atau perusahaan.

Tenaga kerja yang diserap ini khususnya yang mempunyai kemam-
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puan atau keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka mampu
diserap oleh suatu unit tertentu yang membutuhkan tenaga kerja. Te-
naga kerja yang telah bekerja dan terserap di berbagai unit perekono-
mian yang tentunya akan menghasilkan barang atau jasa dengan jum-
lah yang besar. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi tersebut
akan menimbulkan perbedaan pada produktivitas bahkan kontribusi

bagi pendapatan nasional.

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga
kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya, atau adanya sua-
tu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pe-
kerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja. Salah satu faktor produksi
yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja. Tena-
ga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik na-
mun juga mempunyai daya pikir, dan perasaan. Amat pentingnya ke-
dudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi
tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Kesempatan kerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan
pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman ser-
ta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja.
Peningkatan pada bidang investasi dapat memperluas lapangan ker-
ja sehingga lapangan kerja menjadi lebih banyak, sebab jika investasi
meningkat maka akan meningkatkan jumlah produksi barang maupun

jasa.

Menurut Handoko (dalam Ridha, 2011) penyerapan tenaga kerja
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor eksternal antara lain yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, ting-
kat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor inter-
nal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal

dan pengeluaran non upah.
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Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses
kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititik-
beratkan pada tiga aspek, yaitu proses, peningkatan output perkapita
dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu pro-
ses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (oneshoot). Di sini
dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu
melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah
dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembang-

an itu sendiri (Budiono, 1992).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan tolak ukur dari kemajuan
dan perkembangan suatu bangsa. Semakin baik pertumbuhan ekono-
minya, maka semakin baik pula perekonomian yang ada pada suatu
negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan nilai
GDP (Gross Domestic Product) dan GNP (Gross National Product) tanpa
melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari ke-
naikan jumlah penduduk atau perubahan pola dan struktur ekonomi
terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah
satu masalah klasik yang banyak di alami oleh negara berkembang, ti-

dak terkecuali Indonesia.

Menurut Sukirno (2004), Pertumbuhan ekonomi (economic
growth) adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu
dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertum-
buhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasi-
onal riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan

nasional riil pada tahun sebelumnya.

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaik-
an jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyedia-

kan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduk-
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nya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya
dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jinghan,
2012).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan
kenaikan pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto dalam
jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi da-

lam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Untuk mengukur pertumbuhan suatu perekonomian dari per-
tambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi
haruslah dihitung berdasarkan harga tetap, yaitu harga yang berlaku
pada suatu tahun tertentu yang seharusnya digunakan untuk menilai
barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Konsep
perhitungan ini biasanya dinamakan sebagai PDB menurut harga tetap
(Sukirno, 2004).

Adapun teori pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Teori pertumbuhan klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk,
jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta
tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa per-
tumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi
Klasik terutama menitik-beratkan perhatiannya kepada pengaruh per-

tambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik yang
baru diterangkan, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkait-
an di antara pendapatan Per kapita dan jumlah penduduk. Teori terse-

but dinamakan teori penduduk optimum.

Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat
kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada
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pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak,
hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi
fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penu-
runan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapi-

ta menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

2. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith

“An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation”,
teorinya yang dibuat dengan teori the invisible hands (Teori tangan-
-tangan gaib). Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai
oleh dua faktor yang saling berkaitan, yakni pertumbuhan penduduk

dengan pertumbuhan output total.

Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 kom-
ponen yaitu sumber-sumber alam, tenaga kerja (pertumbuhan pendu-

duk dan jumlah persediaan.

3. Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang se-
makin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menye-
babkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan
dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, me-
nyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut
deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan
bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas,
dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada

taraf subisten atau kemandegan.

4. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan Neo-klasik melihat dari sudut pandang
yang berbeda, yaitu dari segi penawaran.Menurut teori ini, yang di-

kembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi ter-
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gantung kepada perkembangan faktor- faktor produksi. Dengan per-

samaan :

AY = f(AK, AL, AT); di mana :

AY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi
AK adalah tingkat pertumbuhan modal
AL adalah tingkat pertumbuhan penduduk

~ e oo

AT adalah tingkat pertumbuhan teknologi.
Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan per-
tambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.
5. Teori pertumbuhan ekonomi Robert Sollow

Robert Solow lahir pada tahun 1950 di Brooklyn, ia seorang peraih
nobel di bidang dibidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow
menekankan perhatiannya pada pertumbuhan output yang akan terjadi
atas hasil kerja dua faktor input utama. Yaitu modal dan tenaga kerja.

6. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar

Harrod dan Evsey Domar (1947), pertumbuhan ekonomi akan
terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan pro-

duktivitas tenaga kerja.

7. Teori pertumbuhan ekonomi Joseph Schumpeter

Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara
ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan
baru di bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusa-

ha. Tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi.

Mutu Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia adalah upaya meningkat-

kan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut pengembangan
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aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, peningkatan kemam-
puan penelitian dan pengembangan teknologi. Diantara unsur-unsur
pengembangan sumber daya manusia di atas dapat dikatakan bahwa
pendidikan dan latihan merupakan unsur terpenting dalam peningkat-
an mutu sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia,
dalam jangka pendek dapat diartikan sebagai pengembangan pendi-
dikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan segera tenaga-tenaga
terampil yang bertujuan untuk mempermudah mereka terlibat dalam

sistem sosial ekonomi di negara yang bersangkutan.

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa “pendidikan mema-
inkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk me-
nyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar
tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi,
pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang me-
muaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas

manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Pengertian ini meletakkan manusia sebagai pelaku dan peneri-
ma pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia yaitu proses
peningkatan kemampuan untuk melakukan pilihan. Pengertian ini
memusatkan perhatian pada pemerataan dalam meningkatkan ke-
mampuan melalui penciptaan kerangka keterlibatan manusia untuk

mendapatkan penghasilan dan perluasan peluang kerja.

Teori human capital atau modal manusia yang dikemukakan oleh
Becker (1985), memaparkan bahwa pendidikan dapat mengajarkan ke-
pada para pekerja tentang keahlian-keahlian yang dapat meningkatkan
produktivitas dan pekerja akan mendapatkan pendapatan yang lebih
tinggi pula. Dengan adanya peningkatan pendidikan maka diharapkan

hal tersebut akan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekedar meningkat-
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kan kemampuan saja, tetapi juga menyangkut pemanfaatan manusia.
Dengan demikian dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber
daya manusia yaitu dengan peningkatan kontribusi manusia tersebut

dalam perluasan kesempatan kerja demi mendapatkan peluang kerja.

Pembinaan sumber daya manusia adalah usaha memperbesar ke-
mampuan produksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan
atau kegiatan lain yang dapat mempermudah orang atau masyarakat
tersebut ditempatkan dalam pekerjaan. Menurutnya, usaha pembina-
an sumber daya manusia pada waktu ini telah disetujui sebagai salah

satu usah penciptaan kesempatan kerja.

Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah yang telah ditetapkan seca-
ra minimum regional, sektor regional, dan sub sektor. Dalam hal ini,
upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Tunjangan terma-
suk dalam minimum karena hal ini merupakan kebijakan upah mini-
mum Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun
2003.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Men-
teri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan te-
rendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang
dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang
diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dika-
itkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan
dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan
yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbang-
an termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafi-
kan produktivitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga per-

timbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.Upah minimum
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adalah sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut
mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "living wage",
yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan
yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah peker-
ja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang
low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga
kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diper-

kirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaeni. D, 1998).

Perbedaan tingkat upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda
diantara tenaga kerja (Samuelson, 2001). Perbedaan kualitas ini disebab-
kan oleh pembawaan mental, kemampuan fisik, jumlah tamatan pendi-
dikan dan pelatihan serta pengalaman. Penyebab yang paling berpengaruh
yaitu tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman seseorang. Se-
makin tinggi kualitas seseorang maka akan semakin besar kontribusinya

bagi perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin besar.

Permintaan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang
diminta oleh suatu perusahaan pada tingkat upah tertentu. Pengusaha
mempekerjakan seseorang dimaksudkan untuk membantu mempro-
duksi barang atau jasa yang akan dijual kepada masyarakat. Pertam-
bahan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan
permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permin-
taan akan tenaga kerja yang demikian disebut derived demand. Menurut
Sumarsono (2009) permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh Perubah-
an Tingkat Upah Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi
rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa

tingkat upah naik, maka akan terjadi hal - hal sebagai berikut:

1. Tingkat upah yang tinggi akan menaikkan biaya produksi perusa-
haan, selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang

diproduksi. Konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila
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terjadi kenaikan harga barang yaitu dengan mengurangi konsum-
si atau bahkan tidak membeli barang yang bersangkutan. Sehingga
terjadinya kelebihan barang yang tak terjual dalam pasar dan produ-
sen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Berkurangnya output
yang diproduksi mengakibatkan pengurangan tenaga kerja yang di-
butuhkan. Penurunan ini disebut efek skala produksi atau scale effect
product akibat pengaruh turunnya skala produksi.

2. Apabila upah naik (asumsi faktor lain ceteris paribus) maka peng-
usaha akan lebih menggunakan teknologi padat modal untuk pro-
ses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja
dengan kebutuhan barang — barang modal seperti mesin dan lain
— lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena
adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin- mesin

ini disebut dengan efek substitusi atau substitusi effect.

Menurut teori yang diungkapkan Mankiw yakni teori upah efi-
siensi. Upah minimum tidak memiliki dampak terhadap penurunan
penyerapan tenaga kerja dikarenakan ketika tingkat upah naik maka
pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup lebih tinggi dari angka
kebutuhan hidup layak. Ketika kebutuhan nutrisi para pekerja tercu-
kupi dengan baik maka akan mempengaruhi peningkatan produktivi-

tas pekerja tersebut sehingga meningkatkan output.

Tingginya produktivitas pekerja dalam menghasilkan output
dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan se-
hingga tidak terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja. Jadi mes-
kipunmarginal cost yakni tingkat upah naik namun hal tersebut tidak
berdampak dikarenakan marginal product of labor (MPL) juga meng-
alami kenaikan sehingga kondisi laba keseimbangan MC=MR atau
W=MPLxP tetap terjaga dengan baik. kemudian upah yang lebih
tinggi menjadi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja
dikarenakan upah yang lebih tinggi meningkatkan upaya pekerja, per-

Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris | 121



usahaan bisa mengurangi masalah kejahatan moral dengan membayar
upah yang lebih tinggi, semakin tinggi upah maka semakin tinggi bia-
ya pekerja apabila mereka dipecat dari perusahaan. Dengan membayar
upah yang lebih tinggi maka pekerja akan meningkatkan produktifitas
dan tidak akan bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan

produktivitas mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiarto dan Made Heny
Urmila Dewi dalam jurnalnya (2015). Penelitiannya menyatakan bah-
wa upah minimum provinsi secara parsial tidak memiliki pengaruh

dan memiliki koefisien negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam penelitiannya dikatakan bahwa kenaikan terhadap upah
minimum provinsi setiap tahunnya tidak banyak berpengaruh terha-
dap permintaan tenaga kerja. hal tersebut menunjukkan bahwa upah
minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Jadi naiknya
upah minimum regional dapat menekan jumlah pengangguran. Ketika
upah minimum meningkat maka dorongan seseorang untuk mencari
pekerjaan semakin tinggi dan menyebabkan supply of labor meningkat.
Dengan meningkatnya penawaran tenaga kerja akan mendorong pe-
ngurangan jumlah pengangguran. Namun meskipun upah minimum
tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pemerintah ha-
rus tetap bijaksana dalam menentukan upah minimum pada tahun-
-tahun selanjutnya. Hal tersebut untuk menjaga agar kondisi pasar te-

naga kerja tetap pada stabilitas yang baik.

Hubungan Antar Variabel :

Mutu Sumberdaya Manusia dengan Pertumbuhan
Ekonomi

Kualitas atau mutu sumber daya manusia yang diukur dengan

menggunakan tiga variabel sebagai variabel independen berpengaruh
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh ketiga variabel
tersebut sangat signifikan baik dalam kedudukannya sebagai variabel
individu (mandiri) maupun secara bersama-sama atau secara simultan

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Lonni, Tahir Kasnawi, dan
Paulus Uppun (2012) Sebagai variabel terikat pertumbuhan ekonomi
sedangkan variabel bebasnya terdiri atas variabel proporsi penduduk
usia produktif, proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berpen-
didikan SLA keatas, dan angka harapan hidup pada saat lahir menun-
jukkan bahwa semua variabel bebas memberikan pengaruh signifikan

terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya
pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan sebagai salah
satu faktor menentukan kualitas sumberdaya manusia, Makin banyak
tenaga kerja yang berhasil mencapai tingkat pendidikan tinggi, maka
kualitas tenaga kerja semakin baik. Secara angka, menunjukkan bah-
wa kenaikan jumlah dan persentase tenaga kerja yang berpendidikan
tinggi maka pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja akan semakin
baik, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki mampu mengorga-
nisir pekerjaan secara efektif sehingga menghasilkan produksi yang
tinggi. Sumber Daya Manusia mempunyai peranan sebagai faktor
produksi. Namun sebagaimana halnya dengan faktor produks lainya
sumber daya manusia mempunyai keterbatasan, sehingga ekonomi
sumberdaya manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaat-
kan sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan
barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masya-
rakat, (Sonny, S 2003).

Salah satu determinan penting dalam proses pertumbuhan eko-
nomi adalah sumber daya manusia atau human capital yang tidak hanya

dilihat dari jumlahnya tetapi juga dari segi kualitasnya. Beberapa varia-
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bel yang banyak berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia (Rob-
by.S, A 2006). Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya
berkelanjutan merupakan suatu kondisi utama bagi kelangsungan
pembangunan ekonomi di suatu Negara. Kondisi yang kondusif terse-
but diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan taraf
hidup dan kesejahteraan penduduk seperti yang diindikasikan oleh pe-
nurunan tingkat kesehatan, Migrasi, angka kemiskinan, serta adanya

perbaikan indikator-indikator sosial lainnya, (Jhingan. ML. 2007).

Upah Minimum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menjelaskan pengaruh upah minimum terhadap pertum-
buhan ekonomi dapat dilihat dari jurnal penelitian oleh Oktavianing-
sih (2006) dalam Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten
Terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB di Kabupa-
ten Bogor menyimpulkan bahwa pengaruh nilai UMK terhadap inves-
tasi, penyerapan tenaga kerja, dan PDRB di Kabupaten Bogor adalah
negatif. Peningkatan nilai UMK pada akhirnya akan menyebabkan
penurunan pada PDRB di Kabupaten Bogor. Data yang dikumpul-
kan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (time series) tahun
1993-2004 yang merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut
bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Bogor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kan-
tor Penanaman Modal Daerah (KPMD), dan Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Bogor.Bertambahnya jumlah industri besar yang kemudi-
an diikuti oleh semakin tingginya nilai Upah Minimum maka kedua
komponen ini dapat memicu bertambahnya jumlah tenaga kerja yang
kemudian juga akan memicu naiknya tingkat konsumsi masyarakat
sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarsono (1988) yang menya-
takan bahwa permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat

upah dan faktor lain adalah permintaan akan barang-barang hasil pro-
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duksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat upah
pada tenaga kerja maka akan memicu tingkat konsumsi masyarakat di

mana hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Tingginya tingkat upah minimum akan menyebabkan pelaku
usaha enggan untuk melakukan investasi, rendahnya tingkat inves-
tasi ini akan berdampak pada tingkat pertumbuhan output yang lam-
bat. Pertumbuhan output yang lambat akan menyebabkan penyerapan
tenaga kerja yang semakin rendah akibat tidak tersedianya lapangan
pekerjaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan tingkat upah minimum
pemerintah harus memertimbangkan kepentingan dari pelaku usaha
dan tenaga kerja karena pada akhirnya akan berdampak pada pertum-

buhan ekonomi wilayah.

Mutu Sumber daya Manusia dengan Penyerapan
Tenaga Kerja

Mutu sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang
memiliki pengetahuan yang lebih luas, tingkat pendidikan yang tinggi,
kesehatan yang baik dan penguasaan skill di bidang teknologi. Mutu
sumber daya manusia sangat dipengaruhi dengan tingkat pendidikan,
industri besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan tamat-
an pendidikan tinggi dan memiliki keterampilan, maka dari itu untuk
mencapai mutu sumberdaya manusia yang tinggi pemerintah daerah
meningkatkan fasilitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasa-
rana serta meningkatkan tenaga pengajar. Jadi dengan meningkatnya
mutu sumber daya manusia pada tamatan perguruan tinggi, maka akan
memperbesar kesempatan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat

pengangguran terdidik.

Hubungan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga ker-
ja adalah semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan yang dita-

matkan, akan semakin tinggi pula standar pekerjaan yang diinginkan

Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris | 125



tenaga kerja. Standar pekerjaan yang dimaksud adalah berupa pilihan
pada pekerjaan-pekerjaan yang notabene kemampuan (skill) dan kete-
rampilan tinggi pada umumnya. Jumlah tamatan pendidikan atau jenis
pendidikan diduga dapat mempengaruhi keengganan terhadap para

pekerja tertentu.

Orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan lebih mu-
dah mencari informasi untuk pekerjaan, dan lebih fleksibel untuk ber-
migrasi karena mempunyai kualifikasi yang lebih baik dibandingkan
dengan orang yang berpendidikan lebih rendah sehingga dapat disim-
pulkan peningkatan pendidikan (pendidikan yang lebih baik yang di-
miliki seseorang) akan meningkatkan peluang kerja yang bisa dipero-

lehnya.

Hasil penelitian Sadariawati (2010) tentang Pengaruh Human
capital dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Su-
matera Selatan menjelaskan pada variabel pendidikan berpengaruh
nyata terhadap variabel terikat. Pengaruh positif menunjukkan bahwa
semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menambah kesempatan

kerja seseorang.

Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum
regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Upah minimum dite-
tapkan berdasarkan persetujuan dewan pengupahan yang terdiri dari
Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Tujuan dari ditetapkan-
nya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum
sehingga dapat membiayai kebutuhan hidup tenaga kerja yang berpen-
dapatan rendah (Tjiptoherijanto, 1990).

Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai aki-
bat dari kenaikan upah. Apabila upah naik sedangkan harga input lain

tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain. Situasi ini
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mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja
yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih

murah guna mempertahankan maximum profit.

Teori Mankiw menjelaskan tentang tingkat upah atau upah mi-
nimum yaitu teori upah efisiensi dimana upah minimum tidak memi-
liki dampak penurunan penyerapan tenaga kerja dikarenakan ketika
tingkat upah naik maka pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup
lebih tinggi dari angka kebutuhan hidup layak. Ketika nutrisi para
pekerja lebih baik maka mereka akan memiliki produktivitas yang le-
bih tinggi dan dampaknya akan meningkatkan output. Tingginya pro-
duktivitas karyawan dalam menghasilkan output dapat menekan bia-
ya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi
pengurangan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, meskipun marginal
cost yakni tingkat upah naik namun hal tersebut tidak berdampak di-
karenakan marginal product of labor (MPL) juga mengalami kenaikan
sehingga kondisi laba keseimbangan MC=MR atau W=MPLxP tetap
terjaga dengan baik. kemudian upah yang lebih tinggi menjadi tidak
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan upah
yang lebih tinggi meningkatkan upaya pekerja, perusahaan bisa me-
ngurangi masalah kejahatan moral dengan membayar upah yang lebih
tinggi, semakin tinggi upah maka semakin tinggi biaya pekerja apabila
mereka dipecat dari perusahaan. Dengan membayar upah yang lebih
tinggi maka pekerja akan meningkatkan produktifitas dan tidak akan

bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarto dan Made Dewi dalam
jurnalnya (2015). Penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum
provinsi secara parsial tidak memiliki pengaruh dan memiliki koefi-
sien negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitiannya
dikatakan bahwa kenaikan terhadap upah minimum provinsi seti-

ap tahunnya tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan tenaga
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kerja. hal tersebut menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh
negatif terhadap pengangguran. Jadi naiknya upah minimum regio-
nal dapat menekan jumlah pengangguran. Ketika upah minimum me-
ningkat maka dorongan seseorang untuk mencari pekerjaan semakin
tinggi dan menyebabkan supply of labor meningkat. Dengan mening-
katnya penawaran tenaga kerja akan mendorong pengurangan jumlah
pengangguran. Namun meskipun upah minimum tidak berpengaruh
terhadap penyerapan tenaga kerja pemerintah harus tetap bijaksana
dalam menentukan upah minimum pada tahun-tahun selanjutnya. Hal
tersebut untuk menjaga agar kondisi pasar tenaga kerja tetap pada sta-
bilitas yang baik. Dengan kata lain tingkat upah yang tinggi tidak akan

menjamin terjadinya penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Pertumbuhan Ekonomi dengan Penyerapan Tenaga
Kerja

Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan ba-
rang produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan
PDRB dalam suatu wilayah. PDRB merupakan nilai tambah atas ba-
rang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor

di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut teori klasik Adam Smith menganggap bahwa manu-
sialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran
bangsa-bangsa. Alasanya, alam (tanah) tidak ada artinya tanpa sumber
daya manusia yang mengelolanya sehingga bermanfaat bagi kehidup-
an. Smith melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif

adalah pemula pertumbuhan ekonomi.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menggerakan sektor-
-sektor ekonomi sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga

kerja produksi. Pada dasarnya, pandangan umum mengenai pertum-
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buhan ekonomi menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi
(growth) berkorelasi positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja
(employment ate). Akan tetapi, ada juga dugaan bahwa dengan produk-
tivitas yang tinggi bisa berarti akan lebih sedikit tenaga kerja yang da-
pat diserap.

Hubungan positif tersebut berdasarkan pada teori pertumbuhan
ekonomi Solow tentang fungsi produksi agregat (Dornbusch, Fischer,
dan Startz, 2004) menyatakan bahwa output nasional (sebagai repre-
sentasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupa-
kan fungsi dari modal (kapital=K) fisik, tenaga kerja (L) dan kemajuan
teknologi yang dicapai (A). Faktor penting yang mempengaruhi peng-
adaan modal fisik adalah investasi), dalam arti bahwa pertumbuhan
ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap
tingkat penyerapan tenaga kerja seperti ditunjukkan oleh model ber-
ikut:

Y = AF(K,L);

Di mana Y adalah output nasional, K adalah modal fisik, L ada-
lah tenaga kerja, dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ke-
tika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang
mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan
meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang
terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekono-
mian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembang-
an kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total

faktor produktivitas.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan ker-
ja oleh seorang ekonom bernama Arthur Okun, Menyatakan bahwa
tingkat pengangguran yang minimal (4% per tahun) akan tercapai apa-

bila seluruh kapasitas produksi terpakai (kesempatan kerja penuh).
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Penelitian dari Tahir (2018) menunjukkan bahwa terdapat pe-
ngaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja artinya

setiap kenaikan

1% pertumbuhan ekonomi akan menaikkan penyerapan tenaga
kerja atau kesempatan kerja. hubungan positif antara tingkat pertum-
buhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja disebabkan akibat
dari peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengusaha cenderung
menambah tenaga kerja untuk kegiatan produksinya dalam memenuhi

kebutuhan konsumen.
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Bab VI

Faktor Penentu Permintaan Tenaga
Kerja dalam Perspektif Teoretis

Diky Aditia Rangga
Sanusi Fattah

Investasi

nvestasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang
tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan da-
tang (barang produksi). Menurut Boediono (1985) investasi adalah
pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang
dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan
pabrik. Fischer (1997) berpendapat bahwa investasi adalah permintaan
barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produk-

si atau pendapatan di masa mendatang.
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Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menu-
rut Todaro (2003) adalah (1) Akumulasi modal, termasuk akumulasi
baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; (2)
Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga

kerja dan keahliannya; (3) Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau
proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk
memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari.Un-
tuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari
arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam
bentuk "capital formation” untuk mencapai tingkat produksi yang lebih

besar.

Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi
tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produk-
tif.

Menurut Sukirno (2005) kegiatan investasi memungkinkan su-
atu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan mening-
katkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga
fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni ; (1) Investasi merupakan
salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan in-
vestasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional
serta kesempatan kerja; (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat
investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) Investasi selalu di-
ikuti oleh perkembangan teknologi. Sedangkan Suryana (2003) me-
nyatakan bahwa kekurangan modal dalam negara berkembang dapat

dilihat dari beberapa sudut.

Robinson menyatakan bahwa: “membeli selembar kertas seka-

lipun itu adalah kertas saham bukanlah investasi. Investasi sementara
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itu haruslah berarti penanaman barang-barang modal baru (new capi-
tal formation)” (Rosyidi, 2000). Menurut Suparmoko (1992) “Investasi
adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau memperta-
hankan persediaan kapital (capital stock)”. Menurut Samuelson (2004)
“Investasi meliputi penambahan stok modal atau barang di suatu nega-
ra, seperti bangunan, peralatan produksi, dan barang-barang inventa-
ris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorban-

kan konsumsi di masa mendatang.”

Jenis-jenis Investasi

Menurut Rosyidi (2000) jenis-jenis investasi dikelompokan
menjadi 4 kelompok (bertujuan agar tidak terjadi jenis investasi yang

masuk dalam dua pengelompokan), antara lain:

1. Berdasarkan pada unsur pendapatan nasional: a. Autonomous
Investment (Investasi Otonom), merupakan investasi yang peru-
bahannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dalam hal ini pen-
dapatan nasional. Induced investment (Investasi terimbas) adalah
investasi yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat
pendapatan nasional.

2. Berdasarkan Subjeknya: a. Public Investment (Investasi Pemerintah),
merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah,
baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan
tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. b. Private Investment
(Investasi Swasta), merupakan penanaman modal yang dilakukan
oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

3. Berdasarkan Alasannya: a. Domestic Investment (Investasi Dalam
Negeri), merupakan penanaman modal dalam negeri, artinya pe-
nanaman modal dari negeri sendiri yang berinvestasi di dalam
negeri. b. Foreign Investment (Investasi Asing), yaitu penanaman

modal asing yang artinya investasi yang diperoleh dari luar negeri
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untuk digunakan di dalam negeri guna mengoptimalkan sumber-
-sumberdaya yang masih belum termanfaatkan.

4. Berdasarkan unsur pembentuknya: a. Gross Investment (Investa-
si Bruto), merupakan total dari seluruh investasi yang dilakukan
oleh suatu negara pada suatu ketika atau pada waktu tertentu. b.
Net Investment (Investasi Neto), merupakan hasil dari investasi
bruto yang dikurangi dengan penyusutan (Depreciation) atau dise-

but Investasi Bersih.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah.
Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli
barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang
harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan
tersebut (Mangkoesoebroto, 1994).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelom-
pokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoe-
soebroto, 1994). Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai
sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pe-
ngeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerin-
tah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.
(Suparmoko, 1987).

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri
dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai: (a) Pengeluaran
pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; (b) Pengeluaran pe-
merintah untuk gaji pegawai; dan (c) Pengeluaran pemerintah untuk

transfer payment (Boediono,1999).

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran
pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbul-

kan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempe-
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ngaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan
penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang
akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang
akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan
akan barang lain. Sebagai contoh, misalnya pemerintah menetapkan
akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan
pelabuhan baru tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain
yang dihasilkan oleh sektor swasta seperti semen, baja, alat-alat peng-

angkutan dan sebagainya (Basri, 2005).

Tenaga Kerja

Tenaga kerja mengandung pengertian jumlah penduduk yang
sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang
diberikan. Menurut undang-undang pokok ketenagakerjaan No.14 ta-
hun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna meng-
hasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyara-
kat. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun
tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu

dapat ikut bekerja.

Ada beberapa pengertian terkait dengan ketenagakerjaan yaitu,
tenaga kerja, angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
Tenaga kerja merupakan Penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64
tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat mem-
produksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja
mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut
(Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja
dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia

kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan pro-
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duktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari
golongan bekerja serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan.
Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak be-
kerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.
Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan
yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima
pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu da-
pat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini
sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial (potential labor

force).

Sedangkan, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggam-
barkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai

persentase penduduk dalam kelompok umum tersebut.

Jenis-jenis tenaga kerja

Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3 menurut Munandar
(2002) yaitu, tenaga Kerja Terdidik, Tenaga Kerja Terlatih dan Tenaga
Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah
tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada
suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal.
Contohnya seperti sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda, doktor,

master, dan lain sebagainya.

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian
dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja.Keahli-
an terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan
adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan me-
nguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah supir, pelayan toko, tu-
kang masak, montir, pelukis, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik
dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan

tenaga saja.Contoh tenaga kerja model ini seperti kuli, buruh angkut,
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buruh pabrik, pembantu, tukang becak, dan masih banyak lagi contoh

lainnya.

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang
sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk beker-
ja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor
perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh ada-
nya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tena-
ga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro,
2002).

Menurut Todaro (2006), penyerapan tenaga kerja merupakan
penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau sua-
tu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan un-
tuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Secara umum, penyerapan
tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan
dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Ke-
mampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor de-

ngan sektor lainnya (Sumarsono, 2003).

Teori Produksi

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat.
Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada ba-
han yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri.
Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manu-
sia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta ke-
cakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi (factors of
production). Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai
atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor

produksi.
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Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan
jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input ter-
tentu (Ferguson dan Gould, 1975).

Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input
dengan output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi
dari input.Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi
banyak diminati dan dianggap penting karena (Soekartawi, 1990).

1. Fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor pro-
duksi dengan produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan
tersebut dapat lebih mudah dimengerti.

2. Fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel
yang dijelaskan (Q), dengan variabel yang menjelaskan (X) serta
sekaligus mampu mengetahui hubungan antar variabel penjelas-

nya (antara X dengan X yang lain).

Secara matematis sederhana, fungsi produksi dapat ditulis seba-

gai berikut :
Output = f (input)
Q = (X1, X2,X3,...Xi)
Dimana:
Q = output
Xi = input yang digunakan dalam proses produksi; i = 1,2,3,.,n.

Input yang digunakan dalam proses produksi antara lain ada-
lah modal, tenaga kerja, dummy, dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi,
output dinotasikan dengan Q sedangkan input (faktor produksi) yang
digunakan biasanya (untuk penyederhanaan) terdiri dari input kapital
(K) dan tenaga kerja (L).

Sedangkan menurut Sukino fungsi produksi menunjukkan sifat

hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang
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dihasilkan. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input
dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output. Fungsi produk-

si selalu dinyatakan dalam rumus seperti berikut (Sukirno, 1997).
Q= f( K; L; R: T)

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga
kerja dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian kewi-
rausahaan, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi
yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasil-
kan oleh berbagai jenis faktor-faktor tersebut, yaitu secara bersama
digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat
produksinya. Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan mate-
matik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang
tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekaya-

an alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.

Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas.
Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara
tingkat upah (yang ditilik dari perspektif seorang majikan adalah harga
tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh peru-
sahaan (dalam hal ini dapat dikatakan dibeli). Permintaan pengusaha
atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap
barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberi
kenikmatan (utility) kepada pembeli. Akan tetapi pengusaha mem-
pekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi
barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan
kata lain pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja,
tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang
yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja yang seperti ini disebut

dengan derived demand (Simanjuntak, 2005).
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Sifat permintaan tenaga kerja adalah derived demand sehingga
untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka
harus dijaga bahwa permintaan masyarakat terhadap produk perusa-
haan harus tetap stabil dan kalau mungkin meningkat. Untuk menjaga
stabilitas permintaan produk perusahaan serta kemungkinan pelaksana-
an ekspor, maka perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing baik
untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dengan demikian
bisa diharapkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja bisa di-

pertahankan atau bahkan ditinggalkan (Sumarsono, 2003).

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antar tingkat upah
(harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki un-
tuk dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. secara umum permin-

taan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

1. Perubahan tingkat upah. Dalam jangka pendek kenaikan upah di-
antisipasi perusahaan dengan mengurangi produksinya. Turun-
nya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja
yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja karena turunnya
skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect.
Dalam jangka panjang kenaikkan upah akan direspon perusahaan
dengan penyesuaian terhadap input yang digunakan. Perusaha-
an akan menggunakan teknologi padat modal untuk proses pro-
duksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang
modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi ini terjadi bila tingkat
upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya te-
tap. Penurunan penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-
-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau substitution effect
(capital intensive).

2. Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen. Apabila

permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusa-
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haan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk
maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga
kerjanya.

Harga barang modal turun Apabila harga barang modal turun,
maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual ba-
rang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung
meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah

besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga
Kerja

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus me-
nerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,
meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno,
2000). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang
modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu men-
ciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan me-
nyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran
(Prasojo, 2009).

Hubungan Luas Lahan dengan Penyerapan Tenaga
Kerja

Luas lahan pertanian menentukan skala usaha, semakin besar
luas lahan yang digunakan maka semakin besar pula skala usahanya
(Soekartawi, 2003). Semakin luas lahan pertanian maka akan dapat
menyerap tenaga kerja sektor pertanian dalam jumlah relatif besar. Se-
baliknya jika lahan pertanian relatif sempit, maka penyerapan tenaga
kerja sektor pertanian juga akan relatif sedikit. Hal inilah yang menda-
sari bahwa luas lahan pertanian dapat berpengaruh pada penyerapan

tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini didukung oleh pendapat Tobing
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(2009) bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap curahan waktu
kerja, yang berarti semakin luas lahan pertanian maka curahan waktu

kerja juga semakin besar.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan
Penyerapan Tenaga Kerja

Peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari se-
makin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infra-
struktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan
air yang merupakan kontribusi utama pengeluaran pemerintah yang
efisien untuk merangsang investasi sektor swasta. Hubungan penge-
luaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan ke-
sempatan kerja dalam hal ini dilihat dari sisi usaha meningkatkan in-
vestasi swasta berperan secara efektif. Terkait dengan itu, pengeluaran
pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong
investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya da-

pat meningkatkan kesempatan kerja (Rudi, 2014).

Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja Melalui Nilai Produksi

Hubungan investasi dengan output produksi dapat terlihat dari
teori yang dikemukakan oleh Sukirno bahwa kegiatan investasi dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan
perekonomian guna memperbesar dan meningkatkan tingkat produk-
si dalam suatu usaha dan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan de-
mikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pem-
belanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli
barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah
kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia

dalam perekonomian (Sukirno, 2001).
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Sehingga dari investasi tersebut dapat dijadikan sebagai pena-
nam-penanam modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk
menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa

yang tersedia dalam perekonomian atau output produksi.

Sedangkan menurut Sukirno (2007) kegiatan investasi me-
mungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiat-
an ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasi-
onal dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini
bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: a)
Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat,
sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat,
pendapatan nasional serta kesempatan kerja. b) Pertambahan barang
modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. c)

Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesem-
patan kerja menurut Harrod-Domar (Mulyadi, 2002), investasi tidak
hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas
produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi,
otomatis akan ditingkatkan penggunaanya. Dinamika penanaman mo-
dal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencer-
minkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha
menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama in-
vestasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehing-

ga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1996).

Hubungan Luas Lahan Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja Melalui Nilai Produksi

Adapun hubungan antara luas lahan dengan output produksi di-
paparkan dalam teori yang dikemukakan oleh Daniel yang menyatakan

bahwa Lahan sebagai sarana produksi merupakan bagian dari faktor
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produksi. Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang
sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha
pertanian. Dalam usaha tani misalnya pemilikan atau penguasaan la-
han sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas.
Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani yang di-
lakukan (Daniel, 2004).

Disamping hal tersebut di atas, luas lahan dalam sektor pertani-
an juga dapat mempengaruhi pada tenaga kerja pada sektor tersebut.
Hal ini dikarenakan kegiatan dalam usaha tani mensyaratkan adanya
lahan pertanian. Semakin luas lahan pertanian maka semakin terbuka
kesempatan kerja bagi masyarakat ingin melaksanakan usaha tani. Se-
baliknya ketika luas pertanian tidak mencukupi, maka semakin banyak

dari angkatan kerja akan beralih sektor lain yang mereka anggap

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Nilai Produksi

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal
(Sukirno, 2004) yang tujuannya untuk mengatur jalannya perekono-
mian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran
pemerintah tiap tahunnya. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah da-
lam rangka stabilisasi harga, meningkatkan output, kesempatan kerja
dan memacu pertumbuhan ekonomi. peningkatan pengeluaran peme-
rintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah,
peningkatan aggregate demand mendorong kenaikan investasi dan
pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi dan dapat meningkat-

kan penyerapan tenaga kerja.

Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat
melalui multiplier effect dan selanjutnya akan meningkatkan produksi
atau penawaran agregat sehingga membutuhkan faktor produksi da-

lam hal ini tenaga kerja yang lebih banyak, hal ini kemudian mengaki-
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batkan terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar yang diikuti oleh

peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi.
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Bab VII

Beberapa Faktor Penentu Penyerapan
Tenaga Kerja dalam Perspektif Teoretis

Elsy Sonda Rindu Dian
Madris

eori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor

produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-

bangsa. Alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada
sumber daya manusia yang pandai mengelolanya sehingga bermanfaat
bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat
bahwa alokasi sumberdaya manusia yang efektif adalah pemulah
pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi
modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi
tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif
merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan
ekonomi (Mulyadi,2008).
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Kaum klasik percaya bahwa dalam keseimbangan semua sum-
berdaya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-
employed). Dengan demikian pada sistem yang didasarkan pada me-
kanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja,
daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka
bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan
untuk bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah ini akan me-
narik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak. Jadi
dalam pasar persaingan sempurna mereka mau bekerja pasti akan
memperoleh pekerjaan. Pengecualian berlaku bagi mereka yang pi-
lih-pilih pekerjaan, atau tidak mau bekerja dengan tingkat upah yang

diatur oleh pasar.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam posisi keseimbangan
semua sumberdaya, termasuk sumber daya tenaga kerja, akan dimanfa-
atkan secara penuh. Jika seandainya terjadi pengangguran, pemerintah
tidak perlu melakukan tindakan/kebijaksanaan apapun. Tetapi me-
nurut Keynes dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat
pekerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari
penurunan tingkat upah. Ketika upah turun maka maka pendapatan
sebagian masyarakat akan turun, sehingga menurunkan daya beli,
yang pada gilirannya akan mendorong turunnya harga-harga. Ketika
harga-harga turun ini akan menyebabkan nilai produktivitas marginal
labor turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung jadi

semakin kecil, dan pengangguran menjadi semakin luas.

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jum-
lah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti makin besar
pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar
dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seharusnya mereka semua
dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang sesuai keinginan serta

keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa pereko-
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nomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi

angkatan kerja baru.

Kesempatan kerja mengandung pengertian bahwa besarnya ke-
sediaan usaha produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang di-
butuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan peker-
jaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu
saat dari kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila
terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja sehingga dengan kata
lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga
kerja. Perluasan kesempatan kerja merupakan suatu usaha untuk me-
ngembangkan sektor-sektor penampungan kesempatan kerja dengan
produktivitas rendah. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak terlepas
dari faktor-faktor seperti, pertumbuhan jumlah penduduk dan angkat-
an kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja,

atau kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri.

Dalam Mulyadi (2008), ada dua teori yang berkaitan dengan
masalah ketenagakerjaan yaitu teori Lewis (1959) dan teori Fei-Ranis
(1961). Teori lewis mengatakan bahwa kelebihan pekerja merupakan
kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor
akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyedia
pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian ne-
gara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten
terbelakang, dimana sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri
dari sektor pertanian tetapi juga termasuk sektor informal seperti pe-

dagang kaki lima.

Pada subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran
tenaga kerja dan tingkat upah yang relatif murah. Lebih murahnya bi-
aya upah pekerja asal pedesaan akan menjadi pendorong bagi pengusa-
ha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengem-

bangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses
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industrialisasi maka kelebihan penawaran tenaga kerja akan terserap.
Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri
modern, maka pada suatu waktu tingkat upah di pedesaan akan me-
ningkat sehingga ini akan mengurangi ketimpangan antara pedesaan

dan perkotaan.

Teorilewis hanya memberikan gambaran tentang peranan pem-
bentukan modal terhadap perkembangan kesempatan kerja dan kena-
ikan produktivitas di sektor kapitalis, dan akibat dari perubahan- peru-
bahan tersebut kepada perekonomian. Seperti yang ditunjukkan Lewis
yang berpendapat bahwa kenaikan produktivitas merupakan keadaan
yang menyebabkan proses pembangunan terus-menerus berlangsung.
Dengan adanya kenaikan produktivitas maka produk marjinal tenaga
kerja disektor kapitalis dapat dipertahankan agar besarnya tetap lebih
dari tingkat upah di sektor tersebut. Keadaan ini dapat memungkinkan
para pengusaha tetap dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan pro-

duktif mereka.

Sedangkan menurut teori Fei-Ranis (1961) mengemukakan
bahwa suatu negara berkembang mempunyai ciri-ciri yaitu kelebihan
buruh, sumberdaya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar pen-
duduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan
tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis ada
tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh.
Pertama, penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian)
dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Ke-
dua, tahap dimana pekerja di sektor pertanian menambah output tetapi
memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka pero-
leh. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat
buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan
upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke

sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan
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pertambahan output. Analisis Fei-Ranis juga menunjukkan pengaruh
dari pertambahan penduduk terhadap proses pembangunan, pengaruh
sistem pasar terhadap interaksi di antara sektor pertanian dan industri,
dan jangka masa (life cycle) dari berlakunya proses pembangunan un-

tuk mencapai negara industri.

Penduduk suatu negara dibagi dua golongan yaitu tenaga kerja
dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada
pada batas umur kerja. Tenaga kerja dibagi kedalam dua kelompok ya-
itu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja,yang termasuk angkatan
kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam umur kerja yang bekerja
atau mempunyai pekerjaan umum, untuk sementara sedang tak be-
kerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja
ialah tenaga kerja atau penduduk dalam umur kerja yang tidak bekerja,
tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan yakni
orang- orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga,
serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung

atas jasa.

Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkat-
an kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan
semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan banyak faktor-
-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja selain
jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain
(Mala dkk, 2017). Pertumbuhan penduduk akan sangat mempenga-
ruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk
usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertam-
bah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik,
karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Bila
peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi
penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan tingkat par-

tisipasi angkatan kerja diiringi dengan menurunnya partisipasi pen-
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duduk angkatan kerja, ini pertanda bahwa pemicu tingginya tingkat
partisipasi angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang men-
cari pekerjaan. Dengan kata lain mengakibatkan bertambahnya peng-

angguran (Mulyadi,2008).

Dalam pembangunan nasional, perencanaan pembangunan di
bidang ketenagakerjaan ditekankan pada tiga masalah pokok, yaitu :
perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tena-
ga kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Semakin akurat data pera-
malan tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin baik pula perenca-

naan yang dihasilkan.

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan hubungan antara
jumlah pekerja dan tingkat upah sebagai harga dari permintaan tenaga
kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Permin-
taan pengusaha atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsu-
men terhadap barang dan jasa. Pengusaha mempekerjakan seseorang
karena membantu produksi barang dan jasa yang akan ditawarkan
kepada masyarakat sebagai konsumen. Dengan kata lain pertambahan
tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha tersebut tergantung dari
pertambahan permintaan terhadap barang dan jasa oleh konsumen se-
hingga permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja juga disebut de-
rived demand yaitu permintaan yang terjadi karena adanya permintaan

lain seperti permintaan barang dan jasa.

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari berapa
besarnya permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Besar kecilnya
elastisitas permintaan tenaga kerja dipengaruhi faktor-faktor yang me-
mungkinkan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lainnya.
Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan dan elastisitas
persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Semakin kecike-
mungkinan mensubtitusi modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil

elastisitas permintaan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permin-
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taan barang hasil produksi, semakin besar elastisitas akan permintaan
tenaga kerja dan semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap

dalam produksi semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja.

Madris (2021) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja
merupakan derived demand dari permintaan tenaga kerja. yakni per-
mintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari output yang
diproduksi. Dengan kata lain secara fungsional Produk marjinal tenaga
kerja merupakan turunan dari output yang dihasilkan. Teori pertum-
buhan endogen yang dikemukakan oleh Romer disebutkan bahwa fak-
tor-faktor yang mampu meningkatkan output adalah modal manusia,

modal fisik, riset dan pengembangan.

Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas di
sektor- sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah penda-
patan bagi penduduk yang bersangkutan. Kebijaksanaan yang diarah-
kan pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas
tenaga kerja harus dilihat dalam hubungan dengan kebijaksanaan yang

menyangkut pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

Mutu Sumber Daya Manusia

Mutu sumber daya manusia merupakan suatu komoditi yang
dapat dihasilkan dan dapat diakumulasikan. Biaya (pengorbanan) un-
tuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan
hasilnya pada masa mendatang. Penggunaan istilah modal manusia
menyiratkan suatu perhatian pada pengolahan sumber daya manusia,
yang merupakan suatu investasi. Seperti halnya tanah, sejumlah tenaga
kerja yang tidak “bermutu” tidak dapat menghasilkan output yang ba-
nyak. Tenaga kerja yang tidak bermutu bukan saja tidak menyumbang
pada penigkatan output tetapi mereka juga ikut menikmati output yang
tidak mereka hasilkan. Hasilnya jelas mengurangi pendapatan perkapi-

ta. Maka, tersedianya jumlah tenaga kerja atau penduduk dalam jumlah
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besar dan mutu yang rendah akan menyebabkan tersedianya output per

kapita yang rendah.

Secara umum peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat
dicapai melalui pendidikan maupun berdasarkan pengalaman. Akan
tetapi meningkatkan sumber daya manusia melalui pengalaman dibu-
tuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan melalui pendidikan. Se-
hingga salah satu indikator yang lebih representatif untuk mengukur
kualitas sumber daya manusia adalah melalui tingkat pendidikan yang

pernah dicapai.

Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan
menmiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Karena modal
manusia memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan eko-
nomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan yang
positif dengan produktivitas. Menurut Buchari (2016) beberapa in-
vestor fokus pada kompetensi pekerja sehingga investor lebih tertarik
berinvestasi di tempat yang memiliki kualitas SDM yang mumpuni.
Tentunya dengan tingkat pendidikan yang rendah mencerminkan ku-
alitas human capital yang belum memiliki kapabilitas maksimal. Masih
rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja khususnya di
sektor industri atau non pertanian akan menyebabkan rendahnya ku-
antitas dan kualitas output yang diproduksi oleh produsen dan secara
langsung akan berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja

pada sektor tersebut.

Menurut Silaen dan Astrid (2015), tenaga kerja yang terla-
tih dengan pendidikan yang cukup dapat menjadi modal yang besar
bagi pembangunan sebuah daerah melalui sektor industri yang dapat
di kembangkan. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan
sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal
dasar untuk bekerja.Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pe-

ngetahuan dan keterampilan kerja pada calon luaran. Mankiw dalam
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Buchari(2016) memiliki teori khusus mengenai tenaga kerja tersebut.
Perusahaan manufaktur memproduksi barang dan jasa yang kelak akan
dikonsumsi dan investasi dalam modal fisik. Perguruan tinggi, ang-
katan kerja, dan perusahaan industri manufaktur memiliki hubungan
yang saling menguntungkan. Angkatan kerja yang memiliki pendidik-
an hingga tahap universitas dan bekerja di industri manufaktur ke-
lak akan memiliki kapabilitas dalam mengembangkan industri manu-
faktur dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai sarana
untuk meningkatkan output. Output yang meningkat akan berdampak

pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Penurunan kesempatan kerja bagi yang tidak berpendidikan
mendorong setiap penduduk untuk melindungi posisi atau prospek
hidupnya dengan cara menempuh pendidikan tingkat dasar hingga
tamat. Dinamika dari proses permintaan-penawaran terhadap kesem-
patan kerja akhirnya menuju pada suatu situasi dimana kesempatan
bekerja untuk mereka yang hanya berpendidikan sekolah dasar menu-
run. Dan pada gilirannya, hal tersebut akan meningkatkan permintaan
terhadap pendidikan yang paling tinggi. Namun, permintaan terhadap
pendidikan tingkat dasar juga akan meningkat, karena sebagian orang
yang tadinya puas dengan tidak berpendidikan merasa semakin terge-

ser keluar dari pasaran tenaga kerja (Todaro,2006).

Perbaikan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, per-
luasan spesialisasi dan perbaikan organisasi memproduksi merupakan
faktor- faktor penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi fak-
tor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan eko-
nomi. Tingkat pengetahuan suatu masyarakat merupakan faktor lain
yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Menurut ahli ekonomi
Klasik John Stuart Mill, tingkat perkembangan pengetahuan pada
suatu masa tertentu berfungsi sebagai faktor yang menentukan taraf

kemajuan kegiatan industri pada waktu tersebut. Selanjutnya Mill
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berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua je-
nis perbaikan: perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan
perbaikan yang menghapuskan hambatan-hambatan pembangunan
yang diciptakan manusia. Mill menekankan bahwa pentingnya pe-
ranan pendidikan dalam pembangunan ekonomikarena menurutnya
faktor tersebut memerankan dua fungsi penting dalam pembangun-
an ekonomi yaitu meninggikan pengetahuan teknik masyarakat dan
meninggikan pengetahuan umumnya. Pendidikan dapat menciptakan
pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan yang lebih modern
atau rasional,dan ini sangat besar peranannya untuk menentukan ke-

majuan ekonomi suatu masyarakat (Sukirno,2006).

Investasi Swasta

Investasi diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam mo-
dal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan-
-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi
barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Per-
tambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian
tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan
datang (Sukirno,2008).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Samuelson dan Nordhaus
(1996) bahwa investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pem-
bangunan ekonomi karena dibutuhkan sebagai faktor penunjang di
dalam peningkatan proses produksi. Investasi mendorong terjadinya
akumulasi modal. Penambahan stok bangunan gedung dan peralatan
lainya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merang-
sang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Hampir seluruh
ahli ekonomi menekankan arti penting penanaman modal (investasi)
sebagai salah satu faktor dan penentu utama pertumbuhan ekonomi
(Sari,dkk, 2016).
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Menurut Harrod-Domar, investasi tidak hanya menciptakan
permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga ker-
ja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan diting-
katkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi
tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesu-
nya pembangunan. Investasi juga dapat membawa teknologi baru dan
pengetahuan lainnya yang berguna dalam pembangunan di dalam ne-
geri. Investasi memiliki jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga
keuangan global, sehingga tidak tergantung pada dana dan perbankan
di Indonesia (Silaen dan Astrid 2015).

Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan struktur eko-
nomi adalah karena adanya alokasi dana investasi dan resources utama
lainnya, termasuk teknologi dan tenaga kerja atau sumber daya ma-
nusia dari satu sektor ke sektor lain. Realokasi ini dapat terjadi dise-
babkan karena adanya perbedaan produktivitas atau pendapatan riil
antar sektor, adanya kemiskinan di salah satu sektor ataupun karena
adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan
sektor-sektor tertentu, misalnya kebijakan industrialisasi dan kebijak-
an perdagangan luar negeri yang mengutamakan pembangunan atau

pertumbuhan output di sektor industri.

Semakin tinggi investasi yang masuk pada sektor-sektor non
pertanian maka” kesempatan kerja semakin banyak tercipta. Hubung-
an investasi dengan pertumbuhan sektor industri, investasi merupa-
kan pengeluaran untuk menambah atau mempertahankan stok barang
modal. Stok barang modal (capital stocks) terdiri dari pabrik, mesin,
kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam
proses produksi. Barang modal yang juga meliputi perumahan tempat
tinggal dan persediaan adalah komponen-komponen yang akan me-
nambahkan pengeluaran yang merupakan investasi. Sehingga investa-

si akan mempengaruhi pertumbuhan sektor industri.
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Wacana pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, maupun ke-
sejahteraan masyarakat sering dikaitkan dengan investasi sebagai pen-
dorong utamanya. Dalam proses produksi, tambahan investasi menjadi
pelipatganda output yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Maka
setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan
investasi, terutama investasi swasta. Perkembangan investasi swasta
sangat tergantung dari fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh
pemerintah berupa sarana dan prasarana yang menarik minat investor

asing maupun dalam negeri (Murbarani,2009).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yak-
ni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian
dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerin-
tah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasio-
nal dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal
ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun
kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi serta penyerap-
an tenaga kerja. Melalui pengeluaran pemerintah dapat memperbesar
output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu juga dapat
menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah
akan menjadi sumber penerimaan masyarakat sehingga mendorong
permintaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat
maka akan mendorong produsen untuk meningkatkan output pro-
duksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan input produk-
si salah satunya adalah tenaga kerja sehingga dengan meningkatnya
pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan penyerapan tena-
ga kerja. Pengeluaran Pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan
ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam

bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan
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fasilitas umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan
atau belanja langsung (Ziyadatur Rofigoh, dkk. 2018).

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja lang-
sung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam anggaran
daerah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung da-
pat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja karena variabel
ini diwujudkan pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Tingkat
pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari
perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/
daerah. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan per-
tumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB)
bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal,

tenaga kerja, dan teknologi

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah dae-
rah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fun-
damental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan
modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan pendu-
duk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh peme-
rintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi
daerah (Sitaniapessy,2013). Peranan belanja negara dalam pemba-
ngunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan
perekonomian, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan penda-
patan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapat-
an dan kemakmuran, dalam mendorong inisiatif dan usaha swasta
(Jhingan,2013).

Dalam Harijono dan I Made (2013), pengeluaran pemerintah
merupakan komponen relatif kecil dibanding komponen lain dalam
penghitungan pertumbuhan ekonomi. Walau demikian, pengeluaran
pemerintah mempunyai efek sosial politis yang strategis sebagai fungsi

alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Selain itu, pengeluaran peme-
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rintah pun mempunyai efek multiplier terhadap ekonomi makro riil
dalam pergerakan jangka pendek dari output dan ketenagakerjaan. Be-
lanja modal pada pemerintah diantaranya digunakan untuk mening-
katkan infrastruktur fisik yang tentunya baik secara langsung maupun
tidak langsung akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengang-

guran.

Menurut Tambunan dalam Afiat (2115), pengeluaran peme-
rintah secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi Per-
ubahan Struktur Ekonomi. Menurut Todaro (1991), bahwa Teori
perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme
transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang,
yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor
pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan

sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa.

Meskipun sektor pertanian mampu menjadi penyelamat pere-
konomian Indonesia untuk keluar dari krisis, tetapi kontribusi sektor
pertanian terhadap PDB nasional masih tetap rendah. Semakin ting-
gi pengeluaran pemerintah, akan semakin tinggi perubahan struktur
ekonomi dari sektor Pertanian ke sektor Industri dan sektor Jasa. Se-
baliknya, jika semakin rendah pengeluaran pemerintah, akan semakin
rendah perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju

sektor industri dan sektor jasa.

Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang diha-
silkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu, juga dapat menaikkan
pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi
penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Ka-
rena adanya kenaikan permintaan agregat sehingga mendorong pro-
dusen untuk meningkatkan output produksinya. Untuk itu, produsen
memerlukan tambahan input produksi, salah satunya adalah tenaga

kerja, sehingga akan tercipta kesempatan kerja baru. Dengan demi-
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kian, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan

kerja baru bagi masyarakat.

Hasil Produksi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan pereko-
nomian negara, yang dapat diukur dengan pendapatan nasional atau
yang lebih dikenal sebagai produk domestik bruto (PDB). Pertumbuh-
an ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan mencipta-
kan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat

serta merata.

Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan
maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar
produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjual-
an. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan te-
naga kerja. Menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes dalam Boe-
diono (1998) bahwa tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi
di pasar barang. Apabila output yang diproduksikan naik, maka jum-
lah orang yang dipekerjakan juga naik. Hal ini dapat dikaitkan dengan
konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan output
hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan peng-
gunaannya. Permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian
akan mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi sehingga
berdampak pada penggunaan inpumya (tenaga kerja). Karena sesuai
teori produksi yang menyatakan bahwa permintaan input merupakan
derived demand dari permintaan output, yang artinya permintaan akan

input baru terjadi bila ada permintaan akan output.

Semakin besar permintaan agregat yang dilakukan dalam pere-
konomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan
kerja yang dicapai. Permintaan agregat yang ada tidak selalu mencapai

tingkat permintaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesem-
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patan kerja penuh. Karena itu pengangguran akan selalu terjadi. Untuk
mengatasinya, pemerintah harus mempengaruhi permintaan agregat
dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam
hal ini dapat diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara output na-
sional dan kesempatan kerja. Apabila pertumbuhan ekonomi meng-
alami kenaikan,maka kesempatan kerja mengalami kenaikan. Seba-
liknya, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka

kesempatan kerja akan mengalami penurunan.

Syrquin (1985) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang
kuat antara pertumbuhan dan perubahan struktural. Pertumbuhan
ekonomi mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi pada
suatu daerah ataupun negara. Transformasi ekonomi sendiri merupa-
kan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian
ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing perekonomian
mengalami transformasi yang berbeda-beda. Hal yang sama juga di-
kemukakan oleh Bawuno Elizabeth dkk., (2015) bahwa pertumbuhan
ekonomi sesungguhnya dapat memperlihatkan trend yang meningkat
dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang
tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekono-
mian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis.Per-
tumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat dan selalu diharap-
kan oleh setiap negara. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka
di dalam suatu negara tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan,
kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Pertum-
buhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara sedang
berkembang menunjukkan bahwa sektor industri lebih cepat tumbuh

dibandingkan dengan sektor pertanian.

Menurut fungsi produksi bila input yang digunakan naik maka
output yang dihasilkan akan naik, input yang digunakan dalam faktor

produksi adalah modal fisik dan modal manusia. Produsen selalu me-
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miliki tujuan untuk meningkatkan laba dan output yang diproduksi.
Oleh karena itu ketika output yang diproduksi meningkat maka pro-
dusen akan berusaha meningkatkan lebih banyak output agar mening-
katkan laba yang diperoleh dengan cara menyerap tenaga kerja di sek-
tor industri manufaktur (Buchari,2006). Secara umum, pertumbuhan
ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah
untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan
meningkatkan kebutuhan input tenaga kerja, sehingga akan memper-

luas penyerapan kesempatan kerja.

Perubahan Struktur Ekonomi

Masalah pembangunan ekonomi dapat dilihat sebagai suatu pro-
ses peralihan dari satu tingkat ekonomi bercorak sederhana menuju
tingkat ekonomi yang lebih maju yang mencakup beraneka ragam ke-
giatan. Dalam peralihan (transisi) tersebut, terlaksana suatu transfor-
masi dalam arti adanya perubahan pada perimbangan-perimbangan
keadaan yang berkisar pada landasan kegiatan ekonomi dan melekat
pada tata susunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dengan
kata lain, pembangunan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh
suatu transformasi mengandung perubahan yang mendasar pada suatu
struktur. Berdasarkan berbagai penelitian empiris, dapat diamati be-
berapa fenomena yang selalu muncul dalam proses perubahan struk-
tural. Dimana secara umum dapat dikatakan bahwa transformasi lazim
ditandai oleh perubahan dan pergeseran dari kegiatan sektor produksi
primer (pertanian, pertambangan) ke sektor sekunder (industri manu-

faktur) dan ke sektor tersier (Louhenapessy, 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus
berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahte-
raan masyarakatnya. Menurut Todaro (2003), bahwa pembangunan

ekonomi pada dasarnya mempunyai dimensi pokok, yaitu pertumbuh-
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an, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi ekono-
mi dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi
masyarakat industri. Agar pertumbuhan ekonomi terus berlangsung,

diharapkan terjadi perubahan atau transformasi struktur ekonomi
(Hukom, 2014).

Szirmai (2012) telah melakukan penelitian pada sekitar 67 ne-
gara sedang berkembang dan mendapatkan hasil bahwa akibat adanya
perubahan struktur ekonomi, sektor-sektor industri telah menjadi me-
sin pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Landesman dan
Roman (2019) juga mengatakan bahwa ekonomi global telah menga-
lami perubahan struktur yang sangat cepat. Proses pembangunan yang
sangat mengesankan pada sejumlah negara berkembang telah mendo-

rong pergeseran kuat dalam pangsa perdagangan global.

Dalam Harsono (2013) juga menyatakan bahwa salah satu model
pembangunan ekonomi ialah melalui pendekatan perubahan struktu-
ral memusatkan perhatiannya pada mekanisme pertumbuhan ekono-
mi yang akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi,
khususnya transformasi sektor pertanian subsisten ke sektor industri.
Pendekatan pembangunan ini mempercayai bahwa pertumbuhan pada
akhirnya dapat menciptakan pemerataan pembangunan dengan mela-
lui perubahan konsumsi dan investasi serta alokasi penyerapan tenaga

kerja.

Perubahan struktur ekonomi jangka panjang di mana pertum-
buhan PDB akan membawa perubahan mendasar dalam struktur eko-
nomi, yaitu dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sek-
tor utama ke sektor modern yang didominasi oleh sektor-sektor non
primer, khususnya industri manufaktur dengan relasi positif antara
pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis
sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ada kecenderung-

an bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat
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semakin tinggi pendapatan masyarakat perkapita, semakin cepat per-
ubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor penentu lain
yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), ba-

han baku, teknologi tersedia.

Teori tentang perubahan struktur ekonomi yaitu dari Hollis Che-
nery yang berfokus pada perubahan struktur ekonomi di negara ber-
kembang yang mengalami transformasi dari pertanian ke sektor industri
sebagai penggerak utama pertumbuhan. Penelitian Chenery menunjuk-
kan peningkatan perkapita telah mengubah pola konsumsi dari makanan
dan kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa, akumulasi modal
secara fisik dan SDM, perkembangan kota dan industri, penurunan laju
pertumbuhan penduduk, ukuran keluarga yang kecil, sektor ekonomi

yang didominasi oleh sektor non primer terutama industri.

Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA mengalami
pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan
industrialisasi, atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi
(perubahan struktur) ketimbang dengan negara yang miskin SDA. Se-
bagai contoh, Indonesia yang awalnya sangat mengandalkan kekaya-
an SDA terutama migas dapat dikatakan relatif terlambat melakukan
industrialisasi dibandingkan dengan negara-negara kecil dan miskin
SDA di Asia Tenggara dan Timur, seperti Jepang, Singapura, Korea
Selatan, dan Taiwan (Machmud,2016).

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan mem-
berikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pen-
ciptaaan lapangan kerja. Tanggung jawab ideal dari dunia kerja adalah
bagaimana dapat menyerap sebesar-besarnya tambahan angkatan ker-
ja yang terjadi setiap tahun, dengan tetap memperhatikan peningkatan
produktivitas pekerja secara keseluruhan. Sebab dengan meningkat-
nya produktivitas, diharapkan upah juga meningkat sekaligus kesejah-

teraan pekerja dapat diperbaiki.
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Bab VIII

Determinan Tingkat Pengangguran dan
Pertumbuhan Ekonomi: Sisi Permintaan

Intan Nur Asih
Munawarah

Tinjauan Teoretis

engangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak
dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan
(Sukirno, 2008). Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja
sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum
pencacahan dan berusaha mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1985). Peng-
angguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah

angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003)

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran sebagai me-

reka yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan, seperti mereka yang
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belum bekerja yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Ter-
masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah bekerja karena
sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk
mendapatkan pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas
pada seminggu, sebulan pencarian, jadi mereka yang berusaha menda-
patkan pekerjaan dan permohonannya telah dikirim lebih satu minggu
yang lalu tetap dianggap sebagai pencari kerja. Untuk mengukur ting-
kat pengangguran pada suatu daerah/wilayah biasa didapat dari pre-
sentasi membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja

dan dinyatakan dalam persen (Badan Pusat Statistik, 1990).

Menurut konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik dalam
SAKERNAS (1998), angkatan kerja yang merupakan penduduk usia
kerja (10 tahun atau lebih) punya pekerjaan sementara, tidak bekerja
dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang diartikan bekerja disini adalah
mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau
membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya
bekerja sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang

lalu.

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan ke-
pada enam jenis yaitu: (1) Pengangguran friksional adalah pengang-
guran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan
pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini
dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pela-
maran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya in-
formasi. Pengangguran friksional dapat pula terjadi karena kurangnya
mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat
bukan disekitar tempat tinggal pencari kerja. (2) Pengangguran struk-
tural terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi pereko-
nomian. Perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan

sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri de-
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ngan keterampilan baru tersebut. (3) pengangguran yang terjadi akibat
dari ketidakcukupan pada lapangan kerja yang tersedia. Penganggur-
an ini sangat terkait dengan perubahan pada siklus kegiatan ekonomi.
(4) Pengangguran tersembunyi dapat terjadi apabila penambahan pada
tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang
berarti pada tingkat produksi. (5) Pengangguran musiman seringkali
muncul pada waktu-waktu tertentu pada satu tahun, biasanya terjadi
berkaitan dengan perubahan musim pada suatu wilayah. (6) Pengang-
guran setengah menganggur, pengangguran ini terjadi sebagai akibat
dari adanya peningkatan jumlah penduduk sehingga tenaga kerja yang
ada akan berupaya untuk mencari pekerjaan meskipun dengan waktu
yang lebih sedikit. (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Mankiw (2000) menyatakan bahwa pengangguran akan selalu
muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan
pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya
waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua
adalah adanya kekuatan upah. Kekuatan upah ini dapat disebabkan
oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar ko-

lektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi.

Teori Pertumbuhan Keynes

John Maynard Keynes (1936). Dalam bukunya The General
Theory of Employment, Interest and Money, Keynes melihat pere-
konomian secara keseluruhan (makro). Menurut Keynes dalam ke-
giatan perekonomian terutama tergantung kepada segi permintaan,
yaitu tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam
perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat ada-
lah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang
dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode

tertentu. Pengeluaran agregat yang wujud tidak selalu mencapai full
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employment, untuk mengatasinya pemerintah perlu mempengaruhi

pengeluaran agregat (Sukirno, 2000).

Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 yaitu pengeluaran
konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh pihak swasta,
pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dengan persamaan sebagai
berikut.

Y=C+I+G+NX

Dimana: Y = Pendapatan nasional, C = pengeluaran konsumsi
rumah tangga, I = investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, G = pe-
ngeluaran pemerintah, dan NX = ekspor neto (ekspor — impor). Inter-
vensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan 3 hal, yaitu
melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung.
Kebijakan fiskal dilakukan oleh departemen keuangan dengan instru-
men APBN, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dengan
mempengaruhi penawaran dan permintaan uang, dan pengawasan
langsung melalui peraturan-peraturan. Implikasi pandangan Keynes
adalah untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan
pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan
moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebi-

jakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah).

Hukum Okun

Pada tahun 1962, Okun dalam artikelnya menyajikan dua hu-
bungan empiris yang menghubungkan tingkat pengangguran dan out-
put riil, yang kemudian dikenal menjadi Hukum Okun. Hingga saat
ini, kedua persamaan sederhana yang dikembangkan Okun telah di-
gunakan sebagai aturan praktis sejak saat itu. Kedua hubungan Okun
muncul dari pengamatan dimana lebih banyak tenaga kerja biasanya

diperlukan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam
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suatu perekonomian. Lebih banyak tenaga kerja bisa diartikan dalam
berbagai bentuk, seperti memiliki karyawan yang bekerja lebih lama
atau menyewa lebih banyak pekerja. Untuk menyederhanakan analisis,
Okun mengasumsikan bahwa tingkat pengangguran dapat berfungsi
sebagai pengganti variabel dari jumlah tenaga kerja yang digunakan

dalam perekonomian.

The difference version (Okun, 1962) hubungan Okun yang perta-
ma mengungkap bagaimana perubahan dalam tingkat pengangguran
dari satu seperempat hingga berikutnya berpindah secara triwulanan
dalam output riil. Hubungan ini disebut difference version dari hukum
Okun. Disini Okun menemukan bahwa terdapat hubungan yang terja-
di dalam waktu yang bersamaan antara pertumbuhan output dan peru-
bahan dalam pengangguran yaitu, bagaimana output tumbuh bervariasi
secara bersamaan dengan perubahan dalam tingkat pengangguran. Pa-

rameter b sering disebut sebagai "koefisien Okun".

The gap version (Okun, 1962) pada hubungan okun yang per-
tama didasarkan pada statistik makroekonomi mudah diakses, se-
dangkan hubungan kedua Okun mengaitkan tingkat pengangguran
dengan kesenjangan antara output potensial dan output aktual. Dalam
output potensial, Okun berusaha untuk mengidentifikasi berapa ba-
nyak perekonomian akan memproduksi "dalam kondisi full employ-
ment". Dalam kondisi full employment, Okun mempertimbangkan
apa yang dia yakini bahwa tingkat pengangguran berada pada level
cukup rendah untuk menghasilkan sebanyak mungkin output tanpa
menghasilkan terlalu banyak tekanan inflasi. Tingkat pengangguran
yang tinggi, menurut Okun, biasanya akan dikaitkan dengan sum-
berdaya yang tidak terpakai. Dalam keadaan seperti itu, yang akan
terjadi adalah tingkat output aktual berada di bawah kemampuan po-
tensialnya. Tingkat pengangguran yang sangat rendah akan dikait-

kan dengan skenario terbalik.
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The dynamic version (Okun, 1962). Salah satu dari pengamatan
Okun menyatakan bahwa baik output masa lalu dan saat ini dapat ber-
dampak pada tingkat pengangguran saat ini. Dalam difference version
hukum Okun, hal ini diartikan bahwa beberapa variabel yang relevan
telah dihilangkan dari sisi kanan dari persamaan. Sebagian didasar-
kan pada saran dimana banyak dari ekonom lain untuk mengguna-
kan versi dinamis dari Hukum Okun. Bentuk umum untuk dyna-
mic version Hukum Okun akan menunjukkan pertumbuhan output
riil, pertumbuhan output riil masa lalu, dan perubahan dalam tingkat
pengangguran sebagai variabel di sisi kanan persamaan. Variabel ini
akan menjelaskan perubahan tingkat pengangguran yang terjadi saat
ini pada sebelah kiri persamaan. Dynamic version dari hukum Okun
ini memberi ruang beberapa kemiripan dengan difference version
asli dari hukum Okun. Namun, pada dasarnya tetap berbeda karena
tidak hanya menangkap korelasi yang terjadi secara bersamaan an-
tara perubahan tingkat pengangguran dan pertumbuhan output riil.
Hubungan dinamis tidak ketat terkait waktu terjadinya hubungan
antara pertumbuhan output dan perubahan tingkat pengangguran.
Namun kelemahan dari versi ini adalah bahwa hubungan antar vari-
abel tidak dapat ditafsirkan secara sederhana seperti difference versi-

on yang asli dari Hukum Okun.

Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi
di dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak
ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan penda-
patan (dampak permintaan). Kedua, investasi mampu memperbesar
kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal
(dampak penawaran investasi). Karena itu selama investasi neto tetap

berlangsung pendapatan riil dan output akan senantiasa meningkat. Se-
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hingga apabila kesempatan kerja hendak dipertahankan dalam jangka

panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar (Jhingan, 1994)

Sedangkan menurut Keynes bahwa tingkat pertumbuhan eko-
nomi akan ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat.
Oleh karena itu jika volume investasi yang diperlukan tidak terpenuhi
oleh pemerintah maka akan mengakibatkan agregat akan turun lebih
rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan
pekerjaan akan menurun secara drastis. Sehingga perubahan antara
pekerjaan dan pendapatan sebagian besar tergantung kepada investasi,
sedangkan volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari
modal dan suku bunga. Investasi dapat ditingkatkan melalui pening-
katan efisiensi marjinal dan modal atau penurunan tingkat suku bu-
nga. Kenaikan investasi akan menyebabkan kenaikan pekerjaan, akan
tetapi ini bisa saja tidak terjadi jika pada waktu yang tidak sama kecen-
derungan mengkonsumsi dapat mengakibatkan peningkatan kesem-

patan kerja tanpa kenaikan investasi (Jhingan, 1994).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam investa-
si terdapat unsur-unsur penting yang ditekankan yaitu, penambahan
modal atau kapital yang bertujuan untuk menambah barang-barang
atau alat produksi dalam jangka panjang dengan pertimbangan bahwa
dialokasikan pada sektor-sektor yang menguntungkan dan aman dari

resiko kerugian.

Pembentukan modal adalah mutlak diperlukan dalam usaha
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, karena sangat dibutuhkan
untuk membiayai pembangunan agar produksi (output) nasional da-
pat ditingkatkan maupun untuk perluasan kesempatan kerja. Inves-
tasi merupakan dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif
dan diharapkan akan memberikan hasil berupa balas jasa dan modal
di masa akan datang. Investasi merupakan variabel yang sangat tidak

stabil, yang dalam hal ini selalu berfluktuasi (Gardner dalam Sinardin
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Tahir, 2002). Hal ini disebabkan karena investasi tidak saja dipenga-
ruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa

faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut lagi Schumpeter (1911) membedakan investasi
dalam investasi terpengaruh (induced investment) yaitu investasi yang
besar kecilnya tergantung atau dipengaruhi oleh perubahan dalam
pendapatan nasional, volume penjualan, keuntungan perusahaan, dan
lain-lainnya; dan investasi otonom (outonomous investment) yaitu
investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh tingkat penda-
patan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh perubahan-perubahan yang
bersifat jangka panjang seperti adanya penemuan baru, perkembangan

teknologi dan sebagainya.

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting investa-
si sebagai penentu utama pada pertumbuhan ekonomi. Investasi atau
permodalan merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik
dapat dihasilkan maupun direproduksi. Jika persediaan modal tersebut
meningkat dalam jangka waktu tertentu maka dapat dikatakan bahwa
terjadi pembentukan modal pada waktu tersebut. Akumulasi modal
inilah yang serba kekurangan di negara-negara berkembang, sedang-
kan modal ini memegang peranan penting dalam menunjang pertum-

buhan ekonomi.

Menurut Nurkse dalam Jhingan (2010), lingkaran setan kemis-
kinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan
modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbe-
lakang maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi berada pada
tingkatan yang rendah. Hal ini menyebabkan kekurangan barang mo-

dal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal.

Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan pro-
duksi tetapi juga kesempatan kerja. Dengan terbukanya kesempatan

kerja yang lebih luas, maka tingkat pendapatan masyarakat bertambah
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dan berbagai macam kebutuhan rakyat terpenuhi. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa kenaikan laju investasi akan meningkatkan
pendapatan nasional. Oleh sebab itu investasi merupakan jalan keluar
utama dari masalah yang dihadapi negara terbelakang dan merupakan

kunci utama menuju pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Investasi dengan Pengangguran

Menurut Sukirno (2004) pengertian investasi yaitu pengeluar-
an atau pembelanjaan penanaman — penanaman modal atau perusa-
haan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk
menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia
dalam perekonomian. Pengertian lain dari investasi adalah suatu akti-
va yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaannya
melalui distribusi hasil investasi (seperti pendapatan bunga, “royalti”,
deviden, pendapatan sewa dan lain-lain), untuk apresiasi nilai investa-
si, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti
manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Investasi adalah su-
atu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + [ + G ( X-M).

Peran investasi di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar dalam
menumbuhkan perekonomian di daerah karena multiplier effect dari
investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan
dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengu-
rangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda pereko-
nomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak
mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut. investasi adalah
komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan
pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa

yang akan datang.

Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan

menunjukkan peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdiri-
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nya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam beberapa tahun ter-
akhir ini. Disisi lain, Pemerintah Kota berkewajiban untuk meningkat-
kan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan
sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk
tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara
signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi
lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investa-
si baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan
kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja

baru untuk mengurangi pengangguran.

Hubungan antara investasi dengan pengangguran dapat dilihat
berdasarkan teori Harrod Domar dalam Kurniawan (2011). Harrod
Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan per-
mintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya, sema-
kin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang
semakin besar pula, dengan asumsi “full employment”. Ini karena in-
vestasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, yang mana
salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu,
perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja se-
banyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan sema-

kin meningkat pula.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan
Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam menge-
lola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan pada upaya peningkatan
pertumbuhan tidak semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai

satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan me-
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rupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan.

Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah un-
tuk mempengaruhi perekonomian. Salah satunya diantaranya adalah
pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah
menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran
pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh peme-

rintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Layaknya pengeluaran masyarakat, maka pengeluaran peme-
rintah akan memperbesar permintaan agregat melalui multiplier effect
dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat,
sehingga PDRB akan meningkat. Meningkatnya PDRB merupakan
indikasi timbulnya suatu perekonomian yang akan menambah pene-

rimaan.

Implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidup-
an manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan per-
ekonomian secara umum yaitu semakin tinggi kualitas hidup suatu
bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa
tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup/investasi sumberdaya manusia
akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasio-
nal (Astri dkk, 2013)

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari
pada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan
atau disebut juga investment in human capital. Hal ini berarti pening-
katan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efi-

sien dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah.

Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa
pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk mengha-
silkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat

diaplikasikan dengan syarat adanya sumber ekonomi tinggi secara efi-
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sien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan tek-
nologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidik-

an sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak diperlukan maka peme-
rintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan
yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pen-
didikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan
produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor
pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pen-
didikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh
penduduk secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen me-

rupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan
Pengangguran

Menurut teori ekonomi Keynesian dalam Sadono Sukirno
(2000), menjelaskan variabel pemerintah dalam hal ini adalah anggaran
dijadikan salah satu faktor yang menjadi penggerak pertumbuhan eko-
nomi. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat menciptakan multiplier
effect pada sektor-sektor perekonomian lain. Multiplier effect tersebut
akan semakin besar jika asumsi belanja pemerintah digunakan untuk
kegiatan produktif. Hal ini disebabkan ketika pengeluaran pemerintah
mengalami kenaikan maka akan menstimulasi kegiatan perekonomian
di suatu daerah dan menciptakan multiplier effect yang pada akhirnya

akan mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut.

Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada

perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan di bawah sepuluh
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persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuh-
an ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada
pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha berse-
mangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang
terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu,
peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya
lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya me-

lebihi sepuluh persen.

Dengan adanya inflasi maka kenaikan tingkat inflasi menunjuk-
kan adanya suatu pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka
waktu panjang maka tingkat inflasi yang tinggi sangat memberikan
dampak yang sangat buruk. Dengan tingginya tingkat inflasi hal ini
yang menyebabkan barang domestik relatif lebih mahal bila diban-

dingkan dengan harga barang impor.

Jika kita melihat bahwa pada prinsipnya tidak semua inflasi
berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi
ringan yaitu inflasi di bawah 10% dengan adanya inflasi ringan ini da-
pat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Ini yang membuat
semangat para pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya de-

ngan membuka lapangan kerja baru.

Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap jumlah pengang-
guran. Inflasi yang tinggi tidak akan menggalakkan perkembangan
ekonomi. Biaya yang meningkat menyebabkan kegiatan produktif sa-
ngat tidak menguntungkan karena akan meningkatkan biaya produk-
si. Maka pemilik modal biasanya lebih memilih untuk menggunakan
modalnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain dengan membeli harta-
-harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena pemi-

lik modal lebih suka menjalankan kegiatan investasi seperti ini, maka
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investasi produksi akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan
menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran yang tercipta
(Sadono Sukirno, 2004)

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terha-
dap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung ada-
lah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tinggi-
nya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada
tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang
tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sek-
tor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengang-
guran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat

dari rendahnya investasi (Sukirno, 2008)

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan peng-
angguran kedudukannya naik (tidak ada Trade off) maka menunjukkan
bahwa adanya perbedaan dengan kurva Philips dimana terjadi trade
off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah (Nopi-
rin, 2000). Pada awalnya, kurva Philips memberikan gambaran kasar
mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran
dianggap memiliki hubungan yang erat dengan pasar tenaga kerja dan
tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva
Philips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (trade off) antara
pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah
rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi.
Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan ter-
jadi tingkat pengangguran yang relatif rendah (Dernburg dan Karya-
man Muchtar, 1999)

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat infla-
si dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa in-
flasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat.

Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan
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maka permintaan akan naik kemudian harga akan naik pula. Dengan
tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut
produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah te-
naga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat me-
ningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja,

maka pengangguran berkurang.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan
Pengangguran

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan
ekonomi disuatu wilayah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja,
sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan eko-
nomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan
GDP yang dihasilkan suatu negara, karena indikator yang berhubung-
an dengan jumlah pengangguran adalah Gross National Product (GNP).

Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran seperti output
yang dikemukakan oleh Arthur Okun. Output dapat diilustrasikan se-
bagai salah satu indikasi untuk melihat adanya kesempatan kerja. Su-
atu periode dimana output lebih tinggi dari titik potensialnya, maka
akan tersedia kesempatan kerja yang lebih banyak. Pada kondisi ini,
pengangguran akan dapat ditekan atau bahkan akan menurun. Okun
memberikan definisinya melalui Hukum Okun yang mengatakan bah-
wa untuk setiap 2 persen penurunan GNP secara relatif terhadap GNP

potensial, tingkat pengangguran akan naik satu persen.

Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi da-
erah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau le-
bih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan

struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuh-
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an ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan men-

ciptakan lapangan kerja.

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan
ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat
mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dapat diu-
kur dengan peningkatan atau penurunan PDRB yang dihasilkan suatu
daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengang-
guran adalah PDRB (Alghofari, 2011).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil
yang berbeda, hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat peng-
angguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui
PDRB yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak
dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga penganggur-
an tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertum-
buhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal,
dimana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan
pendapatan yang meningkat lebih diutamakan daripada pertumbuhan

ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara per-
tumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa
pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan pe-
luang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berori-
entasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi

jumlah tingkat pengangguran.

Tinjauan Studi Empiris

Adapun yang menjadi acuan atau panduan bagi penulis dalam
menyelesaikan penulisan ini adalah dengan melihat dari penelitian se-

belumnya, yakni :
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Prasaja (2013) mengemukakan bahwa variabel investasi asing
mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap pengangguran,
hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi akan menurunkan
tingkat pengangguran yang dimana investasi tidak hanya mencipta-
kan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Inves-
tasi atau pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting
bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan stok barang modal.
Meningkatnya stok barang modal dapat memberikan dampak positif
terhadap perekonomian, sebab peningkatan stok barang modal akan
meningkatkan kegiatan produksi dan meningkatkan kesempatan ker-

ja. Tingginya kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran.

Penelitian ini oleh Nur Fitri Yanti, dkk. (2017) yang membahas
mengenai “Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, dan PDRB Terhadap
Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014". Sa-
lah satu penyebab ketidakmampuan ekonomi adalah status pengang-
guran yang tinggi. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu ne-
gara dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara
tersebut. Maka studi ini adalah penelitian deskriptif, lokasi penelitian
dilakukan di wilayah Sulawesi yakni, Provinsi Sulawesi Utara, Sula-
wesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat
dan Gorontalo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

menggunakan teknik dokumentasi.

Mutia dkk (2016) meneliti pengaruh investasi, tenaga kerja dan
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indone-
sia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi, tenaga kerja
dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terha-
dap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diperoleh koefisien regresi
investasi sebesar 2,046 yang artinya setiap adanya kenaikan 1 persen

terhadap investasi maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya
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pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 2,046 persen dengan
asumsi variabel tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah dianggap te-
tap. Kemudian koefisien estimasi tenaga kerja sebesar 3,5935 artinya
setiap kenaikan 1 persen tenaga kerja maka akan berpengaruh terha-
dap meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5935 persen de-
ngan asumsi variabel investasi dan pengeluaran pemerintah dianggap
konstan. Terakhir koefisien estimasi pengeluaran pemerintah sebesar
0,563 artinya setiap kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah maka
akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi se-
besar 0,563 persen dengan asumsi variabel investasi dan tenaga kerja

dianggap konstan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiawati dan Ardi Hamzah
(2007) dengan judul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belan-
ja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan
Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur”. Penelitian ini mengguna-
kan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengguna-
kan statistik deskriptif dan regresi linier berganda untuk melakukan
analisis jalur terhadap variabel-variabel penelitian. Jenis data yang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data
kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi va-
riabel eksogen dan endogen. PAD, DAU, DAK, dan belanja investasi
merupakan variabel eksogen, pertumbuhan ekonomi merupakan vari-
abel endogen dan eksogen, kemiskinan dan pengangguran merupakan

variabel endogen.
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Bab IX

Hubungan Teoritis antara Mutu Sumber
Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran dengan Kemiskinan

Imran
Sabir

Pengantar

emiskinan menurut World Bank didefinisikan sebagai “The
denial of choice and opportunities most basic for human develop-
ment to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent stan-
dard of living freedom, self esteem and the respect of other”. Dari definisi
tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kon-
disi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan
kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat
memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan

rasa dihormati seperti orang lain.
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Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal
yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlin-
dung dan air minum, halhal ini berhubungan erat dengan kualitas
hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskin-

an dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mende-
finisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelom-
pok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk memper-
tahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak
dasar tersebut antara lain:(1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) ke-
sehatan, pendidikan, pekerjaan,perumahan, air bersih, pertanahan,
sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau
ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehi-
dupan sosial-politik. Sementera itu, BKKBN mendefinisikan kemis-
kinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup meme-
lihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga
tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk

memenuhi kebutuhanya.

Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh
seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.
Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya
karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskin-
an pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset,
organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek
sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber
keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut ter-
manifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang
sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan

yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan
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baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan
atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemaju-
an atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini
adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual mau-

pun kolektif (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo,2003).

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskin-
an dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Di-
lihat dari sisi pendapatan, kemiskinan ekstrim (extreme poverty) atau
kemiskinan absolut adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan
pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang di-
perlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (overall
poverty), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif, adalah keku-
rangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti

pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Menurut Djojohadikusumo (1995) menyatakan bahwa pola
kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah persistent poverty, yaitu
kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah
cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi
secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskin-
an musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman
pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan kare-
na terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu
yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyara-
kat. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurang-
an sumberdaya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup
serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik,
kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang
mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentu-
kan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggu-

nakan sumberdaya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat
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dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung

dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Menurut Suryawati (2005), hidup dalam kemiskinan bukan ha-
nya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah,
tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan
rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap an-
caman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan
hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: (1)
Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan
di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendi-
dikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) Kemiskin-
an relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan
yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan
ketimpangan pada pendapatan; (3) Kemiskinan kultural, mengacu
pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan
oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki ting-
kat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantu-
an dari pihak luar; (4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang
disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi
dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak men-
dukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan su-

burnya kemiskinan.

Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besar-
nya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makan-
an dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas
seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis

kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga ti-
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dak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan

karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitung-
an garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang ber-
penghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp
7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemis-
kinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk
kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori
per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum
bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan,

dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan stan-
dar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang
pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan
perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan

menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari.

Penyebab Kemiskinan

Todaro (1995) menyatakan bahwa kemiskinan di negara ber-
kembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) perbedaan geo-
grafis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, 2) perbedaan se-
jarah, sebagian dijajah oleh negara berlainan, 3) perbedaan kekayaan
sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusianya, 4) perbedaan
peranan sektor swasta dan negeri, 5) perbedaan struktur industri, 6)
perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi, politik dan

kelembagaan dalam negeri.

Menurut Kuncoro (2004), ada tiga penyebab kemiskinan jika di-
pandang dari segi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan mun-

cul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang
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menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin
hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya
rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas
sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah berarti
produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Ren-
dahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidik-
an, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturun-
an. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan
kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, keti-
daksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya
produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya
pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berim-
plikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi
berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk
mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong ling-

karan dan perangkap kemiskinan ini.

Menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan
kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai pemba-
ngunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal dan permintaan
modal. Dari segi penawaran modal, lingkaran setan kemiskinan dapat
dinyatakan bahwa Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diaki-
batkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemam-
puan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan
suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan de-
mikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempe-

ngaruhi kemiskinan.

Dari segi permintaan modal, di negara-negara miskin rangsang-
an untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar

untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pen-
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dapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang
rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh
pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan
pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini
disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, se-

hingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang
tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi
belum dapat memperolehnya (Sadono Sukirno, 2000). Seseorang yang
tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergo-
long sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh
tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jum-
lah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang

diminta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketena-
gakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja
tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu
usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena su-
dah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengang-
guran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengang-
guran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi
pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat
kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjang-
an juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap
penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu
tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan so-

sial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekono-
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mi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan

per kapita suatu negara.

Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara in-
ternasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang
sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam
mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak da-
pat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Maka menurut sebab
terjadinya, pengangguran digolongkan kepada tiga jenis diantaranya
(Sadono Sukirno, 2000) (1) Pengangguran friksional adalah pengang-
guran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan
pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini
dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pe-
lamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya
informasi. Pengangguran friksional tidak bisa dielakkan dari pereko-
nomian yang sedang berubah. Untuk beberapa alas an, jenis-jenis ba-
rang yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepan-
jang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, begitu pula
permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang
tersebut; (2) Pengangguran struktural adalah Pengangguran yang ter-
jadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomi-
an. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam
keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari
kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru ter-
sebut; (3) Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang terja-
di karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat

pengangguran dalam permintaan agregat.

Sedangkan menurut Edwards (1974) dalam Lincolin (1997),
bentuk-bentuk pengangguran adalah seperti (1) Pengangguran ter-
buka (open unemployment), adalah mereka yang mampu dan seringkali

sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk
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mereka; (2) Setengah pengangguran (under unemployment), adalah
mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya
rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai
arti atas produksi secara keseluruhan; (3) Tenaga kerja yang lemah (im-
paired), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitas-
nya lemah karena kurang gizi atau penyakitan; (4) Tenaga kerja yang
tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif

tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Indikator pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS ada-
lah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran ter-
buka umumnya didefinisikan sebagai proporsi angkatan kerja yang
tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ukuran ini dapat digunakan un-
tuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat

terserap dalam pasar kerja di sebuah wilayah atau negara.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempenga-
ruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai macam cara yaitu (1) Jika
rumah tangga memiliki batasan likuiditas, yang berarti bahwa kon-
sumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka ben-
cana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income pov-
erty rate dengan consumption poverty rate; (2) Jika rumah tangga tidak
menghadapi batasan likuiditas, yang berarti bahwa konsumsi saat ini
tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkat-
an pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam
jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.
Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan
lapangan pekerjaan yang relatif lambat menyebabkan masalah peng-

angguran yang ada.

Tingkat pengangguran di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia biasanya terlihat rendah dan cenderung menutupi potret

yang lebih penting dalam pasar kerja seperti tingkat upah yang rendah
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dan keberadaan sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Ren-
dahnya tingkat pengangguran di Indonesia utamanya disebabkan ka-
rena penduduk yang khususnya berasal dari rumah tangga miskin akan
melakukan pekerjaan apa saja untuk memperoleh pendapatan guna
mempertahankan hidup yang disebabkan tiadanya jaminan atau kom-
pensasi bagi penganggur. Untuk itu penduduk terpaksa bekerja dalam
keadaan apapun baik dalam jam kerja yang lebih rendah dari yang di-
inginkan, kurang dari jam kerja normal, atau bekerja purna waktu
(full time). Oleh karena itu, tingkat setengah pengangguran tampaknya
merupakan indikator yang lebih baik bagi pasar kerja di bandingkan
tingkat pengangguran dan merupakan indikator pemanfaatan tenaga
kerja (labour utilization) yang lebih realistis di negara berkembang se-

perti indonesia.

Mutu Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkung-
an suatu organisasi atau sering juga disebut tenaga kerja, pekerja atau
karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai
penggera organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber Daya
manusia juga merupakan aset dan berfungsi sebagai modal baik non
material atau non financial di dalam suatu organisasi bisnis yang dapat
diwujudkan potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujud-

kan visi dan misi organisasi.

Untuk memahami pengertian Sumber Daya Manusia (SDM)
perlu dibedakan pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian
SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau war-
ga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah
memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah memasuki usia angkat-
an kerja, baik yang sudah maupun memperoleh pekerjaan. Di samping

itu SDM secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia
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produktif, meskipun karena berbagai sebab dan masalah masih terda-
pat yang belum produktif karena belum memasuki lapangan kerja yang
terdapat di masyarakatnya. SDM dalam arti mikro secara sederhana
adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu
organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga

kerja dan lain-lain

Sumber Daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi
penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karak-
teristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat
dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber
daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau
kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek
kuantitas dan kualitas. Karakteristik demografi merupakan aspek ku-
antitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggam-
barkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk

dan komposisi penduduk.

Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut mutu sum-
ber daya manusia, kemampuan, baik kemampuan fisik maupun non
fisik. Kualitas sumberdaya manusia ini menyangkut dua aspek yaitu
aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang
menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan berketerampilan. Oleh
karena itu,upaya meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui
program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkat-
kan kualitas atau kemampuan-kemampuan non fisik tersebut, maka
upaya yang dilakukan adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan.
Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya

manusia. (Notoatmodjo, 2003).

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia sendiri adalah
upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembang-

an aktivitas dalam bidang pendidikan, latihan, kesehatan dan gizi.
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Pengertian ini memusatkan pada pemerataan dalam meningkatkan
kemampuan manusia dan pada pemanfaatan kemampuan tersebut
(Sein, 2009).

Menurut Mulyadi (2003), kebijaksanaan dalam peningkatan ku-
alitas hidup antara lain meliputi : 1). Pembangunan pendidikan akan
memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan da-
tang; 2). Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan me-
nanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan pelayanan
kesehatan terutama pada penduduk terpencil; 3). Untuk penduduk
miskin, peningkatan kualitas dilakukan dengan memberikan keteram-
pilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong sema-
ngat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepas diri dari
kemiskinan; 4). Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan me-
ningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana, serta mening-
katkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk antara

lain melalui transmigrasi dan industri di pedesaan.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,
maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu
peningkatan kualitas sumberdaya manusia mutlak harus dilakukan.
Karena dengan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas da-
pat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu nega-
ra, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat
pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja karena
dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya, dan
dengan kesehatan seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikiran-
nya dalam bekerja. Selain dari pada pendidikan, kesehatan juga turut
mempengaruhi kualitas Sumber Daya manusia. Tingkat kesehatan
masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu angka kematian
bayi dan angka harapan hidup. Jika angka harapan hidup meningkat,

berarti menandakan kesehatan semakin membaik, dan pertumbuhan
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ekonomi juga semakin bagus karena masyarakat memiliki kesempatan

yang lebih banyak untuk menghasilkan pendapatan.

Gambaran mutu sumber daya manusia dapat diperoleh dengan
menggunakan alat ukur berupa indikator komposit objektif yang di-
kenal dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang mencerminkan tingkat
pendidikan dan kesehatan. Selain itu, mutu sumber daya manusia juga
dapat diukur dengan menggunakan pendekatan Indeks Pembangun-
an Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendidikan
yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah,
kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, dan pendapatan
penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat.

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), pem-
bangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-
-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Konsep
atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup
dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan
manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari su-

dut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Dalam laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pem-
bangunan manusia meliputi aspek-aspek seperti (1) Pembangunan
harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; (2) Pem-
bangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi
penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada
penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekono-
mi semata; (3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya
pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi
juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas ma-
nusia tersebut secara optimal; (4) Pembangunan manusia didukung

empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan
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dan pemberdayaan. (5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam
penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-

-pilihan untuk mencapainya.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi In-
deks Pembangunan Manusia menurut UNDP, di antaranya (1) Lon-
gevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life ex-
pectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau
infant mortality rate; (2) Educational Achievement, diukur dengan dua
indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas (adult
literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas
(the mean years of schooling); (3) Access to resource, dapat diukur seca-
ra makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi purchasing
power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan

angkatan kerja.

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat
ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan ma-
nusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kese-
hatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektu-
alitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat
tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya belj, se-
dangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat
(Sukmaraga, 2011).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keber-
hasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu
perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditun-
jukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam

perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.
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Pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederha-
na dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pen-
dapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu
tahun (Prasetyo, 2009). Perekonomian suatu negara dikatakan menga-
lami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-fak-
tor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun—tahun se-
belumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat
diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara

fisik dalam kurun waktu tertentu.

Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan
output perkapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi se-
bagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembang-
an suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila diban-
dingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Pembangunan
ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang menye-
babkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara
dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan
(Arsyad, 2004).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapi-
ta dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses,
output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah
suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini
kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana
suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Bo-
ediono, 1999). Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan
kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur
menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Do-
mestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo Adi-
sasmita, 2013).
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PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) ter-
tentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Per-
tumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB
atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi
barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut badan pusat statistik
(BPS), ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga
pendekatan, yaitu a) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah
dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi
dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai
produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Nilai tambah me-
rupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai
oleh unit produksi dalam proses produksi dengan demikian nilai
yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi; b)
Pendekatan Pengeluaran, bertitik tolak pada penggunaan akhir ba-
rang dan jasa. Nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung
dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir
yang membentuk produk domestik regional. Pengeluaran akhir ada-
lah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan
lembaga nirlaba/lembaga yg tidak mencari untung, konsumsi peme-
rintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok
dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di dalam suatu daerah/
wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun; c) Pendekat-
an Pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung
dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu
upah, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk
sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tdak mencari
untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam

surplus di sini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.
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Hubungan Antar Variabel

Pengaruh Mutu Sumberdaya Manusia Terhadap
Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pe-
merintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal ma-
nusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan
untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat di-
lihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu mening-
katkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan dengan me-
ningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga
akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas
kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang
tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperli-
hatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Ren-
dahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya
akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M,
2004).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena
pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat pe-
nguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesa-
daran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan
pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya
menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa

(Criswardani Suryawati, 2005).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam pene-
litiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah
penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki

berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah pendu-
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duk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia
(human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting

untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di
Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi
di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk
miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk
miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pen-
didikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk mening-

katkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat
keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan
tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekono-
mi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di go-
longan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti,
2007).

Menurut Tambunan (2001), pertumbuhan ekonomi tanpa diba-
rengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ke-
timpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut
(ceteris paribus), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi di-

mana terjadi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi dijelaskan bahwa pertum-
buhan ekonomi berkaitan erat dengan kenaikan output perkapita dan
ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu output total (Gross Domestic
Product) di satu sisi, dan jumlah penduduk menganggur (tenaga kerja
menganggur) dan penduduk miskin di sisi lainnya akibat terbatasnya

lapangan pekerjaan dalam perekonomian. Pertumbuhan dan kemis-
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kinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal
proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan
pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin

berangsur-angsur berkurang (Kuznet, 1995).

Salah satu cara untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah
dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya se-
hingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara
tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga seca-
ra otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada

akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin (Todaro, 2010).

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan
Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran

adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya me-
ngurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Sema-
kin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya
akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan kare-
na tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara
sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menim-
bulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali
antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian
besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya
part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat
miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pe-
merintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyara-
kat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pe-
kerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah

orang kaya.
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Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa sebagian rumah
tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas
pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapang-
an pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan
yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh,
jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat
berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan ting-
kat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden
pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi
kelompok masyarakat miskin. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat

pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Pengaruh Mutu Sumberdaya Manusia Terhadap
Pengangguran

Pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu
sendiri dimana manusia memainkan peranan dalam membentuk ke-
mampuan dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan
kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jum-
lah pengangguran dan untuk melakukan pembangunan manusia yang
berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran dan menda-
patkan pendapatan yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkat-
an pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran
rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan bergizi dan pendi-
dikan yang lebih tinggi.

Efek dari pengangguran akan menurunkan kesejahteraan ma-
syarakat, semakin menurun kesejahteraan masyarakat karena peng-
angguran maka akan meningkatkan rendahnya indeks pembangunan
manusia di karenakan tidak dapat memiliki pendapatan untuk meme-
nuhi kebutuhan untuk kebutuhannya. Sebaliknya, efek dari indeks

pembangunan manusia yang rendah akan mempengaruhi tingkat

216 | Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris



pengangguran dikarenakan pendidikan, kesehatan dan daya kemam-
puan daya beli masyarakat menurun. Semakin tinggi tingkat indeks
pembangunan manusia maka tingkat pengangguran akan menurun,
dan semakin rendah tingkat indeks pembangunan manusia maka ting-

kat pengangguran semakin tinggi.

Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan
dua pilar untuk membentuk modal manusia dalam pembangunan eko-
nomi. Melalui investasi pendidikan, akan mampu meningkatkan kua-
litas sumberdaya manusia yang di perlihatkan dengan meningkatnya
pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong peningkatan
produktivitas kerja seseorang, yang pada akhirnya seseorang yang me-
miliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang

lebih baik dan terhindar dari kemiskinan.

Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan
produktivitas yang akan di dapat seseorang. Semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang maka kesempatan untuk mendapatkan pekerja-
an yang lebih baik juga tinggi. Kecenderungan lain menunjukkan bah-
wa semakin tinggi pendidikan, maka semakin panjang usia produktif
seorang pekerja karena menyandarkan kapasitas intelektualnya diban-

dingkan dengan kekuatan fisiknya.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Pengangguran

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran da-
pat dijelaskan dengan hukum Okun (Okun’s law), Yang menyatakan
adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan output dalam
siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menunjukan bahwa penambahan
1 (satu) point pengangguran akan mengurangi GDP ( Gross Domestik
Product) sebesar 2 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif

antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan juga sebalik-
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nya pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan peng-
angguran memperlihatkan ketidakmerataan. Hal ini mengakibatkan

konsekuensi distribusional.

Pengangguran berhubungan juga dengan ketersediaan lapangan
pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi,
sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah
sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapat-
an nasional, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapa-

sitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.
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Bab X

Determinan Lama Mencari Kerja
Di Sektor Informal dalam Kajian
Teoritis dan Studi Empiris

Sri Marsanda
Fatmawati

enaga kerja adalah semua penduduk dalam usia kerja atau usia
produktif (man power). Dalam istilah UU Ketenagakerjaan No.
13 Tahun 2003, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat. Penduduk usia produktif menurut International Labor
Organization (ILO) adalah mereka yang memiliki usia (15-64) tahun,
sedangkan menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

adalah mereka yang memiliki usia 15 tahun ke atas.

Teori ekonomi tenaga kerja menjelaskan bagaimana memanfa-

atkan tenaga kerja sebaik-baiknya untuk menghasilkan barang dan jasa
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guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja terdiri dari ang-
katan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah seluruh
penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas yang mempunyai ke-
giatan terbanyak bekerja dan mencari pekerjaan. Angkatan kerja atau
labor force ini terdiri dari : (1) Golongan yang bekerja atau employed

persons; dan (2) Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

Menurut Payaman J. Simanjuntak (1985) tenaga kerja atau man
power dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja
atau labor force terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang
menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan
angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang
mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau golongan pene-
rima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan
kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Pada
dasarnya tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan
kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu tenaga kerja ber-
usia 15 tahun dan lebih yang selama seminggu yang lalu mempunyai
pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja
dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedang mencari
pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan. Sedangkan bukan ang-
katan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang se-
lama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga
dan lain-lain atau penerima pendapatan dan tidak melakukan kegiatan
yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau men-

cari kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu
indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang pen-
duduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk
pada suatu waktu dalam periode survey. Semakin besar jumlah pen-

duduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah
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angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Payaman J
Simanjuntak, 2005:45)

Pasar Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja mencerminkan besarnya penyediaan atau
supply tenaga kerja dalam masyarakat yaitu jumlah orang yang mena-
warkan jasanya untuk proses produksi. Sedangkan jumlah orang yang
bekerja atau employed persons tergantung pada besarnya permintaan
atau demand dalam masyarakat. Demand tersebut dipengaruhi oleh ke-
giatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau
hubungan kerja melalui supply dan dengan tenaga kerja dinamakan
pasar kerja. Seseorang di pasar kerja berarti dia menawarkan jasa un-
tuk produksi, apakah dia sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Be-
sarnya penempatan atau tingkat employment dipengaruhi oleh faktor
kekuatan supply dan demand, sedangkan besarnya supply dan demand
dipengaruhi oleh tingkat upah.

Sektor Formal

Sektor formal adalah lapangan usaha yang secara sah terdaf-
tar dan mendapat izin dari pejabat berwenang. Kegiatannya terhim-
pun dalam Instansi Pemerintah, bentuk badan usaha seperti BUMN,
BUMS, dan Koperasi.

Menurut Sama’una (1998) ada dualism ekonomi antara sektor
formal dan informal muncul, yaitu terkait dengan faktor eksternal dan
faktor internal. Dimana yang termasuk dalam faktor eksternal adalah
pranata-pranata yang mendukung kegiatan ekonomi formal yang mo-
dern dibandingkan sektor informal, kesenjangan tingkat upah antara
sektor formal dan sektor informal serta terkait dengan masalah teknis

politis yang mana kalangan pelaku politik (birokrasi) kurang mencer-
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mati dan mengamati pola modernisasi yang begitu cepat perkembang-
annya. Sedangkan yang berkaitan dengan sektor informal adalah ting-
kat produktivitas yang sangat tidak seimbang antara sektor formal dan

sektor informal.

Kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah kesempatan
kerja yang tercipta tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat khu-
susnya pada sektor formal, karena di sektor ini diperlukannya sumber
daya manusia yang memenuhi standar tingkat pendidikan yang telah

ditentukan oleh badan usaha atau instansi terkait.

Teori Pengangguran

Bagi negara-negara berkembang, masalah penduduk merupakan
masalah penting. Perkembangan penduduk yang cepat dapat merupa-
kan penghambat perkembangan ekonomi, karena penduduk berfungsi
sebagai tenaga kerja maka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam
penyediaan lapangan pekerjaan. Bagi mereka yang tidak memperoleh
pekerjaan berarti mereka itu menganggur dan ini merupakan beban

bagi masyarakat dan Negara.

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak
dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Mul-
yadi Subri, 2003). Payaman J. Simanjuntak (1985), pengangguran ada-
lah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua
hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha mencari pe-

kerjaan.

Biro Pusat Statistik mendefinisikan penganggur sebagai mereka
yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum
bekerja yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Termasuk da-
lam kategori ini adalah mereka yang sudah bekerja karena sesuatu hal

berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapat-
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kan pekerjaan (Biro Pusat Statistik, 1990). Usaha mencari pekerjaan
ini tidak terbatas pada seminggu, sebulan pencarian, jadi mereka yang
berusaha mendapatkan pekerjaan dan permohonannya telah dikirim
lebih satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai pencari kerja. Un-
tuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu daerah/wilayah bisa
didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jum-

lah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

Pengangguran dapat terjadi disebabkan karena adanya ketidak-
seimbangan di dalam pasar tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bah-
wa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi pada jumlah tenaga
kerja yang diminta atau dengan kata lain, penawaran tenaga kerja le-
bih besar daripada permintaan tenaga kerjanya. Secara teori, terjadinya
pengangguran disebabkan karena adanya kelebihan penawaran tenaga
kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang ada di pasar

kerja.

Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999), pengangguran akan
muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal yaitu (1)
Proses Mencari Kerja. Pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis
yang penting bagi pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan
menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam
proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan
karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, ti-
dak sempurnanya informasi yang diterima para pencari kerja menge-
nai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna
pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima dan sebagainya;
(2) Kekakuan Upah. Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi
juga oleh upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurun-
an pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan
pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya

akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan ada-
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nya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan menga-
lami kenaikan pada tingkat upah semula. Sehingga akan menimbulkan
kelebihan penawaran (excess supply) pada tenaga kerja sebagai indikasi
dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadj;
dan (3) Efisiensi Upah. Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh
efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi ting-
kat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar
upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja. Hal
ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusaha-
an memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi
lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran akibat dari persaingan

yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Pengangguran dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) Pengang-
guran Terbuka Menurut Esmara (1985) Pengangguran terbuka ada-
lah sebagian dari angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan
tetapi aktif mencari kerja. Di Indonesia perkiraan tingkat pengang-
guran terbuka diperoleh dengan cara membagi jumlah pencari kerja
dengan angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2009),
pengangguran terbuka terdiri atas: (a) Penduduk yang sedang menca-
ri pekerjaan yaitu adalah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan
dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan seperti
mereka yang: belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat-
kan pekerjaan, penduduk yang sudah pernah bekerja karena sesua-
tu hal berhenti atau diberhentikan, dan penduduk yang bekerja atau
mempunyai pekerjaan tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk
mendapatkan pekerjaan lain; (b) Penduduk yang sedang mempersiap-
kan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rang-
ka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang baru, yang bertujuan
untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik

dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun ti-
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dak dibayar; (c) Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan adalah penduduk yang tidak bisa memperoleh pekerjaan
dikarenakan cacat, sakit kronis, sedang dipenjara; dan (d) Penduduk
yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja; dan (2) Peng-
angguran tidak kentara (setengah pengangguran) Menurut ILO dalam
Siregar (1982) Pengangguran tidak kentara atau setengah menganggur
yaitu perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul-betul dikerjakan
seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara
normal mampu dan ingin dikerjakannya. Konsep ini dibagi dalam : (a)
Setengah pengangguran kentara yaitu seseorang bekerja tidak tetap di
luar keinginannya sendiri atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek
dari waktu yang biasanya; dan (b) Setengah pengangguran tidak ken-
tara yaitu jika seseorang bekerja secara penuh tetapi pekerjaan itu tidak

mencukupi.

Menurut sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan da-
lam dua jenis Simanjuntak, (1985) yaitu (1) Pengangguran friksional
adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam
mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulit-
an temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama
prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau ku-
rangnya informasi. Pengangguran friksional dapat pula terjadi karena
kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru
terdapat bukan di sekitar tempat tinggal si pencari kerja. Penganggur-
an friksional juga dapat terjadi karena pencari kerja tidak mengetahui
dimana adanya lowongan pekerjaan dan demikian juga pengusaha ti-
dak mengetahui dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pengangguran friksional merupa-
kan sesuatu yang tidak dapat dielakkan walaupun secara teoritis jangka
waktu pengangguran tersebut dapat dipersingkat melalui penyediaan

informasi pasar kerja yang lebih lengkap; dan (2) Pengangguran Siklikal
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adalah pengangguran yang terjadi karena sebagai akibat dari ketidakcu-
kupan pada permintaan agregat untuk menyediakan lapangan pekerjaan
bagi para pencari kerja. Pengangguran siklikal ini diukur karena tidak
adanya kecukupan pada lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran ini

sangat terkait dengan perubahan pada siklus kegiatan ekonomi.

Masa pengangguran adalah periode dimana seseorang terus me-
nerus menganggur atau lamanya menganggur rata-rata seorang pe-

kerja. Lama pengangguran tersebut tergantung pada:

1. Organisasi pasar tenaga kerja, berkenaan dengan ada atau tidak
adanya lembaga penyalur tenaga kerja dan sebagainya;

2. Keadaan demografis dari angkatan kerja, sebagaimana telah diba-
has di atas;

3. Kemampuan dari keinginan para penganggur untuk tetap mencari
pekerjaan yang lebih baik;

4. Tersedianya dan bentuk perusahaan (Sandy Darmakusuma, 1998).

Teori Mencari Kerja

Setiap angkatan kerja yang menganggur, berusaha mencari kerja
di pasar dimana informasi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan infor-
masi di sini artinya para penganggur tersebut tidak mengetahui secara
pasti kualifikasi yang dibutuhkan maupun tingkat upah yang ditawar-
kan pada lowongan-lowongan kerja yang ada di pasar. Hal ini terjadi
karena setiap employed menilai pencari kerja secara berbeda, sehingga
tawaran yang diberikan pada setiap pencari kerja hanyalah tentang dis-
tribusi frekuensi seluruh tawaran pekerjaan yang didistribusikan seca-

ra acak (reservation wage), dan struktur upah menurut keahlian.

Asumsi-asumsi Teori Mencari Kerja (Moeis J.P ) : (1) Peng-
angguran adalah angkatan kerja yang berusaha mencari kerja di pasar

kerja dengan informasi tidak sempurna; (2) Setiap pencari kerja ha-
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rus membayar sejumlah biaya tertentu yang tetap dalam suatu produk
mencari kerja; (3) Sebagai imbalan dari biaya yang dikeluarkan ini,
pencari kerja memperoleh tawaran pekerjaan yang diasumsikan jum-
lahnya satu periode; (4) Jangka waktu pengambilan keputusan tidak
terbatas; (5) Pencari kerja adalah individu yang risk-neutral, mereka
akan memaksimumkan expected net incomenya; (6) Pencari kerja sebe-
lum memulai proses mencari kerja, harus menentukan batasan dalam
penentuan diterima atau tidaknya suatu tawaran pekerjaan. Batasan
ini bisa berupa jumlah sampel atau tingkat upah minimum (reserva-
tion wage); (7) Dengan reservation wage sebagai kriteria menerima dan
menolak suatu pekerjaan, pencari kerja akan mengakhiri proses kerja
pada saat MC=MR dari suatu tawaran pekerjaan. Penentuan reserva-
tion wage dipengaruhi oleh karakteristik pencari kerja, seperti umur
dan tingkat pendidikan. Makin tinggi pendidikan seseorang semakin
tinggi pula reservation wage yang ditentukan. Selanjutnya makin ting-
gi reservation wage makin tinggi tawaran yang bersedia diterima oleh
individu yang bersangkutan. Akibatnya waktu yang diperlukan untuk
memperoleh pekerjaan menjadi lebih lama. Dengan kata lain makin
tinggi reservation wage semakin kecil kemungkinan untuk memper-
oleh tawaran pekerjaan sehingga masa mencari kerja (search period)

menjadi makin panjang. Demikian pula sebaliknya.

Hubungan antara Umur dengan Lama Mencari
Kerja

Tingkat pengangguran terbuka untuk kaum muda lebih tinggi
daripada orang dewasa karena arus lulusan sekolah dan lulusan pergu-
ruan tinggi yang terus-menerus menjalani masa transisi dari pendidikan
penuh waktu hingga pekerjaan penuh waktu. (Dhanani, 2004: 5). Bagi
kaum muda, memasuki pasar kerja untuk pertama kali merupakan tan-

tangan besar karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup
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tentang kesempatan-kesempatan yang ada di pasar kerja, sifat dan lokasi
pekerjaan, upah dan kondisi pekerjaan, serta keamanan kerja dan pros-
pek karir (Sziraczki & Reerink, 2004: 31). Menurut Bellante & Jackson
(1990: 425), Para tenaga kerja remaja mempunyai sedikit atau tidak ada
pengalaman kerja sama sekali, sedangkan pengusaha segan mempeker-

jakan mereka dengan upah yang mereka anggap terlampau tinggi.

Menurut Tasci & Tansel (2004: 16-17), orang yang berusia 45
dan lebih memiliki probabilitas rendah untuk keluar dari penganggur-
an dibandingkan dengan mereka yang berada di kelompok usia 15-19
tahun. Menurut Khan & Yousaf (2013: 6), usia individu yang menca-
ri pekerjaan adalah faktor penting yang mempengaruhi durasi peng-
angguran. Durasi menganggur meningkat seiring peningkatan usia.
Sementara menurut Astuti (2013: 16), pekerja muda cenderung lebih
sering menganggur dan dengan masa yang singkat, sedangkan peker-
ja yang lebih tua jarang menganggur tetapi untuk periode yang lebih
panjang. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat umur seseorang ber-
hubungan dengan produktivitas; pekerja muda akan lebih dipilih oleh
perusahaan sebab produktivitas yang tinggi sehingga dapat mening-

katkan keuntungan perusahaan.

Umur merupakan faktor penting dalam pencarian kerja. Ting-
ginya pengangguran terbuka pada kaum muda disebabkan kurangnya
pengetahuan tentang dunia kerja. Peningkatan umur menurunkan
probabilitas keluar dari pengangguran. Selain itu, durasi menganggur/

lama mencari kerja meningkat seiring meningkatnya umur.

Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Lama
Mencari Kerja

Menurut UU No.20 Tahun 2003, Pendidikan adalah suatu usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pem-
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belajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan secara spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan merupakan hal yang
wajib pada masa sekarang ini hal ini ditetapkan dengan Undang-Undang
No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) yang
berisi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan
(bab 3, pasal 5). Sesuai UU No.20 Tahun 2003, Pendidikan diharapkan
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan
pendapat Daryono Soebagiyo (2005) bahwa pendidikan memang diharap-
kan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan
dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dari segi sosial
dan ekonomi, dengan pendidikan yang baik akan mengarah ke pekerja-
an yang menarik. Apabila tidak mencerminkan kualitas yang baik maka
sektor ini juga akan menyumbangkan proses terjadinya pengangguran.
Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik
menjadikan suatu masalah yang semakin serius, menurut Mauled Moel-
yono, (1997) dalam Sutomo et al (1999), bahwa kemungkinan hal ini di-
sebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan maka semakin tinggi
pula aspirasinya untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja
yang lebih sesuai dengan keinginannya, sehingga proses untuk mencari
kerja lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan tenaga
kerja terdidik lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar
kerja dan lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati

dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai.

Hubungan antara Upah yang diinginkan dengan
Lama Mencari Kerja

Lamanya mencari kerja lebih panjang di kalangan tenaga kerja

terdidik daripada tenaga kerja tak terdidik. Pencari kerja tenaga kerja
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terdidik selalu berusaha mencari kerja dengan upah, jaminan sosial,
dan lingkungan kerja yang lebih baik. Bila satu keluarga mempunyai
pendapatan rumah tangga yang lebih baik, bisaanya keluarga tersebut
mampu membiayai anaknya menganggur selama satu sampai dua ta-
hun lagi dalam proses mencari pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya
pencari kerja tenaga kerja terdidik yang biasanya datang dari keluarga
miskin, tidak mampu menganggur lebih lama dan terpaksa menerima

pekerjaan apa saja yang tersedia (Simanjuntak,1998).

Menurut Kaufman (1999), upah minimum yang diterima adalah
upah terendah yang akan diterima oleh oleh pencari kerja. Seseorang
akan menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan ter-
baik ( dengan asumsi upah yang paling tinggi ). Jika pekerja menetap-
kan W sebagai upah minimum yang diterima, maka seluruh upah yang
ditawarkan di bawah upah tersebut akan ditolak. Penetapan upah mi-
nimum yang diterima yang lebih tinggi menyebabkan periode mencari

kerja sampai memperoleh pekerjaan akan panjang.

Lama mencari kerja tergantung pada tingkat upah minimum
yang diterima relatif pada distribusi frekuensi penawaran upah. Jika
seseorang telah menetapkan upah minimum rendah, maka tawaran
pekerjaan akan diterimanya lebih cepat atau waktu menganggur akan
pendek. Upah minimum yang diterima lebih tinggi akan menyebabkan

lama mencari kerja lebih panjang.

Hubungan antara Non Labor Income dengan Lama
Mencari Kerja

Menurut Mcconnell (1995), pada tingkat pendapatan yang di-
peroleh dengan tidak bekerja (non labor income) yang relatif tinggi

menganggur akan merasa bahwa kebutuhan hidupnya akan barang

dan jasa sudah tercukupi, sehingga mereka memilih untuk tidak kerja
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dan memiliki waktu luang (leisure time) yang banyak menikmati pen-
dapatannya yang diperoleh dari tidak bekerja walaupun mereka dari

latar belakang pendidikan yang tinggi.

Partisipasi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan akan ber-
kurang apabila terdapat pendapatan diluar bekerja (non labor income)
seperti pensiun, tunjangan untuk penganggur, pendapatan dari suami/

istri dan pendapatan dari akumulasi kekayaan.

Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Lama
Mencari Kerja

Dalam pasar kerja tingkat partisipasi laki-laki masih dominan
dibanding tingkat partisipasi perempuan. Perempuan biasanya terli-
bat dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah. Beberapa penyebab
rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja antara lain:
1) persepsi terkait peran domestik perempuan; 2) berkaitan dengan
persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan, atau pen-
definisian pekerjaan perempuan; 3) sifat musiman, paruh waktu, dan
informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan. (Kemenppa, 2016).
Menurut Sziraczki & Reerink (2004), ketaatan kuat pada peran gender
tradisional akan menghalangi perempuan muda dalam menyiapkan
karir kerja dan membatasi mereka mencari pekerjaan. Banyak perem-
puan muda yang dengan kukuh mendukung peran gender tradisional,
sering juga karena mereka merasa nyaman dan juga karena penilaian

dalam menjalankan peran tersebut.

Menurut Pasay & Indrayanti (2012), laki-laki memiliki peluang
partisipasi bekerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
Laki-laki menerima pekerjaan secepat mungkin karena dalam aturan
sosial laki-laki diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap keluar-

ga, maka laki-laki mengalami durasi pengangguran lebih rendah di-
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bandingkan dengan perempuan (Khan & Yousaf, 2013). Menurut Tas-
ci & Tansel (2004), wanita memiliki durasi pengangguran lebih lama
daripada pria karena pria yang menganggur menemukan pekerjaan

lebih cepat daripada wanita yang menganggur.

Masih kuatnya peran gender tradisional membuat ketimpang-
an tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Peluang
laki-laki dalam pasar kerja lebih besar daripada perempuan. Hal itu
mempengaruhi durasi pengangguran/lama mencari kerja antar gender.
Laki-laki akan lebih cepat dalam mencari dan memperoleh pekerjaan
dibandingkan perempuan karena laki-laki dianggap sebagai pencari

nafkah yang utama bagi keluarga.

Hubungan antara Status Kawin dengan Lama
Mencari Kerja

Pria dan wanita yang telah menikah cenderung memiliki masa
pengangguran yang lebih panjang dibandingkan pria dan wanita yang
belum menikah. Wanita yang telah menikah khususnya, memiliki
masa pengangguran yang lebih panjang dibandingkan pria yang telah
menikah (CUSCBO, 2007: 13). Menurut Kaufman & Hotckiss (2006:
134), perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan ak-
tivitas rumah, dan pasar kerja yang tersedia hanya bagi mereka yang
berstatus tunggal atau single. Bagi mereka yang sudah kawin, rumah
tangga menjadi pertimbangan yang penting dalam memutuskan me-
nerima pekerjaan yang tersedia, yakni apakah pekerjaan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan rumah tangga atau tidak (Pasay & Indrayanti,
2012: 127). Sementara menurut Astuti (2013: 146), status perkawinan
merupakan penghambat pencari kerja untuk memilih pekerjaan apa-
bila pekerjaan tersebut diperoleh jauh dari keluarga atau pendapatan
yang diperoleh dari pekerjaan tersebut kecil sehingga mereka menolak

untuk menerima pekerjaan tersebut.
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Status perkawinan dapat menyebabkan perbedaan antara laki-
-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja
yang berstatus kawin akan cenderung lebih lama dalam mencari kerja
dibandingkan dengan angkatan kerja yang belum kawin. Mereka yang
belum kawin tidak mempunyai tanggung jawab atas rumah tangga se-

hingga mereka dapat menerima pekerjaan apapun.

Hubungan antara Status Pekerjaan Orang Tua
dengan Lama Mencari Kerja

Status pekerjaan orang tua merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi aspirasi kerja dikarenakan setiap anak sudah bisa
mengukur kemampuan finansial yang dimiliki orang tua, sehingga
lingkungan tersebut ikut andil mempengaruhi kesempatan seseorang
memperoleh pekerjaan tertentu. Terdapat kecenderungan bahwa ang-
katan kerja yang mencari pekerjaan cenderung mengikuti profesi atau
status pekerjaan orang tuanya. Misalnya, orang tuanya berstatus se-
bagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ia menginginkan keturunannya
juga mencapai status PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini merupakan
capaian yang tidak mudah sehingga butuh waktu yang relatif lama un-

tuk mendapatkannya.

Penelitian Terdahulu

Setiawan (2010) Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan,
Pengalaman Kerja, dan Jenis Kelamin Terhadap Lama Mencari Kerja
Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Magelang. Hasil penelitian me-
nunjukkan bahwa variabel umur, pendidikan, pendapatan, dan peng-
alaman kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap lama
mencari kerja. Sedangkan variabel jenis kelamin memiliki pengaruh

negatif yang signifikan terhadap lama mencari kerja. Dari kelima va-
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riabel yang diteliti, variabel pendapatan merupakan variabel paling
dominan dalam mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga kerja
terdidik di Kota Magelang.

Putra (2012) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lama
Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Makassar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan keluarga memi-
liki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap lama mencari kerja,
variabel pengalaman kerja, jenis kelamin, dan jenis sekolah memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap lama mencari kerja, variabel
tingkat pendidikan, umur, dan status dalam rumah tangga memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Secara
simultan, variabel pengalaman kerja, tingkat pendidikan, umur, jenis
kelamin, status dalam rumah tangga, dan jenis sekolah berpengaruh se-
cara signifikan terhadap variabel lama mencari kerja. Variabel-variabel
bebas yaitu pendapatan keluarga, pengalaman kerja, tingkat pendidik-
an, umur, jenis kelamin, status dalam rumah tangga, dan jenis sekolah
secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi-variabel terikat atau
lama mencari kerja sebesar 32,33 persen sedangkan sisanya dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam estimasi model.

Kurniawan dan Handayani (2013) Analisis Lama Mencari Kerja
Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif
yang signifikan terhadap lama mencari kerja, variabel umur dan gaji
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap lama mencari ker-
ja, dan terdapat perbedaan lama mencari kerja antara status pekerjaan
formal dan status pekerjaan non formal. Dari empat variabel yang di-
gunakan pada penelitian ini, Variabel umur merupakan variabel yang
paling dominan dalam mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga
kerja terdidik di Kabupaten Purworejo. Dari empat variabel pada pe-

nelitian ini variabel status pekerjaan secara individu tidak berpengaruh
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terhadap lama mencari kerja. Namun dari empat variabel yang digu-
nakan penelitian ini secara bersama memiliki pengaruh terhadap lama

mencari kerja.

Cahyani (2014) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Pengangguran Terdidik di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa variabel non labor income berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan,
Hal ini dikarenakan juga pada faktanya non labor income tidak memi-
liki pengaruh pada tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan,
karena pendapatan yang diperoleh dari orang tua atau keluarga yang
besar tidak menjamin tamatan pengangguran terdidik memilih meng-
anggur, pada kenyataannya setiap orang memiliki kebutuhan yang ba-
nyak setiap orang yang menjalani sekolah sampai sarjana tujuannya
adalah bisa memiliki pekerjaan. Secara simultan upah minimum, non
labor income dan mutu sumber daya manusia memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan.
Dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama mempe-

ngaruhi tingkat pengangguran terdidik secara signifikan.

Haq (2018) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lama
Mencari Kerja Pekerja Wanita Terdidik di Kota Makassar. Hasil pe-
nelitian menunjukkan bahwa variabel upah yang diharapkan dan va-
riabel umur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lama
mencari kerja. Sedangkan variabel status sekolah/perguruan dan va-
riabel status kawin tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap lama
mencari kerja. Secara simultan, variabel upah yang diharapkan, umur,
status/perguruan, dan status kawin berpengaruh secara signifikan
(nyata) terhadap variabel terikat (Y) yaitu lama mencari kerja pekerja

wanita di Kota Makassar.

Hartoko (2018) Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Jenis Kela-

min, Umur, Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal Terhadap
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Lama Mencari Kerja Tenaga Kerja Terdidik di Indonesia. Hasil pene-
litian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan status perkawinan
berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap lama
mencari kerja. Variabel pelatihan,jenis kelamin, dan umur berpenga-
ruh signifikan dengan arah positif terhadap lama mencari kerja. Dan
variabel daerah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap
lama mencari kerja. Tingkat pendidikan, pelatihan, jenis kelamin,
umur, status perkawinan dan daerah tempat tinggal secara bersama-
-sama berpengaruh terhadap lama mencari kerja tenaga kerja terdidik

di Indonesia.
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Bab XI

Kajian Teoritis Faktor Penentu
Pengangguran: Analisis Sisi Permintaan

Ayu Latifah Alfisyahrin Yunus
Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

okus utama dari kajian teoritis ini adalah pembahasan tentang
ketidakseimbangan pasar tenaga kerja yang dapat mengaki-
batkan pengangguran, hubungan pertumbuhan ekonomi dan
pengangguran, Kurva Phillips dan trade off inflasi pengangguran, hu-
bungan upah, investasi pemerintah dan swasta, serta human capital ter-

hadap pengangguran.

Kajian Teoritis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Perkembangan studi [Imu ekonomi makro mempelajari struk-
tur, kinerja dan perilaku ekonomi secara keseluruhan. Pusat perhati-

an dari penelitian ilmu ekonomi makro adalah pemahaman terhadap
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faktor-faktor penentu dari kecenderungan umum dalam perekonomi-
an yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja,
inflasi, dan transaksi internasional. Kinerja perekonomian yang baik
tentu saja dapat menciptakan tingkat pengangguran, dan inflasi yang
rendah serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana ter-
dapat hubungan yang erat antara kebijakan dan kinerja perekonomian
(Snowdon dan Vane, 2005).

Pemikiran Keynes (1936) merupakan tonggak ilmu ekonomi
makro modern, meskipun sebelum itu Klasik telah membahas me-
ngenai pengangguran, siklus bisnis, inflasi dan pertumbuhan, namun
pembahasannya menggunakan pendekatan mikro, dengan mengguna-

kan mekanisme pasar.

Depresi besar menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan asumsi
kesempurnaan informasi tidak bisa diandalkan. Kenyataan menunjuk-
kan bahwa dalam depresi besar, mekanisme pasar gagal dalam meng-
koordinasikan perekonomian. Sehingga Keynes (1936) mengatakan
perlu adanya pihak ketiga (pemerintah) melakukan koordinasi untuk

mengatasi kegagalan tersebut.

Kehadiran teori Keynes terutama berkaitan dengan ide kegagal-
an pasar, dan pengangguran yang terpaksa (involuntary unemployment)
mempersulit rekonsiliasi antara kubu Keynes dan Klasik (Snowdon
dan Vane, 2005). Teori keseimbangan umum menyatakan bahwa akan
terjadi keseimbangan di setiap pasar. Menurut pandangan klasik, apa-
bila terjadi surplus tenaga kerja dalam hal ini pengangguran dapat di-
cegah dengan mekanisme harga di pasar bebas agar permintaan yang

tercipta dapat menyerap semua penawaran.

Pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang
bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanis-
me harga (Gilarso,2004). Sehingga jika terjadi kelebihan penawaran

tenaga kerja maka upah akan turun pada tingkat keseimbangan yang
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menyebabkan biaya produksi akan turun dan permintaan tenaga kerja
akan terus meningkat karena produsen mampu melakukan perluasan

produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari penurunan upah.

Hal ini berbeda dengan pemikiran Keynes yang menyatakan
bahwa masalah ketidakseimbangan pasar yang dapat menciptakan
pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehing-
ga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh ren-
dahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes
(1936), hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ke-

tika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan

bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti me-
nurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya
produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga
kerja. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mem-
pertahankan tingkat permintaan agregat agar seluruh sektor pereko-

nomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro et al., 2005).

Greenwald dan Stiglitz (1987) berpendapat bahwa kedua aliran
Klasik dan Keynes dapat disatukan dengan dua cara, yaitu teori marko
diaplikasikan dalam teori mikro (pendekatan New Classical), selanjut-
nya teori mirko diaplikasikan dalam teori makro (pendekatan Keyne-

sian Baru).

Kemudian hubungan pertumbuhan ekonomi dan penganggur-
an dijelaskan oleh Okun (1962) dalam teorinya yang dikenal dengan
Okun’s Law. Dimana, dalam studinya tentang ekonomi AS, secara em-
piris membuktikan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran
dan output potensial, tergantung pada partisipasi dalam angkatan kerja,

jam kerja dan perubahan dalam produktivitas.

Landasan teoritis dari hubungan yang Okun selidiki didasarkan

pada fakta bahwa peningkatan tenaga kerja harus menghasilkan le-
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bih banyak barang dan jasa. Arthur Okun menemukan bahwa tingkat
pengangguran menurun pada tahun- tahun ketika tingkat pertumbuh-
an riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat pada tahun-
-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan ne-
gatif (Soylu, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Andrei (2009) menguji validi-
tas hukum Okun menggunakan versi gab di Rumania. Model mere-
ka mendeteksi hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara
perubahan pengangguran dan koefisien pertumbuhan PDB riil dan
kenaikan sebesar satu persen persentase pengangguran ditemukan un-
tuk mengurangi pertumbuhan PDB riil sebesar 0,49 poin persentase

dengan penundaan 2 lag.

Kaitan Teoritis Upah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dan Pengangguran

Hart (1980) berpendapat bahwa pada negara maju upah dapat
menjadi alat seleksi untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas di-
mana upah yang tinggi dapat mendorong produktivitas yang tinggi serta
dapat menjadi mekanisme insentif bagi pekerja. Namun hal ini dibantah
oleh Malcomson (1981) yang berpendapat bahwa pekerja akan menun-
tut upah berdasarkan tingkat produktivitasnya dan upah yang dibayar-
kan oleh produsen berdasarkan tingkat produktivitas sebenarnya yang

dimana dapat berada di atas ataupun di bawah tingkat upah minimum.

Kemudian Brown (1988) menyatakan bahwa upah yang tinggi
akan menyebabkan turunnya jumlah pekerja dan mengakibatkan ber-
tambahnya pengangguran. Upah yang tinggi kemudian dapat mengin-
dikasikan biaya produksi yang tinggi pula. sehingga perusahaan akan
mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya menurunkan

pertumbuhan ekonomi.
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Selanjutnya Wood (1994) berpendapat bahwa tenaga kerja yang
berketerampilan rendah di negara maju dapat dirugikan dengan ada-
nya hubungan perdagangan dengan negara berkembang yang dapat
mengurangi upah pekerja berketerampilan rendah di Amerika Serikat
dan Eropa. Sama halnya dengan pendapat Krugman (1994) yang juga
berfokus pada pergeseran permintaan relatif untuk pekerja dengan ke-
terampilan berbeda. Di Amerika serikat perubahan teknologi telah di-
serap oleh ketidaksetaraan upah yang lebih besar. Sementara di Eropa,
preferensi untuk dispersi upah yang lebih rendah menyebabkan upah
sebagian besar tenaga kerja meningkat yang dapat menyebabkan terja-

dinya peningkatan pengangguran (Bertola dan Ichino, 1995).

Mankiw (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi tingkat pengangguran adalah upah. Penetapan tingkat
upah oleh pemerintah daerah akan berdampak terhadap tinggi ren-
dahnya tingkat pengangguran yang terjadi suatu di daerah. Peningkat-
an nilai upah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan upah
minimum dapat mengakibatkan penurunan jumlah orang yang beker-
ja di suatu wilayah (Kaufman dan Hotchkiss, 1999)

Wicaksono (2002) mengatakan bahwa secara teoritis, pada pasar
sempurna, pengangguran dapat diartikan dengan leisure, karenanya
pengangguran yang terjadi bersifat voluntary. Sementara penetapan
tingkat upah minimum oleh pemerintah dapat menyebabkan peng-
angguran involuntary. Di Indonesia terdapat peraturan penetapan
upah minimum, secara keseluruhan pasar tenaga kerja bersifat flek-
sibel, yang artinya penentuan upah dapat dilakukan secara individual
maupun melalui serikat pekerja dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh
UMR.

Pengangguran terjadi bukan karena lapangan pekerjaan tidak
tersedia, tetapi informasi dari lapangan pekerjaan tersebut yang minim

sehingga sulit untuk mencari pekerjaan dengan upah yang sesuai wa-
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laupun sebenarnya pemahaman tentang upah yang sesuai adalah relatif
dengan kebutuhan yang ada (Oetomo et al., 2006). Kemudian, ren-
dah atau tidak sesuainya tingkat upah yang diperoleh dengan tuntutan
untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya merupa-
kan permasalahan yang langsung menyentuh para pekerja (Mansur et
al., 2014). Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah
maka pekerja dapat menolak mendapatkan upah tersebut yang akan

berakibat pada tingginya tingkat pengangguran.

Teori kekakuan upah (wage rigidity) dijelaskan oleh Salvatore
(2007). Menurut Salvatore teori yang signifikan untuk menjelaskan
keadaan perekonomian di suatu daerah khususnya di Indonesia adalah
teori kekakuan upah (wage rigidity), yaitu gagalnya upah melakukan
penyesuaian agar penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Jika
kebijakan upah minimum diterapkan di atas tingkat keseimbangannya
maka terjadi kekakuan upah, dimana upah tidak akan bergerak menu-
ju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di
pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Sektor
usaha akan mengurangi jumlah pekerja sehingga timbul penganggur-

an (Sarimuda dan Soekarnoto, 2014).

Berbeda dengan teori kekakuan upah, penelitian yang dilakukan
oleh Poyoh et al. (2017) yang melihat hubungan upah dan pengang-
guran di Sulawesi Utara bersifat negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh
tingkat kenaikan upah berada di bawah titik keseimbangan pasar yang
menyebabkan para penganggur segera mencari pekerjaan. Kemudian
Efficiency Wage Theory menyatakan bahwa tingkat upah yang tinggi
dapat mendorong para pekerja untuk giat bekerja dan meningkatkan
produktivitasnya. Sehingga dengan pendapatan yang tinggi maka pe-
kerja akan membeli makanan yang lebih bergizi untuk menambah
energinya yang akan menambah tingkat produktivitasnya (Sumarso-
no, 2009).
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Kemudian menurut Mankiw (2008) terdapat dua alasan terjadi-
nya pengangguran, pertama karena dibutuhkannya waktu untuk men-
cocokkan antara para pekerja dengan pekerjaan yang dapat mencipta-
kan pengangguran friksional. Kedua ialah kekakuan upah yang dimana
ketika gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tena-
ga kerja sama dengan permintaanya yang menciptakan pengangguran
struktural. Sehingga dari kedua penyebab tersebut dapat diperoleh dua

jenis pengangguran berdasarkan penyebab terbentuknya.

Kaitan Teoritis Investasi Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dan Pengangguran

Todaro (2013) menyatakan bahwa sumber daya yang akan
digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa
yang akan datang disebut investasi. Sehingga investasi dapat diarti-
kan sebagai pengeluaran atau pembelian barang-barang modal dan
perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi
barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, dimana investa-
si dapat disebut juga sebagai penanaman modal atau pembentukan

modal.

Menurut Ismei (2015), nilai investasi dapat menjadi salah satu
faktor penentu laju pada pertumbuhan ekonomi dan selain dapat men-
dorong kenaikan output secara signifikan, investasi juga akan mening-
katkan permintaan input yaitu tenaga kerja. Sehingga dengan adanya
investasi dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempenga-

ruhi penyediaan kesempatan kerja.

Davidson (1998) sebagai tokoh dari pemikiran Post Keynesian,
berpendapat bahwa involuntary unemployment dapat dijelaskan dari ke-
tidakcukupan effective demand, ketidakstabilan nilai tukar, dan mobili-

tas internasional dari keuangan yang menciptakan ketidakpastian da-
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pat melemahkan kepercayaan produsen dalam menciptakan investasi

yang dapat mengurangi pengangguran.

Peningkatan investasi pada suatu perusahaan dapat mening-
katkan penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya peningkatan
investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada
industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan dapat meningkat-
kan jumlah output yang akan dihasilkan, sehingga lapangan pekerjaan
meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau akan meningkat-

kan penyerapan tenaga kerja (Ismei et al, 2015).

Froyen (1993) mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai
total pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan
nasional misalnya pembelian persenjataan, pembangunan jalan, ben-
dungan, dan gaji pegawai negeri. Pengeluaran pemerintah merupakan
penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, sehingga juga merupakan
penentu GDP.

Ada beberapa macam pengeluaran pemerintah yang dapat mem-
berikan kontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pe-
ngeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kesempatan
kerja, investasi dan profitabilitas yang akan mempengaruhi perminta-
an agregat. Pengaruh terhadap permintaan agregat inilah yang nanti-
nya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran
pemerintah juga akan mengurangi tingkat pengangguran dengan ter-

bukanya lapangan kerja yang baru (Diamond, 1989).

Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya men-
ciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi
(Todaro, 2013). Dengan asumsi “full employment’, maka semakin be-
sar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin
besar pula. Ini karena investasi merupakan penambahan faktor- faktor
produksi, dimana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja

(Putra, 2018). Dengan begitu, perekonomian dapat menyerap seluruh
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kelebihan tenaga-tenaga kerja, sehingga dapat mengatasi ketidakseim-

bangan pasar tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pengangguran.

Landasan Teoritis Kurva Philips serta Hubungan
Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Philips (1958) yang membahas mengenai ada trade off
antara inflasi dan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa in-
flasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat.
Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori per-
mintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tinggi-
nya permintaan maka untuk memenuhinya, produsen meningkatkan
kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja
merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Aki-
bat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya

harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Selanjutnya, pemikiran Keynesian lain menyatakan bahwa ke-
naikan tingkat harga yang tidak terduga, atau tingkat inflasi yang lebih
tinggi, akan mengurangi upah riil dan meningkatkan permintaan te-
naga kerja. Artinya, tingkat pengangguran akan menurun. Hal ini se-
jalan dengan kurva Phillips yang menunjukkan adanya trade-off antara

tingkat pengangguran dan tingkat inflasi (Mouhammed, 2011).

Kemudian Keynes (1936) menjelaskan hubungan antara inflasi
dan pertumbuhan ekonomi dimana keistimewaan teori ini adalah di
dalam jangka- pendek (short-run) kurva penawaran agregat (AS) ada-
lah positif. Kurva AS positif adalah harga naik dan output juga naik.
Selanjutnya hubungan yang selanjutnya secara hipotesisnya kepada
hubungan jangka panjang (long-run relationship) antara inflasi dan per-
tumbuhan ekonomi dengan dimana inflasi naik akan tetapi pertum-

buhan ekonomi turun. Keadaan ini membenarkan pembuktian secara
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empiris dari beberapa penelitian yang berhubungan dengan hubung-
an antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bahwa inflasi yang tinggi

menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun.

Sementara Mundell (1963) salah satu yang pertama menerang-
kan mekanisme yang berhubungan dengan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi terpisah dari permintaan yang berlebihan (excess demand)
terhadap komoditi. Mundell menegaskan bahwa inflasi atau ekspektasi
inflasi mengurangi harta seseorang atau inflasi atau ekspektasi infla-
si mengurangi bunga uang tersebut (pada saat dibelanjakan). Dengan
demikian orang beralih menyimpan uang ke dalam bentuk aset yang
mengandung bunga (interest bearing assets). Banyaknya simpanan me-
nambah banyaknya akumulasi kapital dan mempercepat pertumbuhan

ekonomi.

Kaitan Teoritis Human Capital Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Human capital menurut Becker adalah manusia bukan hanya
sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan
pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan
kegiatan investasi. Kemudian Davenport menyatakan bahwa hu-
man capital sebagai seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk
diinvestasikan dalam pekerjaan mereka yang termasuk juga di da-
lamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu (Atmanti,
2005). Sehingga human capital merupakan nilai dan atau kualitas
dari seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa poten-
sial orang atau tenaga kerja tersebut bisa berproduksi dalam per-
ekonomian terutama menghasilkan barang dan jasa (Suaidah dan
Cahyono, 2013).
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Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang
sumber daya manusia, yang dimana investasi dalam bentuk pendidikan
dinamakan dengan Human Capital (teori modal manusia). Pendidikan
sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesempatan
kerja yang ada, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan
semakin tinggi pula produktivitasnya. Sehingga peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dapat mengurangi

jumlah pengangguran (Sari, 2013).

Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai
sebagai stok manusia, dimana nilai stok manusia setelah mengikuti
pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan
dapat meningkatkan nilai yang dapat berupa peningkatan penghasilan
individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasi-
onal (social benefit) individu dibandingkan dengan sebelum mengecap
pendidikan (Idris, 2007).

Kemudian studi tentang investasi sumber daya manusia telah
dilakukan oleh Schultz (1961) berpendapat bahwa investasi sumber-
daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya ma-
nusia menjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk
keluar dari perbudakan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan sehingga
akan tercipta peningkatan kesempatan kerja yang akan dapat mengu-
rangi pengangguran. Kemudian salah satu kegiatan yang dapat mem-

perbaiki sumber daya manusia adalah pendidikan formal.

Ranis (2004) menyatakan bahwa pembangunan manusia meru-
pakan dampak dari pengembangan modal manusia. Sedangkan perba-
ikan dari modal manusia itu sendiri tidak terlepas dari perbaikan kerja
ekonomi. Dengan kata lain, antara kinerja ekonomi dan dampaknya
terhadap pembangunan manusia maupun sebaliknya mempunyai ka-

itan yang cukup kuat.
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Pembangunan manusia yang berhasil akan memberikan manfaat
yang positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersediannya tenaga
kerja yang berkualitas, sehingga terdapat hubungan antara pertum-
buhan ekonomi dan pembangunan manusia melalui pendidikan (Ra-

mirez et al., 1998).

Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris
Sebelumnya

Terdapat beberapa hasil penelitian dan studi empiris yang per-
nah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengangguran. Putra (2018)
dalam penelitiannya yaitu pengaruh inflasi dan investasi terhadap
pengangguran di provinsi Jawa Timur tahun 1992-2011. Variabel
yang digunakan adalah Inflasi Investasi Pengangguran Model yang
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang meng-
hasilkan beberapa kesimpulan yaitu Hasil analisis menunjukan bahwa
inflasi secara parsial berpengaruh secara positif signifikan terhadap
pengangguran. Berarti semakin tingginya inflasi, pengangguran me-
ningkat. Investasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan ter-
hadap pengangguran. Berarti semakin tinggi investasi, pengangguran
akan menurun serta Inflasi dan Investasi secara simultan berpengaruh
terhadap pengangguran. Berarti semakin tinggi laju Inflasi, investasi

akan meningkat dan pengangguran akan menurun.

Soylu et al. (2018) dalam penelitiannya mengenai isu pertum-
buhan ekonomi dan pengangguran dengan menggunakan analisis
panel data di Negara Eropa Timur. Variabel yang digunakan adalah
pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dengan metode Panel Unit
Root, Pooled Panel OLS dan Panel Johansen Cointegration tests. Hasil yang
diperoleh yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran stasioner
pada tingkat pertama, pengangguran dipengaruhi secara negatif oleh

pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain kenaikan 1% dalam GDP
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akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0.08% karena koe-
fisien Okun untuk Negara-negara Eropa Timur dan ada kointegrasi

antara variabel makroekonomi yang penting ini.

Mardiana et al. (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh
pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan ser-
ta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemis-
kinan. Variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah bidang
pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran
pemerintah bidang infrastruktur, dan pengangguran terbuka tingkat
kemiskinan dengan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, Pengeluaran
anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifi-
kan. Pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh langsung
dan signifikan. Pengeluaran anggaran bidang infrastruktur berpe-
ngaruh langsung dan tidak signifikan. Dalam mempengaruhi tingkat
kemiskinan, Pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh
langsung dan tidak signifikan. Pengeluaran anggaran bidang kesehatan
berpengaruh langsung dan signifikan. Pengeluaran anggaran bidang
infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan. Penganggur-

an Terbuka berpengaruh langsung dan tidak signifikan.

Wijayanti dan Karmini (2014) dalam penelitiannya pengaruh
tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terha-
dap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Bali. Metode analisis
yang dipakai adalah dengan metode asosiatif dan teknik analisis regresi
data dengan metode Ordinary Least Square. Kemudian hasil yang diper-
oleh ialah tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum
memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat
pengangguran terbuka Provinsi Bali, sedangkan hasil uji parsial di-
peroleh bahwa tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh

yang negatif dan signifikan dengan tingkat pengangguran terbuka di
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Provinsi Bali, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berpe-

ngaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali.

Suaidah dan Cahyono (2013) dalam penelitiannya mengenai pe-
ngaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di kabu-
paten Jombang dan menggunakan metode analisis statistik deskriptif
dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menemukan bahwa
tingkat pengangguran dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan va-
riabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap tingkat pengangguran. Koefisien determinasi (R2) sebesar
0.561188 menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh 56,11% ter-
hadap tingkat pengangguran, sedangkan sisanya 43,89% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Alghofari (2011) dalam penelitiannya mengenai analisis tingkat
pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007 menggunakan variabel
Jumlah Penduduk, Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Peng-
angguran dengan metode Descriptive Statistical approach. Hasil ana-
lisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk, upah, dan pertumbuhan
ekonomi berhubungan positif dan kecenderungan yang kuat terhadap
pengangguran. Sedangkan Inflasi memiliki hubungan positif dan le-

mah terhadap pengangguran.
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Bab XIi

Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja:
Kajian Teoretis dan Studi Empiris

Wafigah Ulya
Hamrullah

Penyerapan Tenaga Kerja

eberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh
faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai
setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduk-
si suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya
yaitu bahan pokok peralatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal
yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi input manusia dan
non manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Tenaga Kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebu-

tuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
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Selain itu, secara yuridis tenaga kerja dilihat sebagai kemampu-
an yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Ke-
mampuan ini menyatu dengan orangnya serta tidak dapat dan tidak
boleh dipisahkan. Sekaligus ini merupakan hak dan salah satu sumber
penghidupan serta harga dirinya yang paling utama dan mutlak. Kare-
nanya tenaga kerja ini diidentikkan dengan manusia. Oleh karenanya
dalam perundang-undangan tenaga kerja menyatakan bahwa tenaga
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau

barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mulyadi (2003) juga memberikan definisi tenaga kerja sebagai
penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah selu-
ruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang
dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka
mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Berdasarkan definisi diatas
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah
setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan

kerja yaitu 15 tahun.

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi secara berkala dari
waktu ke waktu dapat mendorong maupun menghambat pertumbuh-
an ekonomi. Jumlah penduduk yang meningkat mengakibatkan me-
ningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan demikian hal
ini akan menyebabkan kemampuan produksi suatu daerah menjadi
meningkat. Namun disisi lain, besarnya jumlah angka penduduk yang
ada di suatu wilayah juga akan menyebabkan pembangunan ekonomi
menjadi terhambat apabila kenaikan yang terjadi tidak seimbang an-
tara kenaikan jumlah penduduk dengan kenaikkan kesempatan kerja
yang tersedia, maka hal tersebut akan memicu semakin meningkatnya

jumlah pengangguran.
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Permintaan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja dalam sua-
tu perkembangan ekonomi dapat dilihat dari kesempatan kerja (orang
yang telah bekerja dari setiap sektor atau kebutuhan tenaga kerja me-
rupakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia di dalam sistem eko-
nomi yang dinyatakan dalam jumlah satuan orang yang bekerja pada
masing-masing sektor untuk melakukan kegiatan produksi. Dalam arti
yang lebih luas, kebutuhan ini tidak saja menyangkut jumlahnya, te-
tapi juga kualitasnya (pendidikan dan keahlian). Karena mereka yang
bekerja tidak seluruhnya memiliki jam kerja normal (full employment),
maka kebutuhan tenaga kerja dalam analisa-analisa tertentu juga di-
nyatakan dalam satuan ekivalen pekerja penuh (full-time worker equip-
ment). Normatif yang digunakan untuk satu ekivalen pekerja penuh
adalah 35 jam kerja per minggu, ada yang menggunakan 40 jam kerja
perminggu, karena tiap-tiap sektor biasanya memiliki jumlah jam ker-
ja yang berbeda, dan akan lebih baik lagi bila digunakan normatif yang
juga berbeda antar sektor (Simanjuntak, 1998).

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan tu-
runan (derived demand) artinya jika permintaan terhadap suatu barang
meningkat maka pengusaha akan menambah tenaga kerja untuk pro-
duksinya. Tenaga kerja yang diminta karena adanya perubahan eko-
nomi sehingga permintaan pun terus berubah. Pemakaian tenaga kerja
juga tergantung pada perusahaan atau industri yang bersangkutan, jika
perusahaan cenderung padat karya maka pemakaian atau pengguna-
an tenaga kerja meningkat namun jika perusahaan cenderung padat
modal penggunaan tenaga kerja relatif kecil karena adanya pemakai-
an mesin sebagai salah satu faktor produksi. Biasanya perusahaan atau
industri yang menghendaki keuntungan yang maksimal dapat memi-
lih jumlah terbaik untuk tenaga kerja akan memunculkan kesempatan
kerja yang tinggi dan ini berarti tidak akan lagi terjadi penduduk yang
tidak bekerja (Sumarsono, 2009).
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Dipasar tenaga kerja apabila terjadi kelebihan penawaran tenaga
kerja atau jumlah pengangguran meningkat dan jumlah pencari kerja
bertambah, maka tingkat upah akan turun. Demikian pula sebaliknya
apabila terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau penawaran te-

naga kerja menurun maka tingkat upah akan meningkat (Lipsey,2000).

Dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuh-
kan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertum-
buhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan
kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari pe-
nambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang selanjutnya
akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan pe-

ningkatan kemiskinan (Mankiw, 2003).
Todaro (2000), berpendapat bahwa jumlah dari pertumbuhan

penduduk dan jumlah dari pertumbuhan angkatan kerja merupakan
beberapa faktor positif yang dapat mendorong tingkat pertumbuhan
ekonomi. Artana Yasa dan Arka (2015), berpendapat bahwa tenaga
kerja yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan da-
lam menguasai teknologi dapat menumbuhkan iklim yang positif dan
baik bagi pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah dari tenaga kerja
yang tersedia akan mampu meningkatkan tenaga kerja produktif yang
tersedia, sedangkan dengan semakin besarnya pertumbuhan ekonomi
maka mampu memperbesar ukuran daripada pasar domestiknya. Ini
akan terjadi apabila tenaga kerja produktif tersebut mampu diserap se-
cara optimal dalam lapangan kerja yang tersedia, namun hal ini akan
menjadi sebuah masalah seandainya nanti pertumbuhan dari tenaga
kerja jauh lebih besar melebihi kesempatan kerja yang tersedia, hal ini

akan mendorong semakin meningkatnya pengangguran BPS (2010).

Pengangguran dapat dikatakan sebagai suatu keadaan di mana
individu atau seseorang yang digolongkan sebagai angkatan kerja yang

ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya (Sukirno,
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2001). Akibat yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah pengang-
guran adalah terhambatnya proses pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi, hal ini dikarenakan para penganggur harus mengurangi pe-

ngeluaran konsumsi, tabungan dan juga investasi.

Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terha-
dap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Menurut Samuelson
(1996) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q)
adalah q = f (K, L) dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga
kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang
dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K
dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambah-
an dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan
keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi
inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (Marginal Physical
Product). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja
ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan
konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produk-
tivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penu-
runan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran mak-

simal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Menurut (Haryani, 2002) Faktor-faktor produksi baik sumber
daya manusia maupun yang non-sumber daya manusia seperti mo-
dal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada
suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain kon-
stan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar
permintaan tenaga kerja. Fungsi produksi memperlihatkan hubungan
yang terjadi antara berbagai input faktor produksi dan output perusa-
haan. Dengan teknologi tertentu, semakin banyak input pekerja dan

modal yang digunakan, semakin besar output yang dihasilkan.
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Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan
kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara berkesinam-
bungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan
output yang semakin lama semakin besar dan untuk mengetahuinya
harus membandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari ta-

hun ke tahun.

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi
berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berla-
ku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang
industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah,
pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang
modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertum-
buhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu diguna-
kan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai
(Sukirno, 2011). Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi
merupakan kenaikan nasional riil atau produk domestik bruto dalam
jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat mening-
kat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan
barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Dengan demikian untuk
menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu
negara perlulah dihitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Na-
sional Bruto riil atau Produk Domestik Bruto riil. Dalam perhitungan
pendapatan nasional di beberapa negara telah dilakukan perhitungan
pendapatan nasional dan komponen-komponennya menurut harga
konstan, yaitu pada harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar
yang dipilih.
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Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2003) per-
tumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu
memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang
selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif,
dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui
penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Pertum-
buhan ekonomi, maksudnya untuk menilai sampai seberapa jauh ke-
berhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu,
yang dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (BPS,
2003).

Dalam Mankiw (2012), PDB mengukur dua hal sekaligus, yaitu
pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah be-
lanja untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. Alasan
PDB dapat mengukur pendapatan total dan pengeluaran secara ber-
sama adalah kedua hal ini pada dasarnya sama saja. Untuk suatu per-
ekonomian secara keseluruhan, pendapatan total harus sama dengan
pengeluaran total. Untuk memahami bagaimana memanfaatkan sum-
ber daya langka, para ekonom sering tertarik untuk mempelajari kom-
posisi PDB dari berbagai jenis pembelanjaan. Untuk melakukannya,
PDB (yang dilambangkan dengan Y) dibagi menjadi empat komponen,
yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan ekspor
neto (NX): Y=C+1+ G+ NX.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk,
jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta
tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyedari pada banyak
faktor, ahli-ahli ekonomi klasik menitik beratkan perhatiannya kepada

pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.
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Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mem-
pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekono-
mi tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah
terlalu banyak, pertumbuhannya akan menurunkan tingkat kegiatan
ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi nega-
tif. Maka kemakmuran masyarakat akan menurun kembali. Ekonomi
akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Pada ke-
adaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup
(subsistence). Menurut para ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyara-
kat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak ber-

kembang tersebut.

Dalam uraian mengenai teori pertumbuhan klasik dapat dilihat
bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk produk marginal ada-
lah lebih tinggi daripada tingkat pendapatan per kapita. Akan tetapi
apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang
semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu pro-
duksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya
pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lam-

bat pertumbuhannya (Sukirno, 2011).

Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan
pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori
itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan
terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan
ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang
baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan
suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran
yang baru, mengembangkan sumber barang mentah yang baru dan

mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan
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mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan

inovasi akan memerlukan investasi baru.

Segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkin-
an untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh
keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan
tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman
modal. Investasi yang baru akan meninggikan tingkat kegiatan eko-
nomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan se-
terusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan
tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk meng-
hasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.
Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekono-
mi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka
pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada
akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “sta-
tionary state’. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkem-

bang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Teori Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perluasan dari
analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan ma-
salah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena
tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang . Teo-
ri Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar
perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.
Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibu-
tuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan
mantap (Arsyad, 1999).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisih-

kan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya
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untuk menggantikan barang-barang modal (gedung-gedung, pera-
latan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan
perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai
tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan
ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output
total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan
(kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih
terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan

output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut.

Teori Pertumbuhan David Ricardo

Garis besar pertumbuhan ekonomi David Ricardo tidak jauh
berbeda dengan teori Adam Smith yaitu bahwa proses pertumbuhan
masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju
pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jum-
lah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah se-
hingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan
suatu masyarakat. Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam
bukunya yang berjudul The Principles of Political Economy and Taxation
(1917). Salah satu ciri perekonomian Ricardo yaitu bahwa akumulasi
modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal
berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk me-

lakukan investasi.

Menurut David Ricardo, peranan akumulasi modal dan kema-
juan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja
yaitu bisa memperlambat bekerjanya the law of diminishing returns
yang akhirnya akan memperlambat penurunan tingkat hidup kearah
tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi
(kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini adalah proses tarik-menarik

antara dua kekuatan dinamis yaitu the law of diminishing returns dan
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kemajuan teknologi yang akhirnya dimenangkan oleh the law of dimi-

nishing returns (Arsyad,1992).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert Solow

Teori Pertumbuhan menurut Robert Solow menunjukkan ba-
gaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi
mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhannya sepanjang waktu.
Model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk menunjukkan
bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan
kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan
bagaimana pengaruhnya terhadap output barang/jasa di suatu negara
secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, tingkat tabungan dalam
perekonomian merupakan ukuran persediaan modal pada tingkat pro-
duksinya. Semakin tinggi tingkat tabungan semakin tinggi juga perse-
diaan modal dan tingkat keluarannya. Dalam kondisi mapan, tingkat
pertumbuhan pendapatan per kapita ditentukan oleh tingkat kemaju-
an teknologi secara eksogen. Kemajuan teknologi menyebabkan nilai
berbagai variabel meningkat secara bersamaan dengan mantap. Hal ini

disebut sebagai balance growth (Solow, 1957)

Investasi

Investasi biasanya disebut juga dengan istilah penanaman modal
atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang me-
nentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi
dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-pena-
naman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan
perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan mempro-

duksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut Sukirno (2000), investasi didefinisikan sebagai pe-

ngeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-
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-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama
menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan
digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan
datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti ke-
giatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam
perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan ba-
rang dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin
baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi ti-
dak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan
distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan

kualitas penduduk serta teknologi.

Menurut Dornbusch dan Fischer (dalam Muhammad, 2014),
investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang se-
lanjutnya berimplikasi terhadap kesempatan kerja yang terjadi di suatu
wilayah. Ketika investasi masuk ke suatu daerah maka akan mening-
katkan permodalan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang mampu
menciptakan lapangan usaha baru sehingga mampu menyerap tenaga

kerja.

Menurut Todaro (2000) persyaratan umum pembangunan eko-
nomi suatu negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini
termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sum-
ber daya manusia. kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi
dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemaju-
an teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian
atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan un-
tuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari.
Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari
arus konsumsi dan kemudian mengirimkannya untuk investasi dalam
bentuk “capital formation”. Investasi di bidang pengembangan sumber-

daya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,
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sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar

kegiatan produktif.

Deliarnov (2005) penggolongan investasi berdasarkan sumber-
nya menjadi dua yaitu: investasi yang bersumber dari dalam negeri
(PMDN) dimana sumber ini berasal dari tabungan sukarela masya-
rakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa serta investasi yang
bersumber dari luar negeri (PMA) dimana sumber ini dapat berupa

bantuan luar negeri dan penanaman modal asing.

Investasi yang mampu mendorong pertumbuhan tidak hanya
berasal dari tabungan domestik. Investasi dari luar negeri juga dapat
mempengaruhi GDP dan GNP dengan cara yang berbeda. Investasi
asing merupakan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh sebu-
ah negara untuk tumbuh dan sekaligus mempelajari teknologi terkini
yang telah dikembangkan dan digunakan di negara-negara kaya (Man-
kiw, 2003).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pe-
nanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 yaitu penanam-

an modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

1. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam mo-
dal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang meng-
gunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan de-
ngan penanaman modal dalam negeri. Investasi Asing merupakan
investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di
dalam negeri kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usa-
ha yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi
langsung (foreign direct investment) atau investasi portofolio yai-
tu melalui pembelian saham perusahaan di dalam negeri (Indone-

sia). Keuntungan dari adanya investasi asing bagi kita ialah akan
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berupa diolahnya sumber daya alam kita, meningkatnya lapangan
kerja dan terjadinya nilai tambah (added value), meningkatnya pe-

nerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi.

Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa aliran di-
viden dari hasil usaha itu dari negeri di mana modal itu ditanamkan ke

negara dari mana modal itu berasal.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan me-
nanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri de-

ngan menggunakan modal dalam negeri.

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat
pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal
balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh kare-
na di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara,
berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, se-
hingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus
ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain
pihak, semakin besar investasi suatu negara, baik asing maupun dalam
negeri akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang
bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi in-
vestasi (Hadi, 2003).

Tinjauan Teoretis

Bagian ini akan menjelaskan tentang teori dan hubungan an-
tara variabel independen (investasi sektor primer, investasi sektor
sekunder dan investasi tersier) terhadap variabel dependen (pertum-
buhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi

Selatan).
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Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga
Kerja

Peran investasi sangat penting bagi perekonomian terutama
bagi negara yang sedang berkembang. Dengan adanya tambahan in-
vestasi akan memunculkan kegiatan produksi. Semakin tingginya ke-
giatan produksi maka akan membutuhkan tambahan pekerja, semakin
banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan artinya semakin tinggi pula

penyerapan tenaga kerja.

Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan
pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdam-
pak pada pertumbuhan pendapatan nasional dan peningkatan kesem-
patan kerja. Menurut Suparmoko (1994), investasi sangat berpengaruh
terhadap kesempatan kerja dan pendapatan. Besarnya nilai investasi
akan menentukan besarnya permintaan tenaga kerja. Secara teoritis,
semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula

tambahan penggunaan tenaga kerja.

Menurut Jhingan (2012), kenaikan investasi menyebabkan naik-
nya pendapatan, dan karena pendapatan meningkat, muncul permin-
taan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang kemudian menye-
babkan kenaikan pada pendapatan dan pekerjaan. Tingkat investasi
berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara se-
derhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas
produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan
kerja baru, sehingga tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan
masyarakat meningkat, dan akhirnya akan terjadi pertumbuhan eko-

nomi.

Apabila dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, investasi me-
miliki pengaruh yang tidak sedikit. Hal ini disampaikan oleh Tambu-

nan (2001) menyatakan bahwa Investasi sangat erat kaitannya dengan
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penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya investasi akan mendorong
munculnya proses produksi (output), dimana output tersebut dihasilkan
oleh beberapa tenaga kerja. Dengan demikian terciptalah kesempat-
an kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja dan meningkatnya
pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan
menambah tabungan yang dimiliki masyarakat, yang kemudian akan
mendorong peningkatan investasi disebabkan oleh bunga bank yang
cukup rendah sehingga banyak investor menginvestasikan modalnya

ke sektor ekonomi.

Ketika investasi naik maka kesempatan kerja juga akan mening-
kat dan peluang kesempatan kerja akan terbuka lebar karena semakin
banyak investor yang menanamkan investasi maka akan semakin ba-
nyak lapangan pekerjaan yang tersedia dan mampu menambah peng-

gunaan tenaga kerja secara lebih besar (Dimas, 2009).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-
-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,
meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno,
2000). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang
modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu men-
ciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menye-
rap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran
(Prasojo, 2009).

Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan membe-
rikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masya-
rakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar
konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk
memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaannya, baik

dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya

dan faktor-faktor produksi lainya. Dengan adanya investasi yang

menunjukkan peningkatan maka penyerapan tenaga kerja juga akan
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ikut meningkat, sehingga berdampak pada pengurangan penganggur-
an. Investasi harus terus bertambah karena investasi merupakan tam-

bahan modal untuk menjalankan suatu perekonomian.

Hubungan Investasi Dengan Pertumbuhan
Ekonomi

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa terdapat penga-
ruh positif antara kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Dalam teori ini, kegiatan investasi dianggap
sebagai salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus un-
tuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Pertama, investasi
memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena
itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan
investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang di-
hasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas
produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pemben-
tukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah
permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dari kedua hal di atas,
artinya investasi dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempe-
ngaruhi penawaran. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi tidak
hanya mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga mempengaruhi

penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendo-
rong pertumbuhan ekonomi (BKPM, dalam Adithya: 2007). Investasi
dalam negeri juga merupakan komponen penting dalam pendapatan
nasional selain konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Investasi pada
hakikatnya yaitu langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dina-
mika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuh-
an ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam

upaya menumbuhkan perekonomian, maka pemerintah berupaya
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menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Investasi ada-
lah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan
biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keun-

tungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003).

Investasi menurut Samuelson, P.A & Nordhaus, W.D (2001)
mempunyai dua fungsi dalam perekonomian secara makro, yakni se-
bagai komponen pembelajaran dalam jumlah besar sebagai akumulasi
modal untuk meningkatkan persediaan peralatan, output potensial dan
laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Banyak para eko-
nom mengatakan investasi sebagai kunci utama dalam pertumbuhan
ekonomi (Jhingan, 2012). Adanya investasi akan membawa dampak
positif bagi negara ataupun daerah. Hal ini dikarenakan investasi akan
menciptakan pertumbuhan output nasional, pendapatan dan penyerap-
an tenaga kerja yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi.

Menurut (Tang et al, 2008), investasi asing dapat mengganti-
kan peran investasi domestik dalam waktu jangka panjang. Berbeda
dengan pendapat (Tawiri , 2010) yang mengatakan, Penanaman Mo-
dal Dalam Negeri juga termasuk salah satu pendorong pertumbuhan
ekonomi nasional. Kebutuhan investasi sangat penting guna melaksa-
nakan pembangunan ekonomi dan mengatasi segala kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan modal (Kurniawan, 2005).

Investasi berarti menempatkan sejumlah modal tertentu untuk
tujuan produksi dan pengeluaran yang digunakan untuk memperta-
hankan barang-barang modal. Kaum klasik berpendapat bahwa in-
vestasi merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kapasitas
produksi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan penda-
patan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Dornbusch dan Fisher,
1984)
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Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Penyerapan Tenaga Kerja

Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan
mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan
memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spe-
sialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi
yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi bertambah tinggi. Per-
kembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja
akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi
akan meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong
perkembangan teknologi. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi
akan semakin terpacu dengan adanya pembagian kerja antar pelaku
ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai sa-

lah satu input (masukan) bagi proses produksi.

David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan pendu-
duk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat
akan menyebabkan melimpahnya jumlah tenaga kerja. Kelebihan te-
naga kerja ini mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut ha-
nya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga
perekonomian akan mengalami stagnan (stationary state). Teori David
Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principles of
Political and Taxation (1817).

Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dibahas oleh
seorang ekonom bernama Arthur Okun dan hal ini dikenal dengan
Hukum Okun. Menurut Arthur Okun : “tingkat pengangguran yang
minimal (4 persen per tahun) akan tercapai bila seluruh kapasitas pro-
duksi terpakai (kesempatan kerja penuh atau full employment). Kon-
sekuensi pemikiran Okun adalah pentingnya menjaga perekonomian

agar berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh. Seandainya ada
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hubungan fungsional antara tingkat output (Q) dan kesempatan kerja

(N), dimana hubungan fungsionalnya dilambangkan dengan ¢, maka :

N=q(Q =
oN/3Q =c

Dari persamaan 2.1 di atas dapat diketahui bahwa untuk me-
nambah kesempatan kerja, output harus bertambah sebab setiap unit
pertumbuhan output akan menambah kesempatan kerja sebanyak c
unit. Makin besar nilai ¢, maka jumlah kesempatan kerja yang tersedia
akibat bertambahnya 1 unit output akan makin besar. Besar kecilnya
nilai sangat tergantung pada teknik produksi (tingkat teknologi) yang
digunakan dan tingkat efisiensi. Teknik produksi yang padat karya
cenderung memperbesar nilai ¢, sebaiknya dengan teknik produksi

yang padat modal (Rahardja & Manurung, 2008).

Todaro (2003) juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk
dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap
sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.
Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat
produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti

ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Beberapa Hasil Kajian Empiris

Mudiarcana dan Marhaeni (2018) meneliti analisis pengaruh
investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga
kerja serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak lang-
sung investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis)

dengan runtun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bah-
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wa investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga
kerja di Provinsi Bali secara langsung berpengaruh positif dan signifi-
kan. Investasi, pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja
secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertum-

buhan ekonomi di Provinsi Bali.

Penelitian yang mirip dilakukan oleh Kamar (2017) meneliti
analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pe-
nyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang pada tahun 2009-2015.
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh per-
tumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja
di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan data time series.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten
Tangerang. Sehingga semakin tinggi investasi maka akan meningkat-

kan pula penyerapan tenaga kerja.

Kevin (2018) meneliti pengaruh investasi sektor primer, in-
vestasi sektor sekunder dan investasi sektor tersier terhadap kesem-
patan kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh investasi sektor primer, investasi sektor sekunder dan in-
vestasi sektor tersier terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Meto-
de analisis data yang digunakan adalah regresi panel dengan data time
series dan cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varia-
bel investasi sektor primer tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kesempatan kerja, investasi sektor sekunder berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja dan investasi sek-
tor tersier berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan
kerja. Semakin tinggi realisasi investasi, maka semakin tinggi pula
kesempatan kerja di Indonesia. Namun, sebaliknya semakin menu-
run realisasi investasi maka akan diikuti oleh penurunan kesempatan

kerja di Indonesia.
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Haris (2017) meneliti pengaruh investasi terhadap penyerapan
tenaga kerja di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Penelitian ini bertu-
juan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerap-
an tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Tengah tahun
2004-2008. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear
berganda. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi
berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan kata
lain, apabila investasi meningkat maka peluang penyerapan tenaga

kerja juga akan meningkat.
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Bab XilI

Sektor Basis dan Elastisitas
Kesempatan Kerja Sektoral

Reski Fitri Paradise
Sabir

ntuk mengukur pertumbuhan ekonomi para ahli ekonom
menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) yang
mengukur pendapatan setiap orang dalam perekonomian.
Berapa besar perubahan pertumbuhan perekonomian suatu negara
diukur dalam kurun waktu pertahun. Apakah pertumbuhannya me-
ningkat atau malah semakin menurun yang disebabkan oleh berbagai
faktor-faktor seperti perubahan tenaga kerja, modal, investasi dan

sumber daya alam yang tersedia di suatu negara.

Sebagai tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur
keberhasilan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Re-

gional Bruto (PDRB) adalah hasil produk barang dan jasa orang-orang
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dan perusahaan. Dinamakan bruto karena memasuki komponen pe-
nyusutan. Dinamakan domestik karena batasannya adalah suatu wila-
yah atau negara, sehingga di dalamnya termasuk hasil-hasil barang dan

jasa perusahaan serta yang dihitung adalah produksi barang dan jasa.

Menurut Kuncoro (2011), pertumbuhan ekonomi dapat dili-
hat dari pertumbuhan angka PDRB. Produk Domestik Regional Bru-
to (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit
ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh
melalui tiga pendekatan (Tarigan, 2008), yaitu Pendekatan Produksi:
Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang
diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi
biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sek-
tor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan
selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku
dari luar yang dipakai dalam proses produksi. Pendekatan Pendapatan:
Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi
diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima
faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak
tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya
tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus
usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keun-
tungan. Pendekatan Pengeluaran: Pendekatan ini menjumlahkan nilai
penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam nege-
ri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi
barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, kon-
sumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerin-
tah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan

ekspor neto.
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Menurut Adisasmita (2011), indikator yang dipergunakan untuk
mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Pro-
duk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemi-
lihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi
adalah: Pertama, PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal
ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas
jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi
tersebut. Kedua, PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, arti-
nya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan
pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita
untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini
dengan tahun sebelumnya dan yang ketiga, batas wilayah perhitungan
PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkin-
kan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang
diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian

domestik.

Selanjutnya, teori pembangunan neo-klasik menggambarkan
bahwa pembangunan suatu negara diutamakan dari segi ekonomi
yaitu tingginya tingkat sumber ekonomi akan memicu pertumbuh-
an ekonomi. Tolak ukur dari pembangunan ekonomi sendiri adalah
Pendapatan Nasional Bruto (PNB), Kesempatan Kerja, Kestabilan
Perekonomian, Dan Pemerataan Distribusi Pendapatan, Dan Neraca
Pembayaran Luar Negeri. Harapan demi terwujudnya pembangunan
ekonomi adalah bukan hanya peningkatan jumlah produksi (kuanti-
tatif) tetapi juga kualitas dari barang produksi yang dihasilkan. Dalam
penelitian ini pertumbuhan berkualitas yang dimaksud ialah sejauh
apa sektor-sektor yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dapat memenu-
hi kebutuhan di wilayahnya maupun diluar wilayahnya serta elastis da-

lam menyerap tenaga kerjanya. Apabila sektor-sektor yang ada sudah
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mampu memenuhi kriteria menandakan sektor-sektor tersebut sudah

dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik.

Teori ini menitikberatkan pada kenaikan Gross National Prod-
uct (GNP), dimana apabila GNP suatu negara meningkat maka secara
otomatis akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang melanda
negara berkembang. Akan tetapi, permasalahan yang dialami oleh ne-
gara berkembang tidak hanya soal kemiskinan, melainkan masih ada
permasalahan lain yang juga membutuhkan solusi. Penerapan konsep
teori neo-klasik secara kaku akan berdampak pada campur tangan pe-
merintah dan negara yang semakin kecil dalam kegiatan perekonomi-
an. Pemerintah baru turut campur bila situasi yang terjadi masyarakat
sudah sulit dikendalikan. Hal lain yang dapat terjadi adalah kegiatan
perekonomian di kalangan masyarakat dapat dimonopoli oleh perusa-
haan swasta dimana tujuan utama dari perusahaan swasta adalah men-
cari keuntungan, bukan mensejahterakan masyarakat. Demi menye-
lesaikan persoalan pembangunan di negara berkembang, diperlukan

strategi-strategi khusus.

Teori Basis Ekonomi

Menurut Glasson (1990), konsep dasar ekonomi membagi per-
ekonomian menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non ba-
sis. Sektor basis memiliki peran penggerak utama (prime mover) dalam
pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah se-
makin maju pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada
sektor basis menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam per-
ekonomian regional. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang
menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah
perekonomian bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasaran
bersifat lokal. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan

suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut.

294 | Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris



Pengertian sektor basis pada dasarnya harus dikaitkan dengan
suatu bentuk perbandingan baik itu perbandingan berskala internasi-
onal, nasional maupun regional. Dalam kaitannya dengan lingkup in-
ternasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu
bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan de-
ngan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sek-
tor basis apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan
sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional
atau domestik. Faktor penentu (determinan) pertumbuhan ekonomi
dikaitkan secara langsung kepada permintaan akan barang dari daerah
lain di luar batas masyarakat ekonomi regional. Pertumbuhan industri
yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan ma-
terial (bahan) untuk komoditas ekspor, akan meningkatkan kesempat-

an kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Adisasmita (2005), teori ekonomi basis memusat-
kan pada kegiatan-kegiatan basis atau ekspor, tetapi tidak melihat
pentingnya impor. Suatu peningkatan dalam kesempatan kerja dan
pendapatan basi mempunyai suatu efek pengganda yang sangat ter-
batas terhadap kegiatan bukan basis. Yang sangat penting dalam
hal ini, bahwa suatu perekonomian dapat bertambah tidak hanya
dengan peningkatan ekspor dari industri basis tetapi juga dengan
mengganti barang-barang impor dari industri basis dengan ba-
rang-barang hasil produksi wilayah yang bersangkutan. Selanjut-
nya dikemukakan bahwa bertambahnya kegiatan basis dalam suatu
wilayah akan bertambah arus pendapatan kedalam wilayah yang
bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa di dalamnya
dan menimbulkan kegiatan volume bukan basis. Sebaliknya ber-
kurangnya kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa-jasa me-
nyebabkan berkurangnya pendapatan yang masuk kedalam wilayah

yang bersangkutan.
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Menurut Arsyad (1999), dasar pemikiran teknik ini adalah teori
economic base yang intinya adalah karena sektor basis menghasilkan
barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah
yang bersangkutan, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan
pendapatan bagi daerah tersebut, menambah permintaan terhadap ba-
rang dan jasa didalamnya, serta menaikkan volume kegiatan non basis.
Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan kena-
ikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya
akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.
Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan perminta-
an terhadap industri basis tetapi juga menaikkan permintaan akan in-
dustri non basis atau lokal. Kenaikan permintaan ini akan mendorong
kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan sehingga investasi
modal dalam produksi lokal merupakan investasi yang didorong seba-
gai akibat dari industri basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis
akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk
ke dalam daerah tersebut, dan turunnya permintaan terhadap produk
dari kegiatan non basis. Dengan demikian kegiatan atau sektor basis
mempunyai peranan sebagai penggerak utama dimana setiap perubah-
an mempunyai efek terhadap perekonomian. Oleh karena itu, industri

basis merupakan industri yang harus dikembangkan di suatu daerah.

Menurut Tarigan (2005), landasan utama dalam model ekonomi
basis yakni persoalan multiplier (dampak pengganda) yang merupakan
landasan dari model input-output dan pengklasifikasian sektor (apakah
tergolong sektor basis atau tidak basis) yang dikenal dengan analisis
Location Quotient. Dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ)
dimana, LQ membandingkan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga
kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja)
total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor

i pada tingkat nasional terhadap pendapatan (tenaga kerja) nasional.
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Logika dasar LQ menganggap bahwa industri basis menghasilkan ba-
rang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah
yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan
pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapat-
an dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi
(consumption, C) dan investasi (investment, 1) di daerah tersebut. Hal
tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan
kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya
menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan
permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan (de-
mand) ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang ber-
sangkutan dan juga industri lain. Teknik LQ mengukur konsentrasi
dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara mem-
bandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan pe-
ranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau
nasional. Kelemahan dari metode LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat
statis karena hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Arti-
nya bahwa sektor basis (unggulan) tahun ini belum tentu akan menjadi
unggulan pada masa yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum
menjadi basis pada saat ini mungkin akan unggul pada masa yang akan

datang.

Tumbuh atau tidaknya suatu wilayah dan cepat atau tidaknya
wilayah itu tumbuh ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu
sebagai eksportir ke daerah lain dan atau ke luar negeri. Oleh kare-
na itu muncul suatu strategi pembangunan daerah yang menekankan
tentang arti pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai
pasar secara nasional maupun internasional agar mengurangi ham-
batan-hambatan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi

ekspor yang didirikan di daerah tersebut.
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Tenaga Kerja

Menurut Sagir (1994), tenaga kerja sebagai semua orang yang
bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi me-
reka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak
menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja
dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga
terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Sumarsono (2009), tenaga kerja atau manpower ter-
diri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja
adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau
yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak
bekerja dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari dua
golongan, yaitu:1). golongan yang bekerja, yaitu mereka yang mela-
kukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah, atau memper-
oleh pendapatan atau keuntungan, baik mereka yang bekerja penuh
maupun tidak bekerja penuh; 2). golongan yang menganggur, yaitu
mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan me-
nurut waktu tertentu atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi
sudah menganggur dan mencari pekerjaan. Golongan yang terma-
suk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam
usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang
tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya ber-
sekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya
Ibu-Ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi
bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya (pensiun, pen-
derita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua golongan dalam ke-
lompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk

bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai
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potential labor force. Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak se-
mua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja,
karena sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga
dan golongan lain-lain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata
lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang mengu-
rus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. Jumlah
yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi
oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial
secara umum, dan kondisi pasar kerja itu sendiri. Dari pengertian
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia
adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang ikut ber-
partisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan

jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesempatan Kerja

Menurut Esmara (1986), kesempatan kerja dapat diartikan seba-
gai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh
pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesem-
patan kerja. Sedangkan Menurut Sagir (1994), pengertian kesempatan
kerja sebagai lapangan usaha atau kesempatan kerja yang sudah terse-
dia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demi-
kian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi
dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam

pembangunan.

Menurut Arfida (2003), kesempatan kerja berarti peluang atau
keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga
semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produk-
si dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan
dan bakatnya masing masing. Kesempatan kerja merupakan lapangan

kerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Jadi kesem-
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patan kerja termasuk lapangan yang belum diduduki. Dengan kata
lain kesempatan kerja menggambarkan banyaknya orang yang dapat
tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi.
Kesempatan kerja ini menampung semua tenaga kerja yang tersedia
apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia memadai dan seimbang

dengan jumlah tenaga kerja tersedia.

Perluasan kesempatan kerja sangat penting bukan saja untuk
mengurangi pengangguran atau peningkatan kemajuan perekono-
mian nasional secara umum, tetapi juga merupakan salah satu usaha
membenahi dan mempertahankan ketahanan nasional Indonesia. Ke-
sempatan kerja yang merupakan hubungan antara angkatan kerja de-

ngan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Simanjutak (1990), kesempatan kerja juga berarti
peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pe-
kerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja
dalam proses produksi, dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan
keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Semakin
meningkatnya pembangunan, semakin besar pula kesempatan
kerja yang tersedia. Hal ini berarti semakin besar pula perminta-
an akan tenaga kerja. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk,
semakin besar pula kebutuhan akan kesempatan kerja. Tersedianya
lapangan/kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan pe-
nawaran tenaga kerja merupakan salah satu target yang harus di-
capai dalam pembangunan ekonomi daerah. Upaya tersebut dapat
diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khusus-
nya investasi langsung (direct investment) pada sektor-sektor yang
bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur maupun in-
dustri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui

perdagangan maupun pariwisata.
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Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan
proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya.
Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar besar kepekaan
atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selanjutnya menu-
rut Rahardja dan Manurung (2008), elastisitas atau analisis sensitivitas
adalah analisis pengaruh satu variabel bebas dengan variabel terikat,
yaitu berapa persen satu variabel terikat akan berubah, bila satu va-
riabel bebas berubah sebesar satu persen. Angka elastisitas (koefisien
elastisitas) adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu va-
riabel terikat akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel bebas
berubah satu persen. Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga kerja
dalam penelitian ini artinya persentase perubahan jumlah penyerapan
tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat sehubungan dengan perubahan
PDRB sebanyak 1 persen.

Jika tingkat upah naik maka jumlah orang yang dipekerjakan
menurun begitu juga sebaliknya. Penduduk akan terserap pada berba-
gai sektor, namun pada dasarnya setiap sektor mengalami laju pertum-
buhan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan perbedaan laju peningkat-
an produktivitas kerja pada masing- masing sektor yang mendorong
terjadinya perubahan sektoral yang berpengaruh pula pada jumlah
penyerapan tenaga kerja. Menurut Sagir (1994), perbedaan laju per-
tumbuhan penduduk regional dan kesempatan kerja dapat menunjuk-
kan perbedaan elastisitas masing-masing sektor dalam hal penyerapan
tenaga kerja. Berikut adalah faktor-faktor besar kecilnya elastisitas te-
naga kerja yaitu: Substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain,
contohnya modal, elastisitas permintaan terhadap barang yang diha-
silkan, proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi,

elastisitas penawaran dari faktor-faktor produksi pelengkap.
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Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan
Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang
penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu negara atau
daerah. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat
berdasarkan kurun waktu tertentu, misalnya selama lima tahun atau
periode tertentu tetapi dapat pula secara tahunan. Pengertian pertum-
buhan ekonomi sebagai suatu proses merupakan gambaran tentang
bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari wak-
tu ke waktu, tekanannya adalah pada perubahan atau perkembangan,
sedangkan pengertian pertumbuhan ekonomi pada sisi output harus
dilihat dari dua sisi yaitu output total (PDB/PDRB) dan jumlah pendu-
duk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah
penduduk.

Menurut Boediono (1992), meningkatkan output sebagai konse-
kuensi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan
keterampilan pekerja, penerapan sistem pembagian kerja yang tepat
berdasarkan keterampilan pekerja dan penggunaan mesin-mesin yang
dapat memudahkan dan mempercepat serta meningkatkan produkti-
vitas tenaga kerja. Peningkatan dalam penggunaan tenaga kerja me-
nandakan adanya kesempatan kerja sebagai akibat dari peningkatan
output tersebut. Selanjutnya Simanjuntak (1990), mengatakan hubung-
an antara pertumbuhan output dengan peningkatan jumlah kesem-
patan kerja dapat digambarkan lewat hubungan antara pasar barang
(output) dengan pasar tenaga kerja, dimana melalui mekanisme pasar
terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di pasar tena-
ga kerja, rumah tangga menawarkan jasanya dan mendapatkan harga
(gaji). Apabila permintaan konsumsi rumah tangga di pasar barang
meningkat, maka produksi dari sisi penawaran pasar barang mening-

kat dan terjadilah pertumbuhan output. Apabila di semua pasar terjadi
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peningkatan output, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekono-
mi, pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan ke-
sempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan se-
makin tinggi pula pertumbuhan kesempatan kerja. Tenaga kerja yang
berkualitas mempunyai keterampilan dan kemampuan yang semakin
tinggi juga, sehingga mendorong adanya peningkatan dalam upah te-
naga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai kemampu-
an serta keterampilan yang tinggi ini telah mendorong peningkatan
produktivitas yang akhirnya mendorong peningkatan output. Oleh ka-
rena itu, walaupun sisi penawaran lebih besar daripada sisi permintaan

namun upah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hubungan Kesempatan Kerja dengan Elastisitas
Penyerapan Tenaga Kerja

Lapangan kerja terbesar yang dimiliki Indonesia adalah berada
di sektor informal. Hal ini disebabkan karena sektor informal mudah
dimasuki oleh para pekerja karena tidak banyak memerlukan modal,
kepandaian, dan keterampilan. Penciptaan kesempatan kerja adalah
langkah yang tepat, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih
tinggi dari permintaan tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja ini biasa-
nya merupakan tenaga kerja tidak ahli sehingga perlu kiranya perlu-
asan investasi pada proyek-proyek padat karya, bukan pada perkem-
bangan pada sektor kapitalis dengan ciri utama pada modal sehingga
hasil dari pemilihan strategi yang mendahulukan pertumbuhan eko-
nomi yang tinggi.

Menurut Sumarsono (2009), elastisitas merupakan ukuran de-
rajat kepekaan jumlah permintaan akan sesuatu terhadap penambahan
salah satu faktor yang mempengaruhinya. Permintaan akan sesuatu itu
bisa berupa barang, tenaga kerja, produksi dan lain-lain. Besarnya per-

mintaan akan barang, tenaga kerja, produksi ini dipengaruhi oleh suatu
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faktor tertentu, misalnya harga, produksi, upah, modal dan lain-lain.
Adanya usaha-usaha pembangunan ekonomi nasional biasanya pada
beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda sebagi-
an terdapat mengalami pertumbuhan pesat dan sebagian mengalami
pertumbuhan yang lambat sehingga kemampuan tiap sektor berbeda-
-beda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan ter-
sebut menyebabkan perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di
masing-masing sektor secara berangsur-angsur terjadi perubahan sek-
toral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusi-
nya terhadap pembangunan nasional. Perbedaan pendapatan nasional
dan kesempatan kerja tersebut juga menunjukkan perbedaan elastisitas
masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja. Elastisitas ke-
sempatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan

kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Elastisitas penyerapan tenaga kerja bisa terserap dengan adanya
kenaikan atau pertumbuhan dalam produksi. Ini berarti elastisitas da-
pat dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan produksi, ber-
arti untuk mencari elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah dengan
laju penyerapan tenaga kerja dan laju kenaikan produksi. Dengan de-
mikian semakin besar laju kenaikan produksi dan semakin besar laju
elastisitas penyerapan tenaga kerja maka laju penyerapan tenaga kerja

pun akan semakin besar.

Hasil Penelitian dan Studi Empiris

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang di-
lakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi
pertimbangan dalampenyusunan penelitian ini, adapun penelitian-

-penelitian tersebut adalah:

Igbal Qamarullah (2016) menuliskan tentang Analisis Sektor
Unggulan dan Elastisitas Tenaga Kerja Di Kabupaten Banyuwangi.
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Metode analisis data yang digunakan adalah LQ (Location Quotient),
Shift Share Esteban Marquilas dan Elastisitas Tenaga Kerja. Variabel di-

gunakan yaitu sebanyak 4 variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sektor ekonomi yang
unggulan atau basis di Kabupaten Banyuwangi adalah: sektor Perta-
nian; Pertambangan dan Galian, dan; Keuangan, Persewaan dan Per-
usahaan Jasa.; sektor ekonomi yang memiliki keunggulan di Kabupa-
ten Banyuwangi jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi di Jawa
Timur adalah sektor Pertanian; Industri Pengolahan; Bangunan, dan;
Jasa-jasa; Elastisitas penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi di
Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2005, 2007, 2008, 2009, 2010,
2012, 2013 dan 2014 termasuk dalam kategori inelasticity. Sedangkan
pada periode tahun 2006 dan 2011 termasuk dalam kategori elasticity.

Gita Irina Arief (2009) menulis tentang Identifikasi dan Peran
Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi DKI
Jakarta. Pada penelitian ini, untuk mengidentifikasi sektor ekonomi
unggulan digunakan analisis Location Quotient, analisis PDRB DKI Ja-
karta, dan analisis kesempatan kerja. Sedangkan untuk melihat kiner-
ja sektor ekonomi unggulan digunakan analisis Shift Share. Indikator
ekonomi yang digunakan adalah tenaga kerja yang bekerja pada sem-
bilan sektor ekonomi utama di DKI Jakarta pada tahun 2003-2007 de-

ngan menggunakan software Microsoft Excel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2003-2007,
sektor yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Provinsi DKI Jakar-
ta adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel, dan
Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan,
Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-Jasa, dimana sektor
yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja ada-
lah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Selama tahun 2003-2007,

kelima sektor unggulan yang ada di DKI Jakarta rata-rata menyerap te-
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naga kerja sekitar 95 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Pada
tahun 2003-2007, sektor-sektor di DKI Jakarta memiliki pertumbuhan
positif dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memi-
liki laju pertumbuhan kesempatan kerja tercepat adalah sektor Perda-
gangan, Hotel, dan Restoran. Sedangkan sektor Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Perusahaan adalah sektor yang laju pertumbuhannya paling
lambat. Dilihat dari daya saing, sektor Pertanian dan sektor Keuang-
an, Persewaan, dan Jasa Perusahaan adalah sektor yang berdaya saing
baik pada tahun 2003-2007. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lain-
nya kurang memiliki daya saing. sektor Pertanian, sektor Bangunan,
sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Pengangkutan dan
Komunikasi, dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

termasuk sektor yang progresif.

Darman (2016) menulis tentang Analisis Sektor Unggulan
dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Alat
analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Location Quotient
( LQ). Didasarkan hasil nilai LQ untuk tahun 2004-2013 yang di-
tinjau dari segi peranan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Sulawe-
si Tenggara bahwa terdapat 3 sektor ekonomi yang dapat diunggul-
kan ( LQ > 1) yaitu : sektor Pertanian, Pengangkutan dan Jasa-Jasa
serta dari hasil nilai LQ untuk tahun 2004-2013 yang ditinjau dari
segi perbandingan porsi lapangan kerja per sektor maka penyerap-
an tenaga kerja yang lebih besar di Provinsi Sulawesi Tenggara ya-

itu di sektor Pertanian.

asriadi (2014) menulis tentang Analisis Sektor Ekonomi Ung-
gulan Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan data
sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ka-
bupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 -
2012. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis
Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share.
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Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor pertanian
merupakan sektor basis di Kabupaten Kolaka Utara. hal ini mengin-
dikasikan bahwa wilayah ini telah mampu memenuhi sendiri kebu-
tuhannya disektor tersebut dan dimungkinkan untuk mengekspor ke-
luar daerah barang dan jasa pada sektor ini. Hasil analisis Shift Share
menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif yang
memiliki pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi yaitu sektor Per-
tambangan, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas Dan Air
Bersih, sektor Konstruksi/Bangunan, dan sektor Perdagangan, Hotel
Dan Restoran. Sementara untuk komoditi unggulan Kabupaten Ko-
laka Utara menempatkan komoditi kakao, cengkeh dan nilam dari
subsektor perkebunan sebagai komoditas unggulan di wilayah Kabu-

paten Kolaka Utara.

Yuga Mahara Soib, Siti Qomariyah, dan Fivien Muslihatin Ning-
sih (2015) menulis tentang Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada
Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggu-
nakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik
Kabupaten Jember dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jember. Model analisis adalah Model Analisis Elastisitas Penyerapan
Tenaga Kerja dan SWOT.

Hasil analisis elastisitas pekerjaan di sektor ekonomi di Kabu-
paten Jember pada 2009-2010, 2010- 2011, dan 2012-2013 memi-
liki tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah <1 (Inelastik)
berarti nilai pertumbuhan PDRB naik 1 akan menyebabkan jumlah
yang dapat diserap akan meningkat kurang dari 1 dan jika penurun-
an nilai GDP 1 akan menurunkan jumlah pekerja yang akan diserap
kurang dari 1, sedangkan pada periode 2011-2012 memiliki tingkat
elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah >1 (elastis) berarti nilai
Pertumbuhan GDP naik 1 akan menyebabkan jumlah tenaga kerja
yang bisa diserap meningkat lebih dari 1 dan sebaliknya jika terjadi
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penurunan nilai PDB 1 akan menurunkan jumlah pekerja yang akan
diserap jatuh lebih dari 1. Analisis SWOT dalam hal ini yang dimak-
sudkan Strengths) potensi sumber daya alam yang mendukung dan
melimpahnya sumber daya manusia. Weakness (W) penyempitan dan
berkurangnya lahan pertanian. Opportunities (O) adanya kesempat-
an kerja yang luas bagi masyarakat, dan perkembangan IPTEK yang
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Strategy (SO) me-
maksimalkan sektor-sektor potensial dalam menyerap tenaga kerja.
Threat (T) adanya konversi lahan, investor terikat dengan peraturan
daerah yang menyebabkan masa investasi terbatasi oleh waktu yang
dirasa cukup singkat. Dari hasil analisis SWOT pengembangan sek-
toral ekonomi wilayah di Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan
strategi sebagai berikut: a. Mengoptimalkan sumber daya dan keter-
sediaan lahan; b. memaksimalkan peningkatan kerjasama dengan in-
vestor; c. Mengoptimalkan peraturan perencanaan dan pembuatan
kebijakan pemerintah lokal. Serta adapun saran yang yang diberikan
ialah a. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diharapkan da-
pat lebih meningkatkan kemampuan di sektor Pertanian, sehingga
sektor pertanian yang ada tetap dapat memberikan kontribusi yang
baik untuk PDRB dan kontribusi dalam menyerap tenaga kerja; b.
Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih
mengevaluasi dan mempercepat proses perizinan dan amdal untuk
kegiatan di sektor Pertambangan sehingga investor yang ada tetap
menginvestasikan modalnya dan kegiatan pertambangan yang ada
diharapkan akan menyerap tenaga kerja yang lebih baik; c. Pihak pe-
merintah daerah Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih mening-
katkan dan mengembangkan Industri Pengolahan, sehingga indus-
tri yang ada tetap berkembang dan dapat memberikan peningkatan
terhadap penyerapan tenaga kerja; d. Pihak pemerintah daerah Ka-
bupaten Jember diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dari
sektor Listrik Gas dan Air Bersih, diharapkan peningkatan kinerja

308 | Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris



akan meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB dan peningkatan

penyerapan tenaga kerja.
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EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF
TEORETIS DAN STUDI EMPIRIS

Ekonomi kependudukan adalah ilmu yang menganalisis dinamika penduduk dengan
menggunakan teori, pendekatan dan alat analisis ekonomi. Dinamika penduduk
mencakup perubahan jumlah, struktur umur, dan persebaran penduduk yang
diakibatkan oleh asfek fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk. Kemudian asfek
fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk diakibatkan oleh faktor ekonomi. Jadi
merupakan hubungan tak berujung, mirip lingkaran setan kemiskinan (vicious circle
of poverty, milik Nurkse). Jadi dalam pengertian ini, ekonomi kependudukan
mengkaji tentang bagaimana dampak perekonomian terhadap dinamika penduduk,
dan bagaimana dampak dinamika penduduk terhadap perekonomian. Prinsip
ekonomi kependudukan mengkaji tentang posisi penduduk dalam pembangunan
ekonomi. Baik penduduk sebagai produsen (faktor produksi), maupun pendudu
sebagai konsumen.

Tenaga kerja merupakan salah satu fakor produksi, oleh karena itu tenaga kerja
sangat penting dalam kegiatan ekonomi maupun dalam perekonomian suatu
negara. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2013tentang ketenagakerjaan
dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ekonomi
ketenagakerjaan membahas tentang permintaan, dan atau penawaran tenagakerja,
termasuk pasar tenaga kerja, yang bermuara pada penyerapan tenaga kerja dan
pengangguran.

Buku ini, di satu sisi memaparkan tentang keterkaitan antara penduduk dengan
pembangunan ekonomi, dampak dan implikasi perkembangan kependudukan di
Wilayah Bagian Tengah Indonesia dari aspek ekonomi kependudukan. Kemudian
dari aspek ekonomi ketenagakerjaan, buku ini banyak pemaparkan aspek
ketenagakerjaan, terutama pada aspek permintaan tenega kerja, penyerapan
tenaga kerja, persoalan pengangguran, dan lama mencari kerja, sampai pada
migrasi internasional. Buku ini berisikan 13 bab, masing-masing bab dipaparkan
dalam perspektif teoretis dan studi empiris dari beberapa penulis yang ada.
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